BUPATI LUWLU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten
Luwu Timur dengan memanfaalkan riang wilayvah
secara berdaya guna, berhasil guna, scrasi, sclaras,
seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat damn
pertahanan keamanan, perlu disusun rencana iata
ruang;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan
pembangunan antar sekior, dacrah, dan masyarakat
maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan
lokasi investasi pembangunan wyang dilaksanakan
pemerintah, masyarakat, danfatau dunia usaha;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 avat (5)
Undang-Undang MNomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraluran Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 [satu)
kali dalam 5 (lima) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana
dimaksud dalam huruf a, hurul b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-

2044,
Mengingat : 1. Pasal 18 ayal ([6) Undang-Undang Dasar Republik
R Indonesia Tahun 1945;
. Draziap iy m w9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
PreAmrn mrEr oA AP L Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
L ! : jMa_mu_fu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
GTEm AR © |Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomeor 27,
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penctapan Peraturan Pemecrintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja  Menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 6856);

Undang-Undang WNomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor &2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) schbagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noemor 6801});

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587Y) scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang WNomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6836);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indomesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayvah WNasional (Lembaran

Tambahan Lembaran Negara Republik ITndonesia Nomor
4833} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas .Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042];
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penvelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633},

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tabun 2021
tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,
Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan
Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tabhun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten,
dan Kola, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten/Kota [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 326);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021
tentang  Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAEKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWLU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUE

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044.,

BapB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya discbut Pemenntah adalah Presiden
Republik Indonesia yvang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menten

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,



2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.

4, Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur.

5. Pemerintahan Dacrah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip olonomi seluas-luasnya
dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
schagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

6. Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah  vang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah olonom.

7. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
8. Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah yang selanjutnya disingkat DPFRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penvelenggara Pemerintahan Daerah.

9, Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

10. Ruang adalah wadah vang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi scbagai satu kesatuan wilayah,
tempal manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan kehidupannya.

11.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

12.8truktur Ruang adalah susunan pusat-pusal permukiman dan sislem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang seccara hierarki memiliki
hubungan fungsional.

13.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
vang melipuli peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang unluk fungsi budi daya.

14.Penataan Ruang adalah suatu  sistem  perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaalan ruang.

15.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan
Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan  dan
penetapan KTH.

16.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah  kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang,.

17.Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan
ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan raang.

18, Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang

dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui Jenyusunan
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20.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur yvang selanjutnya
disebut RTEW Daerah adalah  arahan  kebijjakan  dan  sirategi
Pemanfaatan Ruang Wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi
Penataan Ruang Wilayah daerah yang merupakan dasar dalam
penyusunan program pembangunan.

21.Rencana Detail Tata Ruang vang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana Pemanfaatan Ruang bagian Wilayah Kabupaten secara terperingi
vang disusun uniuk penyiapan perwujudan Ruang dalam rangka
pelaksanaan program-program pembangunan Dacrah.

22, Wilavah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

23 Sistem Pusat Permukiman adalah susunan kawasan-kawasan perkolaan
achagal pusal kegiatan di dalam wilavah kabupalen yang menunjukkan
keterkaitan saat ini maupun rencana vang membentuk hirarki pelayanan
dengan cakupan dan dominasi lungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

24 Pusat Kegiatan Lokal yang sclanjutnya disingkat PKL adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota
atau beberapa kecamatan.

25.Pusat Pelayanan Kawasan vang selanjuinya disingkat PPK adalah
kawasan perkolaan yang berfungsi unituk melayani kegiatan skala
kecamatan atau beberapa desa.

26.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah
pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar
desa.

27.8istem .Jaringan Transportasi adalah sistem vyang memperhatikan
keterkaitan kebutuhan dan pelavanan transporiasi anlarwilavah dalam
ruang wilayah kabupaten serla kelerkaitannya dengan jaringan
iransporiasi vang lelhh makro,

28.Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi
melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota (AK) dan
Angkutan Perdesaan (ADES).

29. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani
kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laul dalam
negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai lempal asal tujuan
penumpang dan/atau barang, serla angkutan penyveberangan dengan
jangkauan pelayanan antar provinsi.

30. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan vang fungsi pokoknya melayani
kegialan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam
negerl dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan
Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan
penumpang dan/atau barang, serta angkutan penveberangan dengan
jangkauan pelayanan antar kabupaten /kota dalam provinsi.
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32 Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai
cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

33.Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi vang selanjutnya disingkat SUTET
adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang
(konduktor) di udara beriegangan nominal di atas 230 kV (dua ratus tiga
puluh kilovolt) sesuai dengan standar di bidang ketenagalisirikan.

34, Saluran Udara Tegangan Tinggi vang selanjutnya disingkat SUTT adalah
saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang {konduktor) di
udara bertegangan nominal 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sampeai
dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt).

35 Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM
adalah saluran tenaga listrik vang menggunakan kawat (penghantar) di
udara beriegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) scsuai
standar di bidang ketenagalistrikan.

36.8aluran Udara Tegangan Rendah wang sclanjulnya disingkat SUTR
adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di
udara bertegangan 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1000
{seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

A7.Gardu Listrik adalah bangunan scbagai tempat distribusi arus listrik.

A8.Jaringan Tetap adalah satu kesaluan penyvelenggaraan jaringan
telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/
kabel bawah laut telekomunikasi.

30.Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yvang melayani telekomunikasi
bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

40.Jaringan Sumber Daya Air adalah sistem yang terdiri dari berbagai
clemen fisik dan non-fisik yang saling terhubung untuk mengelola,
mendistribusikan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air
secara efisien dan berkelanjutan.

41.58istem Jaringan Persampahan adalah satu kesatuan sarana dan
prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi
pengurangan dan penanganan sampah.

42 Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur
cvakuasi bila terjadi bencana.

43. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk
kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke lempat
vang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan
penanganan lebih lanjut.

44 Kawasan adalah wilayah dengan lungsi utama lindung atau budi daya.

45 Kawasan Lindung adalah wilayah yang berada dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya buatan.

46 . Kawasan Budi Daya adalah wilayah yvang berada dengan fungsi utama
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48.

449,

1.

a3,

o4,

55.

56.

a7,

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkal
KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di
sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi
penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat
KP2E adalah wilayah budidaya pertanian terulama pada wilayah
perdesaan  vang memiliki  hamparan Lahan Pertanian  Pangan
Berkelanjutan danfatau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi ulama untuk
mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Holding Zone adalah kawasan vang belum disepakati peruntukannya

pada saat penetapan peraturan daerah, dimana mekanisme
penetapannya mengacu pada kelentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok schagai perlindungan pokok sebagai perlindungan sislem
penvangga kehidupan untuk mengatur lata air, mencegah banjir,
mengendalikan ecrosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara
kesuburan tanah.

Kawasan Perlindungan Sctempal adalah kawasan yang diperuntukkan

bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggl nilai-nilai
luhur dalam tata kehidupan masyarakatl untuk melindungi dan
mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga
kelestarian jumlah, kualitas penvediaan tata air, kelancaran, ketertiban
pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di
dalamnya Kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai
Kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ,
danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya vang memiliki fungsi
perlindungan selempal.

Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat vang mempunyai ciri
khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan
dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kawasan Hutan Adat adalah kawasan hutan vang berada di dalam
wilayah masyarakat hukum adat.

Kawasan Ekosisiern Mangrove adalah kawasan/wilayah yang merupakan
kesatuan antara komunilas vegetasi mangrove berasosiasi dengan [auna
dan mikro organismec schingga dapat tumbuh dan berkembang pada
daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna,
muara sungai vang terlindung dengan substral lumpur atau lumpur
berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang
berkelanjutan.

Ruang Terbuka Hijau wyang selanjutnya disingkat RETH adalah area
memanjang/jalur danfatau mengelompok, vang penggunanya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yvang tumbuh tanaman
SCCATA alamiah maupun vang sengaja  ditanam, dengan

mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan Elalfm EEHMI’ Eqsial ™
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58.Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang
dimiliki olech rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol komadua lima)
hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari
50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama
minimal 500 (lima ratus] tanaman tiap hektare.

50.Kawasan Pertanian adalah Kawasan vang dialokasikan dan memenuhi
kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
dan peternakan.

60.Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan lungsi
utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya,
termasuk di dalamnya Kawasan pengelolaan ckosistem pesisir.

61.Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan
tanah dan/atau di bawah permukaan tanah vang direncanakan sebagai
kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan
operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan
panas bumi dan kawasan pembanglkitan tenaga listrik.

62.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang
diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tala Ruang
Wilayah vang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

63. Kawasan Pariwisata adalah kawasan wvang memiliki fungsi utama
pariwisata alau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik
alam, buatan, maupun budaya.

f4. Kawasan Permukiman adalah hagian dari lingkungan hidup di luar
Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan
vang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atan lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri-kehidupan dan
penghidupan.

65.Kawasan Transporiasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk
menampung fungsi lransportasi skala regional dalam upaya untuk
mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang lerfuang
di dalam rencana tata ruang vang meliputi transportasi darat, udara, dan
laut.

66, Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang
dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang
pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan,
termasuk termpat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

67.Kawasan Strategi= Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah
wilayah wvang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh  sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

68. Koefisien Dasar Bangunan vang selanjutnya disingkat KDB adalah
koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gcl:lung
dengan luas persil /kavling. sylaeTait it :

“His §1T3F e Rl (L) TN,
69. Koefisien Lantai Bangunan yang seclanjulnya n:r‘;mgkat H[E .adalah ;',[—,_ Ax [
koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai Eanguﬂﬂn geding dan ;| k. I

luas persil/lavling. eI =
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70, Koefisien Dasar Hijau yvang selanjutnya disingkat KDH adalah angka
prosentase perbandingan antara laas seluruh ruang terbuka di luar
bangunan gedung wvang diperuntukkan bag pertamanan/penghijauan
dengan luas persil/kavling.

71. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah
angka persentase luas kawasan vang bisa dibangun berdasarkan
persentase luas kawasan atau blok peruntukan dalam suatu kawasan
vang telah direncanakan.

72.Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan adalah
arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTEW Kabupaten yang merupakan
petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber
pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka
wakliu perencanaan o (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan
20 {dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang Kabupalen.

73.Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur
Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
vang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang dan
Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.

74, Ketentuan Khusus adalah  ketenluan  vang mengatur pemanfaatan
Kawasan yvang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan
seperti adanya Kawasan yvang bertampalan dengan Kawasan peruntukan
utama, vang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun
forerloy).

7o, Kesesuaian Kegialan Pemanfaatan Ruang vang selanjuinva disingkat

EKPR adalah kesesualan antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang
dengan RTR.

76.Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang selanjutnya
disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

77.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang selanjuinya
disebut  Persetuyjuan KEPR  adalah  dokumen yang menyatakan

kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Buang dengan RTR
selain RDTR.

78. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang selanjutnyva
disingkat RKKPR adalah dokumen yvang menyatakan kesesualan rencana
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional
yvang bersifal  stralegis dan belum  diatur  dalam RTR  dengan
mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

79.5istem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [Online Single
Submission) wvang selanjutnya disebut Sistem ©OSS adalah sistem
clektronik terintegrasi yvang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga
OS5 untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

80.5Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang af:lan}mnva disingkat

oo mr wn Hel N A
eqgan

SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program. u}_a,ma, o

program  sektoral dan kewilavahan dala:m?:'lﬁiﬁaéﬁ TEQNcapa

pembangunan secara terpadu.
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81.Forum Penataan Ruang Dacrah vang selanjutnya disingkal FPRD adalah
wadah di tingkat daerah yang bertugas uniuk membantu Pemerinlah
Dacrah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang.

82 Tnsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan
terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

A3, Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan,
atau mengurangi kegiatan vang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

84.Masvarakal adalah orang persecrangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan
nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

25, Orang adalah orang perscorangan dan/atau korporasi.

BAR I
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan
Pagal 2
(1) Ruang lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten, mencakup
seluruh wilayah adminisirasi daerah dan pulau kecil.

{2} Lingkup wilayah Perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mencakup scluruh wilayah administrasi, meliputi:

| KADIS BADAN . RANTOE

Kecamatan Tomoni; ' |

ol poa B0 KASAG. TU
Kecamatan Tomoni Timur;

Eccamatan Towuli; E

j- Kecamatan Wasuponda; dan
k. Kecamalan Wolu,

{3) Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada
koordinat 2°1'6.358" — 3"1'1.707" Lintang Selatan dan 120°28'11.346" -
121*47'2.906" Bujur Timur, seluas kurang lebih 674.608 (enam ratus
tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan) hektare.

(4] Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Poso, Kabupaten
Morowali Utara, dan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;

bh. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi
Sulawesi Tengah;

¢. sehelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone, Eabupaten Kolaka
Utara dan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara; dan

d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi
Sulawes: Selatan.

10
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A, Kecamatan Angkona;

b. Kecamatan Burau; e T ik

c. Kecamatan Kalaena; i, a i AR _ f_ ,,_‘
d. Kecamatan Malili; AT T i | h‘._'_j
e. Kecamatan Mangkutana, Ty e LN ;
{. Kecamatan Nuha; — = :
.

h.




(5) Wilayah Perencanaan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Dacrah ini.

Bagian Kedua
FRuang Lingkup Materi
Pasal 3

Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten, meliputi:

a. kelentuan urmmam;
b. ruang lingkup;
c. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah Daerah;
d. rencana Struktur Ruang Wilayvah Daerah;
e. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten,
. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis;
¢. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten;
h. kelentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten;
i. kelembagaan;
j.  hak, kewajiban dan peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
k. penyidikan; L
1. ketentuan pidana; SR i A R : '_-.m__';._.';.; l -
m, ketentuan peralihan; [ e A t SE R R :-‘li'- ” |
n. ketentuan lain-lain; e e |
0. ketentuan penutup; L BSISTEN
p. penjelasan; dan !' KADIS BADAN KANTTF
gq. lampiran. | WA BIO | KAGAG. TU. -
]: * ASUBAG | KA SEXSI FE

BAB Il
TUJUAN, KEBLJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN
RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 4

Mewujudkan Penataan Ruang Daerah guna meningkatkan kesejahleraan
Masyvarakat, melalui pengembangan industri dan pengelolaan sumber daya
alam yang berkelanjulan, serta berbasis mitigasi.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Fasal 5

Kehijakan Penataan Ruang Daerah, meliputi:

a. pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi Wilayah, berbasis mitigasi;

8 i




b. peningkatan kualitas dan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara
terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah;

. pelestarian ingkungan melalul pemantapan Kawasan Lindung sebagai
Pengendali tlerthadap kelestarian ckosistem;

d. pengembangan Kawasan budidaya secara optimal yang berkelanjutan
berbasis mitigasi sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan;

e. pengembangan  potensi Kawasan  pesisir  melalui  pendekatan
keberagaman sosial dan budava yang bernilai ekologis, dan ekonomis;
dan

f. pengembangan Kawasan Industti dan  sentra agroindustri  yang
berkelanjutan berdasarkan potensi komoditi unggulan dan karakteristik
wilayah berbasis mitigasi.

Bagan Keliga
Strategl Penataan Ruang

Pasal 6

(1) Strategn pengembangan pusat-pusat permukiman dan  pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi Wilayah berbasis mitigasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

a. mengembangkan pusat pelayanan sesuai dengan Kesatuan fungsional
pengembangan dan wilayah pelayanannya dengan penckanan pada
fungsi terteniu yang secara keseluruhan dapat menunjang tujuan
Penataan Ruang wilavah Kabupaten;

b. meningkatkan interkoneksi antara Kawasan Permukiman baik PKL,
PPK, maupun PPL, antara Kawasan perkotaan dengan pusat-pusat
kegiatan Kawasan perdesaan, serta antara Kawasan perkotaan
dengan wilayah sekitarnya;

c. meningkatkan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi perkotaan
maupun perdesasn;

d. meningkatkan pembinaan kelembagaan sosial ekonomi Masyarakat
untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan pembangunan
perkotaan dan  perdesaan untuk mendukung perwujudan
Pemanfaatan Ruang;

e. mengembangkan wilayah melalui kKeseimbangan pembangunan dan
keterkaitan Kawasan Permuldman  perdesaan dan permukiman
perkotaan sebagal penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budayva
Masvarakat;

f. mengendalikan pengembangan perumahan dan permukiman pada
Kawasan limitasi, terutama pada Kawasan rawan bencana, dan
Kawasan berfungsi lindung; dan

g mengembangkan dan meningkatkan kualitas lingkungan
permukiman perkotaan dan perdesaan berbasis mitigasi bencana.

{2} Strategi peningkatan kualitas dan pelayanan jaringan prasarana wilayah
secara terpadu dan merata di seluruh wilavah l{_g..hupaten EEb.EgEIﬂHHﬂ:—I* PR

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi: ['_'7_ e

a. meningkatkan kualitas dan layanan jarmgqn. Uﬁ'ﬂr‘lqpnﬂﬂm secara k. |
terpadu untuk mendukung mobilitas bara.rigﬂgn ipf-nurnp{mE antar |
Kawasan dan antar wilayah;
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b. meningkalkan kuahlas dan layanan jaringan prasarana sumberdaya
air untuk menunjang pemenuhan kebutuhan air baku dan air minum

c. meningkatkan kualitas dan layanan pengelolaan sampah secara
terpadu dan efelktif;

d. meningkaltkan  kualitas  dan  layvanan  lelekomunikasi uniuk
mempermudah pelayanan Masvarakal dengan menggunakan
teknolog;

¢, meningkatkan layanan sumberdaya cnerg untuk mengoptimalkan
layanan domestik dan produktivitas wilayah; dan

f. meningkatkan kualitas dan layanan prasarana lainnya untuk
mengoptimalkan pelayanan Kawasan Permukiman dan peningkatan
kualitas lingkungan.

(3} Strategi pelestarian lingkungan melalui pemanlapan Kawasan Lindung
schbagal pengendali  terhadap  kelestarian  ckosistern  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢, meliputi:

4. menctapkan Kawasan  Lindung sccara  konsisten agar terjaga
fungsinya wuntuk melindungi Kawasan bawahannya, Kawasan
Perlindungan Setempat, memberi perlindungan terhadap
keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnyva;

b, melestarikan dan mengembangkan Kawasan Lindung mclalui
kegatan konservasi, prescrvasl dan rchabilitasi terhadap lahan yang
mengalami degradasi;

c. mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan berfungsi lindung
dan rawan bencana, melalui pengawasan dan sistem mitigasi vang
terintegrasi;

d. melalukan pembinaan daerah penyvangga/budi daya dan plasma
nutfah pada Kawasan Konservasi, dan wilayah posisir; dan

e, menjaga  kelestanan  lingkungan pada sclkdtar Kawasan bernilai
ckonomi tinggl scbagal penyangga melalui kegiatan budidaya yvang
konservatif dan bernilai ekonomi.

[4) Strategi pengembangan Kawasan budidaya secara optimal yang
berkelanjutan berbasis mitigasi sesuai dengan kemampuan dayva dukung
lingkungan, sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurul d, meliputi;

a. mengelola potensi dan sumberdaya alam secara oplimal dan
berkelanjulan untuk menumbuhkan perckonomian wilayah dengan
memperhalikan prinsip konscrvasi, preservasi dan rehabilitasi dan
berbasis mibigasi;

b. mengembangkan budidaya pertanian  dan  perkebunan  melalui
intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi yang ditunjang olch
pengembangan prasarana wilayah  vang  memadai unfiulk
meningkatkan produksi yang berkualitas;

¢, mengembangkan budi dayva perikanan melalui pola perikanan inti
rakyat dengan memperkuat koperasi dan penerapan tekﬁnlng; tf-_fmb
guna dalam berbagai usaha budi dayva penl{a.tmn, e R

d. meningkatkan dan mengembangkan sarana dan—pr:m:::mnu-p::ﬂk:mam _
dan pertanian, sehingga dapat memp-erlanc.a:r ‘hasil produksi dan |
distribusi; dan A
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e,

mengendalikan dan mengaltur Pemanfaatan Ruang pada Kawasan
Budi Daya sceara terintegrasi untuk menghindari konflik kepentingan
antar sektor.

(3} Strategi pengembangan potensi Kawasan pesisir melalui pendekatan
keberagaman sosial dan budava yang bernilai ckologis, dan ckonomis,
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, meliputi:

1)

a.

.

mengembangkan Kawasan pesisir dan minapelitan bernilai ekonomi
tinggl dengan memperhatikan nilai ekologi melalui  pendekatan
kearifan lokal untuk meningkatkan perckonomian Masyarakat;

meningkatkan pengelolaan aset-aset pariwisata bahari vang lebih
profesional dengan tetap menjaga fungsi kelestarian, ulamanva pada
Kawasan wisata danau kompleks;

menata dan mendiseminasikan  rencana  Pemanfaatan Ruang
Kawasan budidaya pesisir vang bernilai ekonomi dan ekologis;
mengembangkan dan membina kegiatan usaha Masyvarakat pesisir
secara kelembagaan melalui pola kolaborasi usaha dan lasilitasi
pemerintah;

mengendalikan dan mencegah konllik dalam pemanfaatan sumber
daya pesisir dan laul, melalui pengelolaan yang terintcgrasi; dan
mengendalikan Pemanlaatan Ruang Kawasan pesisir sesuai daya
dukung dan daya lampung lingkungan.

Stratlegi pengembangan Kawasan Industri dan sentra agroindustri yang
berkelanjutan berdasarkan potensi komeoditi unggulan dan karaklerstik
wilayah berbasis mitigasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruaf f,
meliputi:

£l.

mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri dengan
mehgutamakan  keglatan  industri hula dan hilir dengan
memanlaalkan sumberdaya yang ada di sekitar wilayvah Kabupaten,
dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan
berbasis mitigasi,

mengembangkan kegiatan industri yang menunjang peningkatan
produktivitas secktor pertanian dan senitra ckonomi Masvarakat
lainnya;

mengembangkan usaha pengolahan hasil-hasil sektor pertanian
melalui konsep dan prinsip agroindustri dan agrobisnis;

. meningkatkan kualilas dan kemandirian Masyarakal pada scktor

agroindustri melalui pola kerjasama dan pembinaan;

meningkatkan sarana dan prasarana menunjang pengembangan
industri dan agroindustri secara terpadu dengan memperhatikan
prinsip pecmbangunan berkelanjutan dan berbasis mitigasi;

meningkatkan perdagangan hasil pertanian dan industri antar
wilayah, melalui kerjasama antar wilavah; dan
mengendalikan Pemanfaatan Ruang Kawasan sekitarindustri melalui

] ARISTEN
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BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesalu

Umum
Pasal 7

(1) Rencana Struktur Ruang wilayah Daerah, meliputi:

a. Sistem Pusat Permukiman;

b, Sistem Jaringan Transportasi;

c. sislem jaringan energi;

d. sistem jaringan telekomunikasi;

e, sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
f. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana Strukiur Ruang wilayah Daerah scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu
banding lima puluh ribu] sebagaimana tercantum dalam Lampiran T1
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Fasal 8

(1) Bistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf a, meliputi:

a. PKL;
h. PPK; dan
<. | PPL.
(2] PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan
Perkotaan Malili di Kecamatan Malili.
{3} PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
PPK Solo di Kecamatan Angkona; o B
PPK Burau di Kecamatan Burau; _ ot A i
PPE Kalaena Kiri di Kecamatan Kalaenas; A s FES _‘: :
PPK Mangkutana di Kecamatan Mangkutana; '

PPK Sorowako di Kecamatan Nuha; ek ] _ i %

PPK Tomoni di Kecamatan Tomoni; | RADIS BADAN EAMTIE

PPK Tomoni Timur di Kecamatan Tomoni TJ'IﬂlIF;? KA BID KA AG TL
. PPK Wawondula di Kecamatan Towuti; ir___-:-"jl_lE.nG P KA SEKS| | ﬁ
PPK Wasuponda di Kecamatan Wasuponda; dan
j- PPK Wotu di Kecamatan Wolu,
{4} PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. PPL Taripa di Kecamatan Angkona;
PPL Harapan di Kecamatan Malili;
PPL Kasintuwu di Kecamatan Mangkutana,
PPL Matano di Kecamatan Nuha; dan
PPL Mahalona di Kecamatan Towuti.

S@ e pn gD
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(5] Sistem Pusat Permukiman scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang Sisterm Pusat
Permukiman yang lercanium dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Paragraf 1

Umum

Pasal 9

(1) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimalksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf b, terdiri atas:
a. sistom janngan jalan;

sistem jaringan kereta api;

sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;

Sistem Jaringan Transportasi laut; dan

bandara udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Rencana Sistemn Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan

Transportasi yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

ol < <

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayvat (1) huruf a,
terdiri atas: PP B

a. jalan umum;

b. jalan khusus; I L B Al e OO, i
¢. jalan tol: o Py S T e ey - P
d. terminal penumpang: dan F.“_ = B S
e. jembatan. '.M s BAOAN ke i
| B0 Kk AG TY

P‘EI.EELI ll 1' : .F-\. l"..l". LEKE] F%

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, terdiri
atas:

a. jalan arteri;
b. jalan kolektor;
c. jalan lokal; dan
d. jalan lingkungan.
(2} Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jalan
arteri primer, terdiri atas:

a. jalan Poros Malili;
b. jalan Samratulangi (Malili);
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ruas Bts. Kab. Luwu Utara - Wolu;

ruas Kayulangi (Km.550) - Bts. Prov. Sulteng;
ruas Kayulangi (Km.550) - Tarengge;

ruas Malili - Bts. Prov. Sultra;

ruas Masamba - Bis, Kab, Luwu Timur;

Twomp oD

ruas Tarengge - Bis, Kota Malili; dan
i. ruas Wotu - Tarengge.
(3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdari atas:
a. jalan kolektor primer, terdapat di:
1. Kecamalan Angkona;
2. Kecamatan Burau;
3. Kecamatan Kalacna;
4., Kecamatan Malili;
5. Kecamatan Mangkutana;
B, Kecamatan Nuha;
7. Recamatan Towuti; dan
8., Kecamatan Wasuponda,
b. jalan kolektor sckunder, terdapat di:
Kecamatan Burau;
Kecamatan Malili;
Kecamatan Mangkutana;
Kecamatan Tomoni;
Kecamatan Tomoni Timur;
Kecamalan Towuli,

Ao el e

Eccamatan Wasuponda; dan

8. Kecamatan Wotu.

(4) Jalan kolektor primer dan jalan kolcktor seckunder scbagaimana
dimaksud pada ayat (3] tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(9) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hurual ¢, terdini atas:
a. jalan lokal primer, lerdapat di seluruh Kecamatan; dan
b. jalan lokal sckunder, terdapat di:
1. Kecamatan Angkona;

]

Kecamatan Burau;

Kecamatan Kalaena; WM AT B
Kecamatan Malili; i _ “.-'.. 7 ,m; "_ Ey
Kecamatan Mangkutana; | SERDE '_l:\

5 s FE s =

Kecamatan Nuha; | AsisTEN i h
fi

Kecamatan Tomoni Timur; KADIS BADLN KAMTUR

Kecamatan Towti;

nel e, B

WA RID ' KarRAG TU
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e T —

Kecamatan Wasuponda; dan

—-t
=

kecamatan Wotu.
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(6] Jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (5} tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7] Jalan lingkungan dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi jalan
linglungan primer dan jalan lingkungan sekunder tersebar di seluruh
Kecamalan,

(8} Jalan hnglkungan schagaimana dimaksud pada avat (7] tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Dacrah ini.

Pasal 12

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hurul b, meliputi:
a, jalan Asuli 135;

jalan Perumahan;

jalan Perusahaan,

jalan PT. Vale;

jalan PTP; dan

jalan PTPN.

-8 ope g

Pasal 13

Jalat tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf ¢, yaitu ruas Poso —
Tindantlana — Palopo melintas di Kecamatan Burau, Kecamatan Manghkutana,
Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu,

Pasal 14

{1} Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d,
herupa terminal penumpang tipe C.

{2} Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. terminal Malili di Kecamatan Malili:

terminal Sorowako di Kecamatan Nuha;

terminal Sangkuruwira Tarengge di Kecamatan Wotu;

terminal Tomoni di Kecamatan Tomoni; dan

terminal Wawondula di Kecamatan Towuti.

P AP T

Pasal 15

(1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdapat di:

a. Kecamatan Angkona;
RH, R

b. Kecamatan Burau; | HeE R i

c. Keocamatan Malili; e AL AT R A T CE ]
d. Kecamatan Tomoni Timur; [ -i'..-:_-'::;“—_____ ST,
e. Kecamatan Mangkutana; dan ,, S5 TEN i i i
. Kecamatan Wotn. ih;.ﬁ.-EI?!AL‘-hN ik T ?ﬁ

]
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(2) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran VII vang mermipakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

(1)

{2}

13}

(1)

(2]

Paragraf 3
Sistem Jaringan Kercta Api
Pazal 16

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf b, terdin atas:

.

b.

jaringan jalur kereta ap; dan

stasinn kereta api.

Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan jaringan jalur kereta api antarkota, mehiputi:

.

e,

jaringan jalur kereta api antarkota Palu — Poso — Malili, yang melinlas
di Kecamalan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkulana,
Kecamatan Tomoni, dan Eecamatan Wotu;

jaringan jalur kereta api antarkota Malili — Kolaka yang melintas di
Kecamatan Malili;

jaringan jalur kereta api antarkota Bone — Wajo — Palopo - Malili, yang
melintas di Kecamatan Burau, dan Kecamatan Wotuy; dan

jaringan jalur kereta api antarkota Malili - Kelonodale yang melintas
di Kecamatan Malili, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Nuha.

Stasiun kereta api scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:

£,

h.

Stasiun Malili di Kecamatan Malili; dan

Stasiun Lampia di Kecamatan Malili.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 17

Sistemn jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal @ avat (1) hurul ¢, terdiri atas:

A,
b.

alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danaw; dan

pelabuhan sungai dan danau.

Alur pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huraf a, yaitu alur pelayaran kelas 11, vang terdiri atas:

i,
b.
c.

r.- B CH 1 S = 7

alur pelayaran pelabuhan Sorowako - pelabuhan Matano;
alur pelayaran pelabuhan Sorowako - pelabuhan Nuha;

alur pelayaran pelabuhan Mahalona - pelabuhan Tole;

alur pelayaran pelabuhan Timampu - pelabuhan Bantilang;
alur pelayaran pelabuhan Timampu - pelabuhan Le_:'t_ig-i{bb'dl'e;
alur pelayaran pelabuhan Timampu - pelabphan Loeha; dan |

Rt

B !

alur pelayaran pelabuhan Timampu - pelabuhan.!‘nkalimbn-

-

R
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~[3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, yaitu pelabuhan sungai dan danau pengumpan, yang terdiri atas:

a. pelabuhan Bantilang di Kecamatan Towuati;
pelabiuhan Beau Tokalimbo di Kecamatan Townati;
pelabuhan Lengkobale di Kecamatan Towati;
pclabuhan Locha di Kecamatan Towati:
pelabuhan Mahalona di Kecamatan Towuti;
pelabuhan Matano di Kecamatan Nuha;
pelabuhan Nuha di Kecamatan Nuha;

. pelabuhan Sorowako di Kecamatan Nuha;

=

R O - W

pelabuhan Timampu di Kecamatan Towuti;

Bl

pelabuhan Tole di Kecamatan Towuati; dan
k. pelabuhan Towuti di Kecamatan Towuati.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Transporiasi Laut
Pasal 18
(1) Sistem .Jaringan Transporlasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

avat (1) hurul d, berupa pelabuhan laut, terdiri atas:
a. Pelabuhan Pengumpul;
by, Pelabuhan Pengumpan; dan
. Terminal Khusus.

(2) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
yaitu Pelabuhan Pengumpul Lampia di Kecamatan Malili.

(3} Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b,
terdiri atas:

a. Pelabuhan Pengumpan regional Malili di Kecamatan Malili;
b. Pelabuhan Pengumpan lokal Wotu di Kecamatan Wotu,

{4} Terminal Khusus scbagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf ¢, terdiri
alas:

a. Terminal Khusus Balantang di Kecamatan Malili;

b. Terminal Khusus PT. Citra Lampia Mandiri di Kecamatan Malili;
c. Terminal Khusus Tanjung Mangkasa di Kecamatan Malili; dan
d. Terminal Khusus PT. Prima Utama Lestari di Kecamatan Malili.

Paragraf &
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 19

{1} Bandar udara umum dan Bandar Udara khusus suhwmﬂﬂaﬂlmakauzl

dalam Pasal 9 ayat (1] hurul ¢, terdiri atas: . Ticp A&

a. Bandar Udara pengumpan; dan T I __.j
b. Bandar Udara khusus. [ T N
gl KADIS. BADAN KAN™3F _%ﬂ__
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(2) Bandar Udara pengumpan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
vaitu Bandar Udara Pengumpan Luwu Timur di Kecamatan Angkona.

(3) Bandar Udara khusus, scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl b,
vaitu Bandar Udara Khusus Sorowako di Kecamatan Nuha,

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
Pasal 20

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayal (1}
huruf ¢, terdiri atas:

a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b, jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2] Jaringan infrastruktur minvak dan gas bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurul a, terdin atas:

a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. jaringan minyak dan gas bumi.,

(2} Infrastruktur minyak dan gas bumi schagaimana dimaksud pada ayat [2)
huruf a, yaitu Depo BBM PT. Vale di Kccamatan Malih,

{4} Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, terdiri atas:

a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi darn [asilitas
produksi-tempat penyimpanan; dan

b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan -
komsumen.

(5] Jaringan vang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi
tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat {(4) huruf a, yaitu
Jaringan gas Sengkang-Pare-pare-Makassar-Makale-Palopo-Malili-
Donggi-Pomala, melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau,
Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha,
Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wasuponda.

[6) Jaringan yang menvalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen
scbagaimana dimaksud pada ayat (4) hurul b, yaitu jaringan Migas PT.
Vale, melintas di Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti,
dan Kecamatan Wasuponda.

(7] Jaringan infrastruktur kclenagalisirikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf b, meliputi:

a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
dan

b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan  sarana
pendukungnya.

{8) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (V] huruf a, terdirvatas: - 0« v o
a. pembangkit listrik tenaga air; e SRR e

b. pembangkit listrik tenaga diesel; dan : el | k =

c. pembangkit listrike lainnya. AGISIEN |

I
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(9) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung
schagaimana dimaksud pada ayal (B) huruf a, terdiri atas:

a. pembangkit listrik tenaga air Karebbe di Kecamatan Malili;

b. pembangkit listrik tenaga air Pongkeru di Kecamatan Malili;

c. pembangkit listrik tenaga air Kalaena 1 di Kecamatan Mangkutana;

d. pembangkit listrik tenaga air Balambano di Kecamatan Wasuponda;

dan

¢, pembangkit listrik tenaga air Larona di Kecamatan Wasuponda.

(10) Pembangkil listrik tenaga diescl scbagaimana dimaksud pada ayat (8
huruf b, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel Loeha di Kecamatan

Towutl.

(11} Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada avat (8) huruf c,
terdiri atas :

a. PLTM Ussu Malili di Kecamatan Malili;
b. PLTM Saluanoa di Kecamatan Mangkutana; dan
c. PLTM Tomoni di Kecamatan Mangkulana.

{12} Jaringan infrastrukiur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruaf b, meliputi:

a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, terdiri atas:
1. SUTET, meliputi:

al

b

SUTET 275 kV Palopo - Wotu melintas di Kecamatan Burau,
Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Woll;

SUTET 275 kV Pamona - Wotu melintas di Kecamatan Kalaena,
Keceamalan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan
Wotu; dan

SUTET GITET Wotu — GITET Bungku melintas di Kecamatan
Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan
Wasuponda dan Kecamatan Wotw;

2, SUTT, mechputa:

aj
b)
)

d}

b. jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas:
1. 3UTM, meliputi;

aj

SUTT Wolu - Masamba melintas di Kecamatan Burau,
Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Wotu,

SUTT PT. Vale melintas di Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha,
Kecamatan Towutl, dan Kecamatan Wasuponda;

SUTT GI Malili — Kolaka Utara melintas di Kecamatan Malili;
dan
SUTT GI Wotu - GI Malili melintas di Kccamatan Angkona,

Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomgni
Timur, dan Kecamatan Wotu;

JTM Malili, melintas di Kecamatan Angkona,  Kecamal
Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan tcMNahd,
Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Eemnﬁaté'ﬂ Wﬂsupﬁndﬂ,'
Kecamatan Wotu; dan iy
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b} JTM Tomoni, melintas di Kecamalan Angkona, Kecamatan
Burau, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Mangkulana,
Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, dan Keeamalan
Wotu.

2. SUTR, meliputi:
a) JTR Malili, melintas di Kecamatan Angkona, Kecamatan
Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan

Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, dan
Kecamatan Wotu; dan

b) JJTR Tomoni, melintas di Kecamalan Angkona, Kgcamatan
Burau, Kecamatan Kalacna, Kecamatlan Margkutana,
Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, dan Kfcamatan
Wotu.

¢. QGardu Listrik, mclipuli:
1. GI 150 kv Malili di Kecamatan Malili;
2. GI 275 kv Wotu di Kecamatan Wotu: dan .l
3. GITET Wotu (arah Bunghku) di Kecamatan Wota,

(13) Rencana sistem jaringan energl scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan energi
vang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian lidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kehma
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 21
(1) Sistem jaringan lelekomunikasi sebagaimana dimaksud d Pasal 7
ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Jaringan Tetap;
b. infrastruktur Jaringan Tetap; dan
¢, jaringan bergerak.

{2} Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu a, berupa
jaringan serat optik terdapat di:

a. Kecamatan Angkona;

b, Kecamatan Burau; i b 1‘[ e

c. Kecamatan Malili; PO i il | Doy S
F . Af R g L SR |

d. Kecamatan Mangkutana; t— ---i——- - t--- 'I

e. Kecamatan Nuha; S | S —f\:r

f. Kecamatan Tomoni; e B __%,

L i HAIDIS BADAN KAk~ TF
g. Kecamatan Tomoni Timur; e |
h. Kecamatan Towuti; l ils st sl .'.--{J' :
= ]
. HASUAAG | KA, BEXSI ?
1. Kecamatan Wasuponda; dan l- '

j.  Kecamatan Wotu,

(3) Infrastruktur Jarngan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruaf
b, vaitu Sentral Telepon Otomat (STO) Luwu Timur di Kecamatan Malili.
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(4]

(3]

(&)

(1)

(2]

(3)

(4)

(=)

Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) huruf ¢, yaitu
Jaringan Bergerak Seluler berupa BTS berada di selurfth Kecamatan.

Sistem janngan lelekomunikasi sebagaimana dima d pada avat (1)
perwujudannya scsual dengan kebijakan dan ketenjuan scklor terkail
vang membidangi telekomunikasi.

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimalsud pada avat (1)
digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruangg sistem jaringan
telekomunikasi vang lercanium dalam Lammran yang meripakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 1ni.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 22

Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dim
ayal (1) hurul ¢, berupa prasarana sumber daya air,
a. sistem jaringan irigasi;

b. sistem pengendalian banjir; dan

s11d dalam Pasal 7

¢, bangunan sumber daya air.

Sistem .Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana di
digambarkan dalam peta rencana Struktur
Sumber Dava Air vang tercantum dalam Lampira
bagian tdak lerpisahkan dar Peraluran Dacrah ind.
Sistem jaringan irigasi scbagaimana dimaksud dal
a, terdiri atas:

a. Jaringan irigasi primer, terdapat di:

ksud pada ayat (1)
g sistem Jaringan
I yang merupakan

pada avat (1) huruf

1. Kecamatlan Angkona;

Kecamatan Burau;

Kecamatan Kalacna; AL
Kecamatan Malili; :
Kecamatan Mangkutana;

Kecamatan Nuha; HSObALEEy -
Kecamatan Tomoni: | Robis geaah rﬁ’_'f =

Kecamatan Towti; ki !
Kecasntan W.F.Iﬂupﬂﬂdﬂ; Aai “:iﬁ S EA SEKS] s I_W

o BRS¢ N

W0

10, Kecamatan Woll,
b. Jaringan irigasi sckunder, terscbar di scmua Kéoamatan; dan
¢, Jaringan irigasi tersicr, terscbar di scmua Ke tan.
Bislem jaringsn irigasi scbagaimana dimaksuad da ayat (3) tercantum

dalam Lampiran XIT vang merupakan bagian fdak terpisahkan dari
Peraturan Daerah imi.

siatemn pengendalian banjir sebagaimana dimaksgd pada ayat (1) huruf
b, meliputi:

a. bangunan pengendalian banjir; dan
b. jaringan pengendalian banjir.
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(6) Bangunan pengendalian banjir scbagaimaga dimaksud pada ayat (5)
hurul a, yailu bendungan Bungadidi di Ke tan Burau.

(7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana aksud pada ayal (5) huruf
b, terschar di Kecamatan Angkona, Ke atan Burau, Kccamalan
Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Maggkutana, Kecamatan Tomoni
Timur, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamdtan Wotu.

{8) Jaringan pengendalian banjir sebagaima§la dimaksud pada ayat (7)
tercantum dalam Lampiran XII yangl merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

{9} Banpunan sumber daya air sebagaimana
terscbar di Kecamatan Angkona, Kecama
Kecamatan Malhli, Kecamatan Man
Kecamatan Towut, dan Kecamatan Wasu

aksud pada avat (1) hurufl ¢,

Burau, Kecamatan Kalacna,

tana, Kecamatan Nuha,

nda,

{10] Bangunan sumber daya air scbagaim
tercantum dalam Lampiran XIIT ya
terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

a dimaksud pada ayat (9
merupakan  bagian tidak

(11} Sistem Jaringan Sumber Daya Air scbag
perwiljudannya sesuai dengan kebijak
yvang membidang sumber daya air.

ana dimaksud pada ayvat (1)
dan ketentuan sckior lerkait

Bagian Ketuj
Sistem Jaringan Prasar
Pasal 23

(1] Sistem jaringan prasarana lainnya sch
ayat (1] huruf f, meliputi:

a Lainnva

imang dimaksuad dalam Pasal 7

sislem penyediaan air minum;

x|
b. sislem pengelolaan air limbah;
. Sistem Jaringan Persampahan;
d. sistem jaringan evakuasi bencana; dap
e. sistem drainasec.

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya scbagaimana dimaksud pada ayal (1)
digambarkan dalam peta rencana Slruktur Ruang sislem jaringan

prasarana lainnya yvang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari p-eraturaj-:'lacmh ini.

Pazal Eq_f
{1} Sislem penyediaan air minum sebagdimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) hurul a, berupa jaringan perpipaan,
{2) Jaringan perpipaan sebagaimana Jdim
., unil air haku;
b. jaringan air baku;
c. unit produksi; dan
d. umnit distribusi.
(3) Unit air baku sebagaimana dimaksud) ) _
a. Kecamatan Angkona; | Wi e

aud pada ayat (1}, terdiri atas:




Kecamatan Burau;
Kecamatan Kalaena;

Kecamatan Malili;

Kecamatan Mangkutana,
Eecamalan NMuha;

Kccamatan Tomoni;

g TR -

Kecamatan Tomoni Timur;

=
v

Kecamatan Towuti; dan
j- Kecamatan Wasuponda.

(4} Jaringan air baku sebagaimanaldimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat
di:

Kecamatan Angkona;

Kecamalan Burauw;

Kccamatan Kalacna;

Kecamatan Malili;

Kecamatan Mangkutana;

Kecamatan Nuha;

Kecamatan Toroni:

TR o RO g

Kecamatan Tormoni Timur;

(k1

Kecamatan Towuli; dan
j.  Kecamatan Wasuponda.

(3] Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, terdapat di:
a. Kecamatan Angkona;
b. Kecamatan Burau;
c. Kecamatan Malili:
d. Kecamatan Mangkutana; dan
¢, Kecamalan Wasuponda.

(6} Unit distribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf d, terdapat di
scmua Kecamatan.,

(7} Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sampai ayat [6) tercantum dalam Lampiran XV yvang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

(1} Sistem pengelolaan air hmbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) hurufl b, meliputi:

a, infrastrukiur sislem pengelolaan air limbah non domestik; dan
L. infrastrukiur sistem pengelelaan air limbah domestik.

(2} Infrastrukiur sislem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana
dimaksud pada aval (1) hurufl a, berupa IPAL Dlagq-crn dan IPAL Flagoon
terdapat di Kecamatan Nuha,

{3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah dumﬁstlk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} huruf b, berupa IPLT "'i'IEl]lll terdapat i
Kecamatan Malil. | A L
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(1)

12}

(3)

(4}

()

(1}

(<)

(3]

Sistem pengeclolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan scklor lerkait
vang membidangi pengelolaan air limbah.

Pasal 26
Sistemn Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf ¢, melipuli:
a. tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle
b, tempat pemrosesan akhir; dan
¢. lempat pengolahan sampah terpadu,

Tempal pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle sebagaimana

dimaksud pada ayal (1] huruf a, berupa:

a. empat pengelolaan sampsah reuse, reduce, recycle Malili di Kecamatan
Malili,

b. empat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle Morina di
Kecamatan Nuha;

c. empat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle Desa Baruga di
Kecamatan Towuti: dan

d. empat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle lainnya terdapat di
Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Tomoni
Timur.

Tempat pemrosesan akhir sampah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul b, berupa:

a. lempat pemrosesan akhir Ussu di Kecamalan Malili;

b. lempal pemrosesan akhir Sorowako di Kecamatan Nuha,

c. tempal pemrosesan akhir Asana di Kecamatan Tomoni; dan
d. tempat pemrosesan akhir Asuli di Kecamatan Towuati,

Tempat pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) huruf ¢, berupa tempat pengolahan sampah terpadu Enggano di
Kecamatan Towuti dan tempat pengolahan sampah lerpadu lainnya di
Kecamatan Wotu.

Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkail
yvang membidang persampahan.

Pasal 27

Sigtem jaringan evakuasi bencana schagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayal (1) huraf d, meliputi:
a. Jalur Evaluasi Bencana; dan

b. Tempat Evakuasi Bencana.

B i e

Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dmakaud}aﬁﬁ fa}ra.t [1']' hu.rm' H.,_

terdapat di seluruh Kecamatan; | T e
Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana d:lmal-;sud ‘p&da as-at [1] hurul'b

terdapat di seluruh Kecamatan. EYIETEN

e e e
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{(4) Jalur Ewvakuasi Bencana secbagaimana dimaksud pada ayal (2) dan
tempat Ewvakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
tercantum dalam Lampiran XV] vyang merupakan baglan tidak

" terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

(1) Sistemn drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) hurul e,
meliputi:

a.
b.

L

jaringan drainase primer;
jaringan drainase sekunder; dan
jaringan drainase lersier.

(2} Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
lerdapat di:

i

=0 T - -«

Kecamatan Angkona;
Kecamatan Burau;
Kecamatan Kalaena,
Kecamatan Malili;
Kecamatan Nuha;
Kecamatan Tomoni;

Kecamatan Towuti;

. Kecamatan Wasuponda; dan

Kecamalan Wor.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, berupa:

A
[+ 8

Salo - Malaulu di Kecamatan Malili; dan
Jaringan drainase sckunder lainnya terdapat di seluruh Kecamatan.

{4) Jaringan drainase tersier schagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢,
lerdapat di seluruh Kecamatan.

(5) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

(6} Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayal (1) perwujudannya
sesuai dengan kehbijakan dan ketentuan sektor yang membidangi
drainase.

BAB VWV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesalu

Umum

Pasal 29 et e o 0

B :
{1} Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten, meliputi rencana: il L 3
A. Kawasan Lindung; dan ' e e e = e e - _-.:.-J!I
b. Kawasan Budi Daya. g R O B L e
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Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang dengan timghat
ketelitian skala 1:50.000 [satu banding lima puluh ribu) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVI1I yang merupakan bagian tidak
lerpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Paragraf 1

Umum

Pasal 30
Kawasan Lindung schagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a,
terdiri atas:
a. Badan Air dengan kode BA;

b.

B - N ¢

T oW

Kawasan vang memberikan perlindungan terhadap Kawasan
bawahannya dengan kade PTB;

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
Kawasan Konservasi dengan kode KS;

Kawasan Hutan Adal dengan kode ADT;

Kawasan Lindung geologi dengan kode LGE;
Kawasan cagar budaya dengan kode CB; dan
Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kodoe EM.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 31

(1) Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf

(<)

a, seluas kurang lebih 3.460 (tiga ribu empat ratus enam puluh) hektare,
terdapat di:

Kecamatan Angkona;

Kecamatan Buraun;

B e

Kecamatan Manghkutana: e :
Kecamatan Nuhsa; ; iz

T L R R B

Eecamatan Tomoni;

Kecamatan Kalaena; (DINAS BROAR BRKDRPERAAL | Wil TANR
i 15 ¥ ' I T O B e | ' A g
Kecamatan Malili; _ k

Ka B ma-an 1o

Tmomean TP

. Kecamatan Tomorm Timur; |

: VoRARUIRAL EER S
Kecamatan Towuti: dan Sl Tk, Sl

1. Kecamatan Wotna.

Badan Air direncanakan sebagai peruntukan permukiman perkotaan
dengan kode BA/PK diusulkan perubahan peruntukannya, dan pada
saal proses penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW Daerah belum
digepakati, penggambaran i delam peta rencana Pola Ruoang
menggunakan ketentuan Holding Zone.
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(3] Holding Zone pada badan Air dengan kode BA/PK sebagaimana dimaksud

pada ayat {2) yang diusulkan menjadi Kawasan Permukiman perkolaan
seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektare berada di Kecamatan Malili.

Paragraf 3

Kawasan yvang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 32

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya
dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, berupa
Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL seluas kurang lebih 208.625 (dua
ratus delapan ribu enam ratus dua puluh lima) hektare, terdapat di:

=mMaeQn o

=k
1

Kecamatan Angkona;
Kecamatan Burau;
Kecamatan Malili;
Kecamatan Manglutana;
Kecamatan Nuha;
Kecamatan Tomoni;
Kecamatan Towuti;
Kecamatan Wasuponda; dan
Kecamatan Wotnu.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 33

Kawasan Perlindungan Sctempal dengan kode PS scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huraf c, seluas kurang lebih 2.874 (dua ribu delapan ratus
tujuh puluh empat] hektare terdapat di:

s o b
: -

Kecamatan Angkona;
Kecamatan Burau:
Kecamatan Kalasnha;
Kecamalan Malils;
Kecamatan Mangkutana;
Kecamatan Nuha;
Kecamatan Tomoni;
Kecamatan Tomoni Timur;
Kecamatan Towuti: dan

Kecamatan Wotna. [ '_ s e

FADIL BAGAN kANTTE

Paragraf 5 s : i
3 MBI KA &G T |
Kawasan Konservasi |- iy oy . .
i HASURAG ! KA SEKS) I
Pasal 34

(1) Kawasan HKonscrvasi dengan kode KBS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf d, meliputi:
a. Kawasan suaka alam dengan kode KSA;
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b. Kawasan pelestanan alam dengan kode KPA; dan
¢. Kawasan Konservasi di wilayvah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan
kode KWP.

{2) Kawasan suaka alam dengan kode K3A sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurul a, scluas kurang lebih 84.415 (delapan puluh empat ribu
empat ratus lima belas) hektare, berupa cagar alam dengan kode CA
terdiri atas:

a. cagar alam Faruhumpenai seluas kurang lebih 75.875 {tujuh puluh
lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima) hektare, terdapat di:
1. Kecamalan Angkona;

nop W b

. Kecamaltlan Kalaena;
Kecamatan Malili;
Kecamatan Mangkutana;
Kecamatan Nuha: dan

o

Kecamatan Wasuponda.

b. cagar alam Kalasna seluas kurang lebih 109 (seratus sembilan)
hektare, terdapat di Kecamatan Mangkutana;

c. cagar alam Pamona scluas 8.346 (delapan ribu tiga ratus empat
puluh enam) hektare, terdapat di Kecamatan Mangkutlana; dan

d. cagar alam Ponda-Ponda seluas B85 [delapan puluh lima) heklare,
terdapat di Kecamatan Mangkutana.

[3) Kawasan pelesiarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurul b, seluas kurang lebih 87.651 [delapan puluh tujuh
ribu cnam ratus lima puluh salu] hektare, berupa taman wisata alam
dengan kode TWA, terdin atas:

a. taman wisata alam danau Mahalona seluas kurang lebih 2.289 (dua
ribu dua ratus delapan puluh sembilan) hektare, terdapat di
Kecamatan Towuti;

b. ltaman wisata alam danau Matano seluas kurang lebih 23.241 (dua
puluh tiga ribu dua ratus empal puluh satu) heklare, terdapat di
Kecamatan Nuha dan Kecamatan Wasuponda; dan

c. taman wisata alam danau Towuti scluas kurang lebih 62,121 {enam
puluh dua ribu seratus dua puluh satu} hektare, terdapat di
Kecamatan Towuti.

(4} Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulan kecil dengan
kode KWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, berupa Kawasan
Konservasi pesisir dan pulau-pulau keeil dengan kode KP3E,

(3) Kawasan Konscervasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kode KP3K
scbagaimana dimaksud pada ayat (4}, berupa suaka pulau kecil dengan
kode SPK seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan} hektare, terdapat
di Kecamatan Angkona dan Kecamatan Malili.

Paragraf &6 o ——
Kawasan Hutan Adat  DIMAZ Zaliih i M
Pasal 35

Kawasan Hutan Adal dengan kode ADT sebagaimana dlmalcasud dalam- Pasal--

30 huruf e, seluas kurang lebih 271 (dua ratus I:u_quh puluh aatu). J:Lektarﬁ. .
terdapat di Kecamatan Malili. [ BALELS BaAlAs s
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Paragral ¥
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 36

(1} Kawasan Lindung geologi dengan kode LOE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf f, berupa Kawasan cagar alam geologi dengan kade
CAG.

(2) Kawasan cagar alam geologi dengan kode CAG sebagaimana dimaksud
aval (1] vailu Kawasan keunikan batuan dan [osil dengan kode LGE-1
scluas kurang lebih 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) hektare,
terdapat di Kecamatan Wasuponda.

Paragraf B
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 37

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 hurufl g,
herupa objek cagar budayva vaitu :
makam Makole Rahampu™u di Kecamatan Nuha;
goa Andomo Desa Lioka di Kecamatan Towuti;
bangkai kapal Jepang di Kecamatan Malili;
situs Pulau Empat di Kecamatan Nuha;
benteng Watu di Kecamatan Wotu;
kompleks Malkam Temmalipa di Kecamatan Malili;
makam Temmalipa di Kecamatan Malili;
kompleks makam Syekh Al Joefry di Kecamatan Wotu;
makam Syekh Al Joefry di Kecamatan Wotu
To'Liang Batu di Kecamatan Mangkutana;
peti kubur To'Liang Batu di Kecamatan Mangkutana;
sumur tua Benteng Wotu di Kecamatan Wotu;
. Pomtada di KEecamatan Nuha;
kapalk situs Pontada di Kecamatan Nuha;
periuk situs Suldyo di Kecamatan Nuha;
gilus bawah air Sukoivo di Kecamatan Nuha;
Ponai Situs Sukoiyo di Kecamatan Nuha; :
Pangkaburu Matano di Kecamatan Nuha; [ s _
Tuyere [Pipa Tungku) di Kecamatan Nuha; dan | SR L |
Pu'u Labu Danau Matano di Kecamatan Nuha s

BAMHE 3AMAN  enT in
Paragral @ R o T R P TN
: [ KA BID RAEAG Ty
Kawasan Ekosistern Mangrove —————=——

{ oS ARUAAT A ST R . ”I
Paaal 38 : = 'r I

Kawagsan Ekosistern Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf h, seluas kurang lebih 2.441 [dua ribu empat ratus
empat puluh satu) hektare, lerdapat di:

a. Kecamatan Angkona

TR R0 TR

[
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b.
[
d.

Kecamatan Burau;
Kecamatan Malili; dan
Kecamatan Wotu,

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Paragraf 1
Umum

Pasal 39

Kawasan Budi Dava sebagaimana dimaksud dalam 29 ayat (1) huraf b,
terdiri atas:

a.
bx.
C.

d.

¥

L=
'

(1)

Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHF;

Kawasan Perkebunan Rakyal dengan kode KR;
Kawasan Pertanian dengan kode P,

Kawasan Perikanan dengan kode TK;

Kawasan Pertambangan dan Encrgi dengan kode TE;
Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI
Kawasan Pariwisata dengan kode W;

Kawasan Permukiman dengan kode PM;

Kawasan Transporiasi dengan kode TR; dan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 40

Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:
a. Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP; dan

h. Kawasan Hutan Produksi vang dapat dikonversi dengan kode HPK.

{2} Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 132.776 (seratus tiga puluh
dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektare, terdapat di:

a. Kecamatan Angkona;

Kecamatan Burau;

Kecamatan Kalaena;

Kecamatan Malili;

Kecamatan Mangkutana; ST

Kecamatan Nuha; r "':'-'Lt-i;' ut

Kecamatan Tormoni;

= R T

Kecamatan Towulti;

e

K ag Ty

. Kecamatan Wasuponda; dan i e :
j. Kecamatan Wotu. i ——— . .-_£
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(3] Kawasan Hutan Produksi yvang dapat dikonversi dengan kode HPK
schagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b, seluas kurang lebih
11.609 (sebelas ribu cnam ratus sembilan) heklare, terdapat di:

H.

b.

| B

d.

Kecamatan Burau;
Kecamatan Mangkutana;
Kecamatan Tomoni; dan

Kecamatan Towuati.

Paragral 3
Kawasan Perkechunan Rakvyal

Pasal 41

Kawasan Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf b, seluas kurang lebih 1.178 [seribu seratus tujuh puluh
delapan) hektare, terdapat di:

Kecamatan Kalaena;

a.
b,

Mo A

Kecamatan Malili;

Kecamalan Mangkulansa;

. Kecamalan Nuha,

Kecamatan Towut; dan

Kecamatan Wasuponda.

Paragraf 4

Kawasan Pertanian

Pasal 42

(1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 huruf ¢, meliput:

a.
b.

G

Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
Kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
Kawasan perkebunan dengan kode P-3.

(2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf a, seluas kurang lebih 28900 (dua puluh delapan ribu
sembilan ratus) hektare terdapat di seluruh Kecamatan,

Kawasan hortikullura dengan kode P-2 scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufl b, seluas kurang lebih 5,103 {ima ribu seratus tiga} hektare
terdapat di;

{3)

. Kecamatan Towuti: S BADAN KAN-ID I

EKecamatan Angkona;
Kecamatlan Buraw;
Kecamatan Kalacna;

Kecamatan Malili; A TPy e

Kecamatan Mangkutana; oo e v L
Kecamatan Tomoni; s : _ %
Kecamatan Tomoni Timur;
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i. Kecamatan Wasuponda; dan
j- Kecamatan Wotu.
(4} Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢, seluas kurang lebih 59.536 (lima puluh sembilan ribu lima
ratus tiga puluh enam) hektare, terdapat di scluruh Kecamatan.

(5) Pada Kawasan tanaman pangan dengan kede P-1 scbagaimana dimaksud
pada ayat (2), terdapat KP2B Kabupaten seluas kurang lebih 21,991 (dua
puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) hektare yang
terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragrafl 5
Kawasan Perikanan

Pasal 43

Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf d, berupa Kawasan Perikanan budidaya dengan kode [K-2 seluas
kurang lebih 14 982 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua)
hektare, terdapal di:

a. Kecamatan Angkons;

b. Kecamatan Burau,;
Kecamatan Malili;
Kecamatan Mangkutana;
Kecamatan Wasuponda; dan
Kecamatan Wotu.

oo Ao

Paragraf 6

Kawasan Pertambangan dan Energl
Pasal 44
(1) Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, meliputi:
a. Kawasan pertambangan mineral dengan kode MN; dan
b. Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.

(2] Kawasan pertambangan mineral dengan kode MN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kawasan pertambangan mineral
logam dengan kode MLG,

[3) Kawasan pertambangan mineral logam dengan kode MLG sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), scluas kurang lebih 12.174 (dua belas ribu
seratus tujuh puluh empat) hektare, terdapat di:

a. Kecamatan Angkona;
b. Kecamatan Malili;
¢, Kecamatan Nuha;
d. Kecamatan Towuti; dan
e. Kecamatan Wasuponda.
(4) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kf:-:le: PTL sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, scluas kumﬂg 1E~h1h IEJ '['E'TIEl'ﬂl belas) —
hektare terdapat di: T i

A THD " MbE=AG T
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a. Kecamatan Malili: dan
b. EKecamalan Wola,

Paragral 7
Kawasan Peruntukan Industrd

Pasal 45

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPl sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf f, seluas kurang lebih 3.292 (tiga ribu dua ratus
sembilan pulub dua) heklare, terdapat di:

a. Kecamatan Angkona;
b, Kecamalan Malili; dan

¢, Kecamatan Tomoni.

Paragraf 8
Kawasan Pariwisata

Pasal 46

(1} Kawasat Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 hurufl g, seluas kurang lebih 326 (tiga ratus dua puluh enam) hektare,
meliputi;

bumi perkemahan Sawerigading di Kecamatan Nuha;

land mark Luwu Timur di Kecamatan Malili;

lapangan golf Sorowako di Kecamatan Nuha;

makam Pua Sandro di Kecamatan Wotua;

museum alat berat nursery di Kecamatan Nuha;

museum alat berat/nursery di Kecamatan Nuha;

nirwana Park Taman Tilung di Kecamatan Tomoni;

pantai Balo-Balo di Kecamatan Wotu;

pantal [de di Kecamatan Nuha;

pantal lmpian-Old Camp di Kecamatan Nuha;

pantai Kupu Kupu Taku Singkele di Kecamatan Nuha;

pantai Lemo dan Mabonta di Kecamatan Burau,

. pantai Molino Topundau di Kecamatan Nuha;

pantai Pomua Dohu Salonsa di Kecamatan Nuha;

pantal Sione di Kecamatan Towuli;

permandian alamiah di Kecamatan Towuti;

permandian Kapa di Kecamatan Tomomni;

telaga Silika di Kecamatan Towuti;

water park Semoga Lestari di Kecamatan Tomoni; dan

wisata sungai Malela di Kecamatan Mangkutana?"

g;r*m%.ﬂ?.ﬂ.ﬁa-*?r'-"-“'.:rﬂﬁﬁrﬂ pooogoE

(2] Kawasan Pariwisata vang berupa objek p&rlwibﬂ,l.i terdantum d.aild.m_ ]
Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak u:rpmahkan dari Peraturan .

Daerah ini. e
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(1)

(<)

3]

Paragral 9
Eawasan Permukiman

Pasal 47
Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 hurul h, meliputi:
a. Kawasan Permukiman perkolaan dengan kode PK; dan
b. Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD.

Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode PK scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 8.220 {delapan ribu
dua ratus dua puluh) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.

Kawasan Permukiman perdesaan  dengan kode PD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufl b, seluas karang lcbih 5.845 (lima ribu
delapan ratus empat puluh lima) hektare, terdapat di seluruh
Kecamatarn.

Paragraf 10
Kawasan Transportasi

Pasal 48

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal

349

huruf i, seluas kurang lebih 99 {scmbilan puluh sembilan) heklare,

terdapat di:

a.
b.

.

Kecamatan Malili;
Kecamatan Nuha;
Eecamatan Tomoni;

d. Kecamalan Towuti; dan

{1}

()

Kecamatan Wotw,

Paragraf 11

Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 49

Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana
dirmaksud dalam Pasal 32 hurufl j, seluas kurang lebih 13 (liga belas)
hektare, meliputi:

asel TNT di kecamatan Malili;

Hodim Luwu Timur di Kecamatan Malili;

Koramil 1403.16/Nuha di Kecamatan Wasuponda;
Koramil Angkona di Kecamatan Angkona; dan

pos Lantamal TNT AL Lampia di Kecamatan Malili.

o po oo

Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berupa objek pertphanan dan
keamanan, meliputi : DEMA Er
a. Koramil 1403. 13 /Wotu di Kecamatan Wotu;
b, Koramil 1403, 14 /Mangkutana di Kecamatan Mangkutana;
c. Koramil 1403. 15/Malili di Kecamatan Mahli;
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d.

e

persiapan Kantor Koramil Towuti di Kecamalan Towuli; dan
Perum Babinsa Sorowako di Kecamatan Nuha.

Bagian Keempat
Kawasgan Pertampalan
Pasal 50

(4} Pemanfaatan rencana Pola Ruang scbagaimana dimaksud dalam Pasal
29 agar memperhatikan Kawasan pertampalan, terdiri atas:

()

(6)

(7)

® P pap TP

KKOP:
KP28;

Kawasan rawan bencana,
Kawasan resapan air;
Kawasan sempadan;
Kawasan karst; dan

Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hural a, meliputi:

.

Wilayah daratan dan/fatau perairan dan ruang udara di sekitar
Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi
penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan,
Kawasan pertampalan KKOP sebagaimana dimaksud pada huruf a,
terdapat di Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan
Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan
Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan
Wasuponda, Kecamatan Wotu; dan

KKOP ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola
Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b, meliputi:

a.

Wilavah wvang memiliki hamparan Lahan  Perlanian  Pangan
Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan
berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk
mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan
nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Kawasan pertampalan KP2D sebagaimana dimaksud pada hurul a
lerdapal di semua Kecamatan; dan

KPZB ini digambarkan dalam pecta Ketentuan Ehusus rencana Pola

Ruang KP2B tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
meliputi:

A

rawan bencana gempa bumi tingkat tmgg;t ter;:lapnt ~di semua
Kecamatan; '

rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi, | terdapat di Keecatmatan

Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tewiti dan Kecamatan

Wasuponda;

o e i e
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rawan bencana banjir tingkat tinggi, terdapat di scmua kecamatan ;

rawan bencana banjir bandang lingkat tinggi terdapat di semua
Kecamatan;

rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, terdapat di Kecamalan
Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha, Kecamatan
Towuti dan Kecamatan Wasuponda; dan

rawan bencana rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi, terdapat di
Kecamatan Burau dan Kecamatan Wolu,

Kawasan rencana bencana ini digambarkan dalam peta Ketentuan
Khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum
dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisah dari
Peraturan Daerah ind.

(8) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hural d,
meliputi:

a. daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air

hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer] yang
berguna sebagai sumber air; dan

Kawasan pertampalan resapan air sebagaimana dimaksud pada huruf
a, terdapat di kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, kecamatan
Kalacna, Kecamatan Malili, Kecamalan Mangkutana, Kecamatan
Tomoeni, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Wotua; dan

Kawasan resapan air ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran
XXIT wvang merupakan bagian tidalk terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

(9) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl e,
meliputi;

H.

Kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/
embung/waduk, ketenagalistrikan, yang mempunyai manfaal penting
untuk mempertahankan kelestarian fungsi;

Kawasan sempadan pantai scbagaimana dimaksud pada hurul a,
terdapat i Kecamatan Burau, Kccamalan Malili dan Kecamatan
Wotw;

Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada huruf a,
terdapat di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan
Kalaena, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan
Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti, Kecamatan
Wasuponda, dan Kecamatan Wolty,

Kawasan sempadan  situ/danau/embung/waduk sebagaimana
dimaksud pada huruf a, terdapat di Kecamalan Nuha dan Kecamatan
Tomwali;

Kawasan sempadan ketenagalistrikan schbagaimana dimaksud pada
hurul a, terdapat di Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau,
Kecamalan Kalaena, Kecamatan Malili, Kccamatan Mangkutana,
Kecamatlan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Tmm"r:i,
Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Wotu; dan. 2
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£, Kawasan sempadan ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan scmpadan tercantum dalam Lampiran
XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(10} Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hurul [, meliputi:
a. bentang alam yang terbeniuk karena pelarutan air pada batuan
gamping dan/atan dolomit; dan

b. Kawasan pertampalan karst scbagaimana dimaksud pada huruf a,
terdapat di Kecamatan Manglkutana, Kecamalan Nuha, Kecamatan
Towuti, dan Kecamatan Wasuponda; dan

c. Kawasan karst ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXV
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

(11) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) huruf g, meliputi:

a. Kawasan yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batubara,
dapat berupa izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan dan
wilayah usaha pertambangan sesuail dengan ketentuan peraturan
perundang undangan di bidang pertambangan; dan

b. Kawasan pertampalan pertambangan sebagaimana dimaksud pada
hurul a, terdapat di semua Kecamatan; dan

c. Kawasan perlambangan mineral dan batubara ini digambarkan dalam
peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan perltambangan
mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXVI yang
merupakan bagian lidak lerpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

BAB VI
KEBLIAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 51

(1) Kawasan Stralegis scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f]
merupakan bagian wilayah Daerah yang Penataan Ruangnya
diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam
lingkup Daerah di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;

(2} Kawasan strategis di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. Kawasan siralegis nasional;
b. Kawasan stralegis Provinsi; dan
e. KSK,

(3) Kawasan Stralegis sebagaimana dimaksud pada avat (1) digambarkan
dalam pcta penelapan Kawasan strategis dengan tingkat ketehilian skala
1:50.000 [satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXVl vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari - *
Peraturan Daerah ini. S t
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Pasgal 32

kRawasan slralegis nasional scbagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2]
hurul a, dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan
teknologi tinggi yaitu Kawasan Soroako dan sekitarnya.

(1)

(2]

(3)

(1)

(2]

(3)

Pasal 53

Kawasan strategis Provinsi yang ada di Daerah schagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 aval (2] huruf b, Lerdin atas:;

a. Kawasan sitralegis Provinsi dengan sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi; dan

b, Kawasan stralegis Provinsi dengan sudut kepentingan fungsi dan
tlaya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis Provinsi dengan sudut kepentingan perfumbiuhan
ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayal [1) hural a, merupakan
bagian dari Kawasan ekonomi terpadu Luwu Raya di Kecamatan
Angkona, Kecamalan Burau, Kecamatan Kalacna, Kecamatan Malili,
Kecamalan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur,
Kecamalan Wasuponda dan Kecamatan Wotua,

Kawasan strategis Provinsi dengan sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada avatl (1) hurual b,
yaitu Kawasan Danau Matano - Towuti dan sekilarmya, terdapat di
Kecamatan Nuha, dan Kecamatan Towuli

Paszal 54
KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayal {2) hurul ¢, terdird atas:

a. Kawasan strategis dari sudul kepentingan periumbuhan ckonomi;
dan
b. Kawasan stralegis dan sudul kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup.

KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan  ekonomi
dimaksud pada ayat (1} haraf a, yaitu:

sebagaimana
a. Kawasan minapolitan Pesisir Selatan Luwu Timur, ditctapkan di

kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Malili, dan
Kecamatan Wolu, dan

Kawasan Agroindusiri Tomoni dan  sekitarnya, ditetapkan di
‘Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena,
Kecamatan Malili, Kecamalan Mangkutana, Kecamatan Tomond,

Kecamatan Tomoni Timur, dan Kecamatan Wotu,

KSK dari sudul kepentingan lungsi dan daya dukung lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:

Kawasan Hulan Adat Cerckang di Kecamatan Malili; dan

b. Kawasan Geopark Matano dan sistem danau, Mﬁ]-i]i' di Kecamatan
Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan H‘a“ltziem:r, Kecamatan Malili,
Kecamalan Mangkutana, Kecamatan Nuha,- ~“Kecarmatan
Kecamatan Towuti, dan Kecamatan Wa:’-.-up{::um;]a, LT

a.
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{4) Tujuan pengembangan Kawasan minapolilan scbagaimana dimaksud
pada aval (2) huruf a, untuk meningkatkan nilai produktivitas scktor
perikanan dan pendapatan Masvarakat, dengan arahan pengembangan,
meliputi:

a. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sektor
perikanan;

b. mengembangkan dan mendorong pertumbuhan indusin perikanan
melalai pola kemitraan dan kerjasama,

2

mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Masyarakat pada

scktor perikanan melalui pola bina usaha, dan fasilitasi sumber

sumber permodalan yang ringan; dan
d. mengendalikan perubahan fungsi ruang pada Kawasan Perikanan, dan
menjaga konsistensi berkelanjutan.

(3) Tujuan pengembangan Kawasan agroindustri sebagaimana dimaksud
pacda aval [2) huruaf b, untuk meningkatkan nilai produktivitas sektor
pertanian dan menjamin pemenuhan pangan daerah, regional dan
nasional, dengan arahan pengembangan, meliputi:

a. meningkatkan produksi sckior pertanian melalui usaha intensifikasi
dan ckstensifikasi lahan pertanian;

b. meningkatkan dan meonpembangkan sarana  dan prasarana
pendukung kegiatan pertanian;

c. memfasilitasi dan mendorong pertumbuhan industri pengolahan hasil
pertanian, guna meningkatkan perekonomian Masyarakat;

d. meningkatkan kerjasama usaha indusiri pertanian melalui pola bina
usaha dan kemitraan antar usaha; dan

e, mengendalikan perubahan Pemanfaalan Ruang pada Kawasan

Pertanian, terutama pada tanaman pangan.

(6} Tujuan pengembangan Kawasan Hutan Adat Cerekang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] huruf a, untuk menjaga kelestarian ekosistem
dan kearifan lokal sebagai salah satu warisan budaya Masyarakat adat,
arahan pengembangan melipuli:

a. mengendalikan dan membatasi kegiatan budidaya yang berpotensi
mengubah fungsi ruang dan kegiatan yang dapat merusak kelestarian
lingkungan;

b. mengembangkan kegiatan adat vyang bersifat konservatif dan
rehabilitasi lingkungan hutan adat; dan

c. mengembangkan kegiatan sosial ekonomi dan budaya yvang tidak
merusak lingkungan Kawasan Hutan Adat.

(7] Tyuan pengembangan Kawasan Geopark Matlane dan sislermn Danau
Malili sebagaimana dimaksud pada aval (3] hurul b, untuk perlindungan,
pelestarian, dan pengelolaan ekosistem dan keanekaragaman havati,
dengan arahan pengembangan meliputi:

a. mengendalikan dan membatasl Kegiatan budidaya socara masif,
termasuk veang berpotensi mengalami pt:rubahm’f fungm ruang dan
degradasi lingkungan; o SR T

b, perlindungan dan pelestanan terhadap Warisan Gec:rl-ng[ Egec:heﬁmge},
Keragaman — Geologi  (geodiversity), Keanekaragaman — Hayati
(Biodiversily), dan Keragaman Budaya (cultural diuyr,sﬂﬂ" SR

o PR )
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¢, penataan, pemehharaan pemanfaatan Situs Geologl (geosite), Warisan
Geologi fgecheriiage), © Keragaman Geologi {geodiversily),
Keanekaragaman Hayati (biodiversify), dan Keragaman, guna
pengelolaan geologi, biologi, lingkungan hidup, sosial budaya dan
pariwisata;

d. pembangunan sistem pengawasan dan pengamanan Situs Geologi
{Geostle), Warisan Geologi (Geohernioge)l, Keragaman Geologi
{Geodiversity)l, Keanekaragaman Hayati (Biodiversily), dan Keragaman
Budaya (Cultural Diversity),

e. konservasi Warisan Geologi (geoheritage), Keragaman Geologi
fgeadiversity), Keanekaragaman Havali (modiversity), dan Keragaman
Budaya fcultural diversity};

f. pengembangan pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu
pengetahuan;

g. pembangunan perekonomian Masyarakat berbasis ekonomi kreatif dan
pelestarian sosial budaya Masyvarakat lokal; dan

h. pengembangan parwisata dan pembangunan kebutuhan amenitas
dan imfrastrulktur pendukung pariwisata.

Pasual 55

(1) Operasionalisasi rencana KSK dapat dijabarkan lebih lanjut dalam RDTR.

(2) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

BAR VIT
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum
Pas=al 56

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan
pembangunan  danfatau  pengembangan Wilayah untuk mewujudkan
Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sesual dengan RTRW
Kabupaten, molalui:

a. ketentuan KKFPR;

b. penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima)
Tahunan; dan

c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua
Ketentuan KKRP

Pasal 57

(1) Ketentuan KKPR di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf
a, dilaksanakan sesuai dengan Lketentuan "peraturan  perundang-
P NS Sl

(2) Penilaian pelaksanaan KKPR menjadi pﬁrtimbangan {:iﬂlm-n p-:_,]ﬂ]-;bz-lnﬂan

peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW, . SAfAN Far
LHs Bl | TR
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Bagian Ketiga
Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 58

{1} Penyusunan I[ndikasi Program Ulama Jangka Menengah 5 (lima)
Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 hurul b, menjelaskan
program utama perwujudan pada rencana Struktur Ruang, rencana Pola
Ruang dan Kawasan Strategis dalam Wilayah Kabupaten,

{2) Program utama perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola
Ruang scbagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
i. Pprogram utama;

lokasi;

sumber pendanaan;

instansi pelaksana; dan

L -

wakitu pelaksanaan,

(3 F'rugram utama sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a, meliputi:
a. perwujudan Strukiur Ruang;
b, pervujudan Pola Euang; dan
¢, perwujudan Kawasan siralegis,

(4} Lokasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di
Kabupaten.

{5} Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf c,
berasal dari:
a, anggaran pendapatan belanja negara;

anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi;

anggaran pendapatan belanja Kabupaten;

Masyarakat; dan/atau

L= -

sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri
alas.

a. Peomerintah;
b. swasta; dan/fatau
c. Masyarakat.

(7} Program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, disesuaikan dengan
kewenangan masing-masing pemerintahan berdasarkan kelentuan
peraluran perundang-undangan,

(8) Wakitu pclaksanaan program Pomanfaatan Ruang schagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurufl e, terdiri atas 4 [empal) tahapan sebagai
dasar bagi inslans pelaksana dalam menetlapkan pﬁﬂnlaﬂ- pembangunan
pada Wilavah Kabupaten yang meliputi: 5
a. tahap I (2025 - 2029);

h. tahap II (2020 - 2034); _
¢. tahap IIT {2035 - 20329); dan i
d. tahap IV (2040 - 2044). o
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(9) Rincian indikasi program utama Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIIT yang
merupakan bagian lidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

(1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c,
dilaksanakan berdasarkan indikasi program vang termuat dalam RTREW
Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program
sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara
terpadu.

(2] Dokumen SPPR akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana
pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi
RTRW Kabupaten.

{3} SPPR menghasilkan dokumen:
4. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.

(4) Pelaksanaan SPPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umnm
Pasgal 60

{1} Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayvah Kabupaten
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang wilayah Kabupaten.

(2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melipufa:
a. Ketentuan Umum Zonasi;
b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Bagian Kedua .
Ketentuan Umum Zonasi~— =~~~

| L S LA e -
Paragraf 1 | an wisa i
Umum :
Pasal 61 e

{1} Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2)
huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan
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(2)

(3)

(4

()

11}

(2)

Ruang dan ketenfuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yvang disusun
untuk seltiap klasifikasi peruniukan atau fungsi ruang dan Kawasan
sckitar jaringan prasarana sesuail dengan RTRW Kabupaten.

Ketentuan Umum Zonasi scbagaimana dimaksud pada avat (1) berfungsi:
a. scbagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;

b. menyeragamkan Ketentuan Umum Zonasi di scluaruh wilayah
Kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;,

. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan
operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan atau
#zona Kabupaten; dan

d. scbagai dasar pembernan KEKPE.

Evtentuan Umum Zonasi Kabupaten terdin atas:
a. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang.

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Buang scbhagaimana dimaksud pada
ayat {3} huruf a, memuat ketentuan mengenai:

a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Sistem Pusat Permukiman: dan
b. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayvah,

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayal
(3) hurul b, terdiri alas:

a. Kelentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
b. Ectentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Budi Daya.

Ketentuan Umum Zonasi Pola Buang sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b, memuat ketentuan mengenai:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan
dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang;

¢. #sarana dan prasarana minimal;

d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan

¢, Ketentuan  Khusus  yvang  discsuaikan  dengan  kebutuhan

pembangunan Kabupaten untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Xonasi Sistemn Pusat Permukiman
Pasal 62

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat {4} hurufl a, terdiri atas;

. standar pelayanan minimal untuk PKL;
b. standar pelayanan minimal untuk PPK;
c. standar pelayanan minimal untuk PPL.

ketentuan Umum Zonasi untuk Sistem Pusat Permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenaj standar pclﬁﬂranan
minimal Sistermn Pusat Permukiman. e
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(3) Standar pelavanan minimal Sistem Pusat Permukiman schagai PKL
sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul a, berupa sarana dan
prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala Kabupaten atau
beberapa Kecamatan terdin atas:

=

@ oMo oap g
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sarana pelayanan umum skala Daerah;

terminal penumpang tipe B;

perdagangan dan jasa skala Daerah;

fasilitas perkantoran skala pelayanan Daecrah;
fasilitas jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
fasilitas sistem penyediaan air minum;

fasilitas sistem pengolahan air limbah;

fasilitas Sistem Jaringan Persampahan;

fasilitas sistem jaringan telekomunikasi;

sistem jaringan drainasc;

. sistem jaringan evakuasi bencana; dan

penvediaan RTH perkotaan minimal 30% (liga puluh persen)], berupa
RTH Publik minimal 20% (dua puluh persen} dan RTH privat minimal
L0% (sepuluh persen).

{4} Standar pelayanan minimal Sistem Pusat Permukiman scbagai PPK
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b, berupa sarana dan
prasarana untuk melayani kegiatan skala Kecamatan terdiri atas:

Fay
3

—_
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sarana pelayanan umum skala Kecamalan,
perdagangan dan jasa skala Kecamatan;
lerminal penumpang tipe C;

jaringan jalan dan jembatan;

jaringan kectenagalistrikan;

jaringan telekomunikasi;

jaringan drainasc,

sistem penyediaan air minum,;

gistem pengolahan air limbah;

jaringan persampahan;

jaringan evakuasi bencana; dan

penyediaan RTH perkotaan minimal 30% (tiga puluh persen), berupa
RTH Publik minimal 20% (dua puluh persen) dan RTH privat minimal
10¥%0 (sepuluh perscen).

{5} Standar peclayanan minimal Sistem Pusat Permukiman schagai PPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, berupa sarana dan
prasarana untuk melayani kegiatan antar desa terdiri atas:

. jaringan telckomumnikasi;

sarana pelayanan umum skala kelurahan atau desa,

a
b. perdagangan dan jasa skala kelurahan atau desa;
c. jaringan jalan dan jembatan; b5

d.
e
f.

jaringan ketenagalistrikan;

jaringan drainase;
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sistern penyediaan air minum;

o

h. sisterm pengolahan air limbah;
1. jaringan persampahan;
j. jaringan evakuasi bencana; dan

k. penyediaan RTH perkotaan minimal 30% (tiga puluh persen), berupa
RTH Publik minimal 20% (dua puluh persen) dan RTH prival minimal
10% (sepuluh perseni.

Paragraf 3
Kelentuan Umum Zonasi Jaringan Prasarana Wilayah
Pasal 63
Ectentuan Umum Zonasi sistom jaringan prasarana wilayah schagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4] huraf b, terdin atas:
a. standar teknis Sistem Jaringan Transportasi;
standar teknis sistem jaringan energi;
standar teknis sistem jaringan telekomunikasi;
standar teknis sistem Jaringan Sumber Dayva Air; dan

-

standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 64
Standar teknis Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 huruf a, meliputi:
a. standar teknis sistem jaringan jalan;
slandar teknis sistem jaringan kereta api;
standar tcknis sistem jarnngan sungai, danau, dan penyeberangan;
standar teknis Sistem Jaringan Transportasi laut; dan
standar teknis Bandar Udara umum dan Bandar Udara khusus.

TR 2

Pasal 65

(1) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
64 hurul a, meliputi:
a. standar teknis jalan umum;
b. standar teknis jalan khusus;
c. standar teknis jalan tol; dan
d. standar teknis terminal penumpang.

(2] Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.

(3] Standar teknis sistem jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, meliputi: he:

a. standar teknis jalan arteri primer; .

b. standar teknis jalan kolektor primer; : -L .

c. standar teknis jalan kolektor sekunder; _ % [

d. standar telnis jalan lokal primer; P s ?“

e. standar teknis jalan lokal sekunder; ST T = .'J'.F_
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standar teknis jalan lingkungan primer; dan
standar teknis jalan lingkungan sekunder,

(4] Standar teknis jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat ketentuan mengenai standar teknis percncanaan.

(5} Standar teknis jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, terdiri atas:

i.

b.

didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

mempunyai kapasitas yang lebih besar dani volume lalu lintas rata-
rata;

E

lala lintas jarak jauh tidak boleh tergangga oleh lalu lintas ulang alik,
lala lintas lokal, dan kegiatan lokal;

. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan

teknis terkail kecepatan dan kapasitas masih telap terpenuhi;
persimpangan sebidang dengan pengaluran terleniu haras  tetap
memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah
jalan masuk,

menghubungkan anlar pusat kegiatan nasional atau antar pusat
kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah;

memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan,
raang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;

tidak boleh terputus di Kawasan perkotaan; dan

slandar teknis jalan arteri primer lainnyva mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Standar teknis jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) hurut b, terdiri atas:

A

E.

menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional
dengan pusat kegiatan lokal, anlar pusal kegiatan wilayah, atau
anlara pusat kegiatan wilayah dengan pusal kegiatan lokal,

didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan
jalan terteniu  sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan;

mempunyai kapasitas lebih besar dari volume lala lintas rata-rata;

. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan
pengaturan tertentu sesuai dengan kelenluan peraturan perundang-
undangan;

jalan koleklor primer vang memasuki Kawasan perkolaan danfataun
Kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan

standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{7} Standar teknis jalan kolektor sekunder sebagajmjﬁé dimaksud pada avat

(3} huruf ¢, terdin atas:

H.

didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jal&u______f_____i
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; E% |
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(5)

(<)

(10]

(1)

b. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan,
ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;

c. mempunyai kapasilas lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;

d. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persvaralan
teknis terkait kecepatan dan kapasilas maaih tetap terpenuhi;

e, persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap
memenuhi persyaratan teknis pada kccepalan, kapasitas, dan jumlah
jalan masuk;

f. jalan kolcktor primer yang berada di Kawasan perkotaan dan/atau
pengebangan perkotaan tidak boleh terputus; dan

g. standar teknis jalan kolektor sekunder lainnya mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar teknis jalan lokal primer scbagaimana dimaksud pada ayat (3]

hural d, terdiri atas:

a. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan
jalan tertentu sesuai dengan  ketentuan peraturan peruandang-
undangan,

b. jalan lokal primer yang memasuki Kawasan perdesaan tidak boleh
terputus; dan

. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Standar (eknis jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayal [3)

hurul e, Lerdin atas:

a. didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan
jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. jalan lokal sckunder yang memasuki Kawasan perdesaan tidak boleh
terputus;

c. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan,
ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. standar teknis jalan lokal sekunder lainnya mengacu pada ketentuan
peraluran perundang-undangan.

Standar tcknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada

ayat (3] huraf f, terdin atas:

a. didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan
jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan;

b, tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih
harus mempunyai lebar badan jalan =esuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar teknis jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada
avat (3) huruf g, terdiri atas: | !

a. didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan
jalan sesuai dengan ketentuan peraturan p-emn_q_i_s_m_g_—_qzﬂ:t_z__mgan;

b. diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda & (tigap ataw lehih; T
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jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan
beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lcbar badan jalan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

hanya memiliki bagian jalan berupa ruang milik jalan; dan

standar teknis jalan lingkungan sekunder lainnya mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(12) Standar tcknis jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, terdiri atas:

{13

(14)

fa.

by,

didesain berdasarkan acuan teknis yang sesuai  dengan
keperluannya,

akses dari jalan khusus ke jalan umum harus sesuai dengan
persyaratan teknis jalan;

persilangan jalan khusus dengan jalan umum harus dilalukan
dengan persilangan tidak sebidang, kecuali jika jalan khusus yang
bersilangan tersebut digpunakan oleh kendaraan yang memenuhi
ketentuan  kelas penggunaan  jalan sesual dengan  ketentuan
pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan; dan

. penyelenggaraan jalan khusus mengacu kepada persyaratan tcknis

jalan serta pedoman tekmnis jalan umum.

Standar teknis jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf c,
terdiri atas:

.

b.

L]

E.

didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan
sesual dengan kelentuan peraturan perundang-undangan,

kecepatan tempuh rata-rata =8 kecepatan tempuh rata-rata jalan non
tol;

T

. kecepatan transaksi rata-rata <8 detik setiap kendaraan;

kecepatan  penanganan hambatan lalu  lintas melalui  patroli
kendaraan derek 30 (tiga puluh) menit per siklus pengamaltan,

kesclamatan sarana pengaturan lalu lintas berupa perambuan,
marka jalan, guide post/reflektor, patok kilometer setiap 1 (satu)
kilometer, penerangan jalan wmum, pagar rumija, penanganan
kecelakaan serta pengamanan dan penegakan hukum;

unit pertolongan,/penvelamatan dan bantuan pelayanan berupa

ambulans, kendaraan derck, polisi patroli jalan raya, patroli jalan tol,
kendaraan rescue dan sistem informasi; dan

standar teknis jalan tol lainnya mengacu pada ketenluan peraturan
perundang-undangan.

Standar teknis terminal penumpang dimaksud ayat (1) huraf {, terdiri
atas:

a.

terminal penumpang lipe B dengan standar teknis:

1. melavani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam
Provinsi yang dipadukan dengan pelaj,fﬂnan angh:uta.u perkotaan
dan/atau angkutan perdesaan;

2. lokasi terminal harus terletak pada mmpul _]Hntlga.n lalu lintas dan

angkutan jalan;
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3. penyelenggaraan terminal wajib menyediakan fasilitas terminal
penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pelayanan keselamatan, keamanan, kchandalan/keteraturan,
kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan di
terminal sesual dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

5, fasilitas dan standar pclayanan terminal penumpang angkutan
jalan tipe B lainnya scsual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. terminal penumpang tipe C:

1. melayani kendarman umum untuk angkultan perkotaan dan
angkutan perdesaan,

2. lokasi terminal harus lerletak pada simpul jaringan lalu lintas dan
angkutan jalan;

3. penvelenggaraan terminal wajib menyediakan fasilitas terminal
penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4, pelayanan  keselamatan, keamanan, kehandalan/keleraturan,
kenyamanan, kemudahan/keterjangkavan dan kesctaraan di
terminal sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan; dan

]

fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang anglkutan
jalan tipe C lainnya sesual dengan  Kelentuan perataran
perundang-undangan.

Pasal &6

{1) Standar tcknis sislem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 huraf b, meliputi:

g. standar tcknis jaringan jalur kereta api; dan
b. standar teknis stasiun kercta ap.

(2) Standar teknis jaringan kercta api scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat ketentuan mengenai standar leknis perencanaan,

(3] Standar teknis jaringan jalur kereta api scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurul a, terdiri atas:

a. menctapkan garis sempadan bangunan di sisi jalur kereta api yang
memenuhi kelenluan ruang pengawasan jalur kereta api;

b. menctapkan =zonma raang manfaat jalan rel beserta ruang di kin,
kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel
dan pencmpatan lasililas operasi kereta api serta bangunan pelengkap
lainnva;

c. penetapan zona ruang milik jalur kereta api meliputi bidang tanah di
kiri dan kansn ruang manfzat jalur kereta api yang dipunakan untuk
pengamanan konstrules: jalan rel yang terletak pada permukaan tanah
diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jahar
kereta api, vang lebarmya paling sedikil 6 (enam]) fieter;
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d. penetapan zona ruang pengawasan jahar kereta api meliputi bidang
tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta
api digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api
vang terletak pada permukaan tanah diukur dari balas paling luar sisi
kiri dan sisi kanan ruang milik jalur kercta api, masing-masing sclebar
9 [sembilan) meter;

e, penyediaan RTH pada zona ruang milik jalur kereta api; dan

. pelarangan pendirian bangunan pada sempadan jalur kereta api.

(4] Standar teknis stasiun kerela api scbagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b, terdiri atas:

a. stasiun kereta api berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat atau
berhenti untuk melayani naik dan turun penumpang, bongkar muat
barang, dan/atau keperluan operasi kereta api;

b, stasiun penumpang  paling  sedikit  dilengkapi  dengan  [asililas
kesclamatan, hkeamanan, kenyamanan, naik furun penumpang,
penyandang cacat, keschatan, fasilitas umum, fasilitas pembuangan
sampah, dan fasilitas informasi;

c. kegiatan di stasiun kereta api meliputi kegiatan pokok, kegiatan
usaha penunjang, dan kegiatan jasa pelayanan khusus;

d. kegiatan pokok di stasiun meliputi pengaturan perjalanan kerela api,
pelavanan kepada pengguna jasa kercta api, pelayvanan keamanan
dan ketertiban, dan pelayanan kebersihan lingkungan;

e. kegiatan wusaha penunjang di stasiun dapat dilakukan oleh
penyvelenggara prasarana  perkeretaapian, tidak mengganggna
pergerakan penumpang dan/atau barang, menjaga ketertiban dan
keamanan, dan menjaga kebersihan lingkungan;

f. kegatan jasa pelavanan khusus di stasiun dapat dilakukan olch
pihak lain dengan  persctujuan penyvelenggara  prasarana
perkerctaapian  yang berupa  jasa pelayanan rmuang  tunggu
penumpang, bongkar muat barang, pergudangan, parkir kendaraan,
dan/atau penitipan barang;

g. pengembangan fasilitas stasiun penumpang harus dilengkapi dengan
[asilitas bag penumpang penyandang cacal; dan

h. penyediaan fasilitas penghubung yang aman dan mudah ke dan dari
muoda lainnya.

Pasal 67

(1} Standar tekmis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf ¢, meliputi:

a. standar teknis pelabuhan sungai dan danau; dan
b. slandar teknis pelabuhan penyeberangan.

(2} Slandar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) mn:muat_ }re’lhntuaﬂ mengenai
standar tcknis perencanaan. -

(3} Standar teknis pelabuhan sungai dan danau sebﬂga:maﬂa dimalksud L
pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: =iia —— %

4. mempunyai calkupan pelayanan dan mf'mpfﬁg&ruhl pﬂrk.:mbﬂngan
ckonomi relatif terbatas: Lh

—_—
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b. berperan dalam transportasi antar Kabupaten dalam Provinsi atau
dalam Kabupaten; dan

c. fasilitas dan standar teknis pelabuhan sungai dan danau lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4) Standar teknis pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf b, terdiri atas:

a. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan
kondisi geografis meliputi:

1. kondisi lahan peruntukan sebagai pelabuhan; dan
2. arah serta kecepatan angin.

b. kelavakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan
kondisi hidrooceanografi meliputi:

luas dan kedalaman perairan;
karakteristik pasang surut;
karakteristik gelombang;

arah dan kecepatan aras; dan

il ol i e

erosi dan pengendapan.

53 kf:layal-;.an teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan
kondisi Lopograll mengenai tinggl rendah permukaan tanah; dan

d. fasilitas dan standar Leknis pelabuhan penyeberangan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{5} Pemanfaatan Ruang di dalam dacrah lingkungan kerja pelabuhan dan
daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yvang berlaku,

Pasal 68
(1) Standar teknis Sistem Jaringan Transportasi laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 hurul d, meliputi:
a. standar tcknis Pelabuhan Penpumpul;
b. standar teknis Pelabuhan Penpumpan regional; dan
c. standar teknis Terminal Khusus.

{2} Standar teknis Sistem Jaringan Transportasi laut sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1) memuart ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
(3} Standar teknis Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, terdin atas;
a. memiliki jarak dengan Pelabuhan Penpumpul lainnya setidaknya 50
(lima puluh) mil;
b. berada dekal dengan jalur pelayaran nasional kurang lebih 50 (lima
puluh) mil;
¢. memiliki Tuas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari
gelombang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-utidangan;
d. memiliki dermags mullipurpose minimal 1 (satu] tambatan dan
peralatan bonpgkar musat; \\ :

&, herperan sebhagal pengumpul anghkutan pt:uk::mwi,r't.unm,nfgrntral
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berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang umum
nasional: dan

standar teknis Pelabuhan Pengumpul lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4} Standar teknis Pelabuhan Penpumpan regional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

dl.

b

E-

.

memiliki luas daratan dan perairan lertentu dan terlindung dari
gelombang;

melayani penumpang dan barang antar Kabupaten atau kota
dan/atau antar Kecamatan dalam wilayvah Provinsi;

berperan melayani angkutan laut antar Kabupaten/kota dalam
Prowvirisi;

berperan scbagal tempat pelayanan penumpang di dacrah terpencil,
lerisolasi, perbatasan, daerah terbatas yang hanya didukung oleh
moda transportasi laut;

berada dekat dengan jalur pelayaran antar pulan kurang lebih 25
(dua puluh lima) mil;

memiliki dermaga dengan panjang maksimal 120 {seratus dua puluh)
meter;

memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpan regional lainnya 20
(dua puluh) sampai 50 (lima puluh) mil; dan

standar teknis Pelabuhan Pengumpan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5} Standar teknis Terminal Khusus scbagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf ¢, terdiri atas:

H,

terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan
kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan
lerdekat untuk melayani kepentingan scndiri sesuai dengan usaha
pokoknya;

lokasi pelabuhan Terminal Khusus dilaksanakan berdasarkan hasil
kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
standar teknis Terminal Khusus lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1} Standar tcknis Bandar Udara umum dan Bandar Udara khusus

schagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, berupa standar tcknis
Bandar Udara pengumpan,

(2] Standar teknis Bandar Udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.

(3] Standar teknis Bandar Udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1), terdin atas:

.

kegiatan penunjang operasional Bandar U&a_rﬂ berupa fasilitas
perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergu:‘]:mgan penginapan,

toko, restoran, lapangan, RTH, perparkiran, :I“t:l".Tt!dB—l, perl-:mtnran
dan fasilitas olah raga;

__l_

-
W

| wa BIDK&BAG TU
55 iy

LELIRAD  RAL SEHE

s




(1)

(2}

()

(4]

b. Pemanfaatan Ruang di sekitar Bandar Udara harus mengikuti KKOP
danfatau mengacu kepada ketentuan perundang-undangan sekior
lerkait;

c. Bandar Udara harus memilki Sistem Jaringan Transportasi
antarmoda;

d. kegiatan vang dilarang terdiri atas kegiatan yvang dapat mengganggu
aktivitas penerbangan;

o, kegiatan yvang dilarang terdiri atas kegiatan yvang dapal mengganggu
aktivitas penerbangan;

[. pengembangan Bandar Udara mengacu pada studi kelayvakan dan
studi pendukung lainnya sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g. Pemanfaatan Ruang di sekitar Bandar Udara sesuai dengan
kebutuhan pengembangan Bandar Udara berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

h. standar teknis Bandar Udara pengumpan lainnya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Standar teknis untuk sisltemn jaringan energi sebagaimana dimaksud
dalam Fasal 63 huruf b, melipulti;

a. standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b, standar teknis jaringan infrastruktur ketenagahstrikan.,

Standar teknis jaringan infrastrukiur minyak dan gas bumi schagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. standar teknis infrastruktur minyvak dan gas bumi; dan

b. standar teknis jaringan minyak dan gas bumi.

Standar teknis infrastruktur minvak dan gas bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, sesuai dengan kectentuan peraluran
porundang-undangan.

Standar tcknis jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] huruf b, scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,.

{5} Standar teknis jaringan infrastrukiur ketenagalistrikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana
pendukung; dan
b. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan

sarana pendukung,

(6) Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana

pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:

a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan
ketersediaan sumber daya energi primer setempat atau kemudahan

pasckan energi primer, kedekatan dengan pusat heban, topologi

jaringan transmisi, dan kendala-kendala tﬂtmﬂ,'_ lingkungan dan |

sos1al;
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(1)

(2)

b, lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan
proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem;

c. Kawasan pembangkit tenaga listrik terdiri atas Kawasan manfaat
pembangkitan listrik dan Kawasan penyangga;

d. Kawasan manfaat pembangkit listrik adalah untuk bangunan dan
peralatan pembangkit listrik;

e. Kawasan penyangga dilarang untuk kegialan yang mengganggu
kesclamatan opcrasional pcmbangldt listrik;

f. KDB dan KLB ditetapkan dalam rencana rinci Tata Ruang dengan

memperhatikan aspek keamanan, kenvamanan, tata bangunan dan

lingkungan;

KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan

=

pada setiap lokasi instalasi konsumen tegangan lUngg dan menengah

vang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi

tanda peringatan yang jelas.

Standar tcknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan

sarana pendukung scbagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri

alas:

a. memiliki ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor,
dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan, operasi,
dan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

b. zona jaringan transmisi lerdiri atas ruang bebas dan ruang aman;

c. sona ruang bebas harus dibebaskan baik dari Orang, maupun benda
apapun demi keselamatan Orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;

d. zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan yang tidak mengganggu
fungsi saluran udara tegangan tinggi maupun saluran udara
tegangan ckstra tinggi dengan syarat mengikuti ketentuan jarak
bebas minimum vertikal dan horizontal;

e, pelarangan pendirian bangunan dan kegiatan yang mengganggu
operasional jaringan infrastrukiur penyaluran tenaga listrik dan
sarana pendukung; dan

f. standar teknis sistem infrastruktur cnergi lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 71
Standar teknis sistemn jaringan lelekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 huruf ¢, meliputi:
a, slandar teknis.Jaringan Tetap; dan
b. standar teknis jaringan bergerak.

Standar teknis Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas:

a. pembangunan Jaringan Tectap berbasis circuit switched dan berbasis
packet switched, Fid=

b, Jaringan Tetap lokal berbasis circuil switched menyeleriggarakan jasa
telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan alkses
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telepon dengan kapasitas jaringan terpasang sesuai dengan kelentuan
peraluran perundang-undangan; dan

Jaringan Tetap lokal berbasiz packet switched wajib menyediakan
jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat jaringan
fnode] dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat
jaringan (node),

(3) Standar teknis jaringan bergerak scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, berupa Jaringan Bergerak Seluler, terdiri atas:

a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu

uniuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan
faktor-faktor vang meneniukan kekuatan dan kestabilan konstruksi
menara sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Penyelenggara jaringan bergerak satclit wajib membangun dan/alau
menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang dan jaringan
penghubungan;

pemanfaatan menara secara bersama ditetapkan sesual dengan
peraturan perundang-undangan; dan

standar teknis jaringan bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pa=sal 72

(1) Standar teknis sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 huraf d, meliputi:

a.
b.

<.

standar teknis sistem jaringan irigasi;
standar teknis sistem pengendalian banjir; dan
standar teknis bangunan sumber daya air.

{2} Standar tcknis sistemn jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)} huraf a, terdiri alas:

a.

b,

d.

jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier dalam kondisi baik dan
sumber air tersedia;

lebar satuan disesuaikan dengan debil air dan luas lahan sawah vang
akan dialiri;

kemiringan (slop) saluran disesuaikan kelerengan lahan 2 (dua)
porsen; dan

standar tcknis sistem jaringan irigasi lainnya sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Standar teknis sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf b, terdiri atas:

=

sistem pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode
pengendalian banjir secara tcknis (metode strukiur):

sistem pengendalian banjir berupa bronjong kawat sesuai standar
teknis terkait; dan

standar teknis sistem pengendalian banjir lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, '

(4] Standar teknis bangunan sumber daya air schagaimana dimaksud ayat
(1) hurufl ¢, terdiri atas:
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peneniuan  klasifiikasi bangunan sumber dava air dilakukan
berdasarkan kriteria kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan
kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan
Pemanfaatan Ruang wilayah sesuai dengan Ketenluan peraturan
perundang-undangan; dan

kriteria kondisi lahan, kondisi lahan, investasi, kuantitas dan
kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan
Pemantfaatan Ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 73

(1) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 huruf e, meliputi:

(2]

(3]

8.
b.

.

d.

g,

f.

standar lekmis jaringan air minum (SPAM);
standar tcknis sistem pengelolaan air limbah;

standar teknis sistem pengelolaan hmbah bahan berbahaya dan
beracun;

standar teknis Sistem Jaringan Persampahan;
standar tcknis sistem jaringan evakuasi bencana; dan
standar teknis ruang sistem jaringan drainase.

Standar teknis jaringan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada
ayal {1} huraf a, berupa jaringan perpipaan, terdini alas:

a,
b.

pembangunan SPAM dilengkapi dengan pengolahan limbah;

penerapan rekavasa teknis pada pembangunan SPAM di Kawasan
rawan bencana dan zona resapan air,

melakukan penghijauan di sckitar air baku;

penempatan bangunan penyadap (intake) harus aman terhadap
polusi, aman terhadap daya dukung alam (terhadap longsor dan lain-
lain);

konstruksi bangunan pengambilan air harus aman terhadap banjir
air sungai, terhadap gaya guling, gaya geser, rembesan, gempa dan
gaya angkat air (up-lift); dan

lokasi instalasi pengolahan air tidak berdekatan dengan lokasi
pengolahan air limbah dan tempat pemrosesan akhir;

lokasi instalasi pengolahan air berdekatan dengan sumber air halu
atau berada pada posisi vang cukup optimal untuk terintegrasi
dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan
cadangan pengembangan di sekilarnya; dan

standar teknis unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit
pelayanan, dan jaringan perpipaan lainnya serta sarana dan
prasarana penunjangnyva sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Standar teknis sistem pengclolaan air limbah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: =

A.

sistern pengelolaan air limbah domestik, Berupa _jenis sistem
pengelolaan  air  limbah domestik memperhatikan kepadatan
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penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah,
permeabilitas tanah, dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdiri atas:

1.

spesilikasi instalas pengolahan air mbah non domestik dan baku
mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

instalasi pengolahan air limbah komunal, saluran pembuangan,
dan infrastruktur instalasi air limbah lainnya direncanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(4} Standar leknis sistemn pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
schagaimana dimaksud pada ayat (1) hural ¢, Lterdin atas:
a. spesifikasi instalasi pengolahan air limbah klinis, laboratorium klinik
dan kimia serta balu mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

pengelolaan air limbah radicaktif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan standar teknis pengelolaan limbah fasilitas
pelayanan kesehatan lainnya sesual dengan peraturan perundang-
undangan.

(3] Standar leknis Sistem .Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud
pada ayval (1) hural d, meliputi:

a.

standar tekni= tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle,
terdiri atas:

Lea

F.j'l

luas lokasi dan kapasitas secsual dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan;

sarana dan pengelompokan sampah scsual dengan kelentuan
peraturan perundang-undangan;

dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah
organik, dan/atau wunil penghasil gas bio, gundang, =zona
penvangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas di
sekitarnya;

. penampung sisa pengolahan sampah bukan merupakan wadah

permanen dan tidak mencemari lingkungan;

penempatan lokasi tempat pengelolaan sampah reuse, reduce,
recycle harus mendapat persetujuan Masyarakat setempat;

penempatan lokasi tempat pengelolaan sampah reuse, reduce,
recycle sedekat mungkin dengan daerah pelayanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

lokasi tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle mudah
diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan;
dan

standar teknis tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle
lainnva diatur sesuai dengan ketentuan '‘peraturan perundang-
undangan.

b, standar teknis tempat penampungan sementara, térdiri atas:

1.

luas lokasi dan kapasitas sesual dengan kﬂtentua.n pcratu:r:a.n

perundang-undangan; e e T
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sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

penampung sampah  sementara  di tempal penampungan
sementara bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari
lingkungan;

penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;

lokasinya mudah diakses serta memilikd jadwal pengumpulan dan
pengangkutan;

memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan; dan
standar tcknis tempal penampungan sementara lainnya diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

¢. standar teknis tempat pemrosesan akhir, terdiri atas:

pemilihan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah perkotaan
memperhatikan  kondisi  geologi, geochidrologi, curah hujan,
topografi, karakteristik banjir, dan kriteria teknis lainnya sesuai
dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan
perundang undangan;

lokasi tempat pemrosesan akhir tidak berada pada daerah
produktif, dan pada Kawasan Lindung;

jarak tempal permrosesan akhir dari lapangan terbang minimal
1.500-3.000 {seribu lima ratus sampai dengan tiga ribu) meter;
lokasi tempat pemroscsan akhir memperhatikan kondisi sosial
Masyarakat di sekitarnya;

jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100
(scratus) meter di hilir aliran;

. luas lokasi tempal pemrosesan akhir memperhitungkan volume

sampah dan jangkauan pelayanan; dan

standar teknis tempat pemrosesan akhir dan prasarana
pendukung lainnya sesuai dengan  Ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

d. standar teknis tempat pengolahan sampah terpadu, terdiri atas:

1.

2.

el

3
6,

luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan;

sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

penempatan tidak pengganggu estetika dan lalu lintas;

lokasinya mudah diakses scrta memiliki jadwal pengumpulan dan
penganghkutan;

memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan; dan

standar teknis tempat pengolahan sampah terpadu lainnya diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6} Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimalsud

pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a, standar teknis Jalur Evakuasi Bencana, terdin atag:

jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh .
pejalan kaki [pedestrian) sedangkan jalur -evekuasi- air dapat--
dilalui dengan perahu karet; o o A

Bl " He 8D T

61 CASUBAG (KA, SERSI i




2. jalur evakuasi direncanakan menjauhi daerah bencana;
3. jalar evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau jembatan;

4, jalur evakuasi direncanakan secara paralel untuk menghindas
penumpukan massa; dan

5. standar teknis jalur evakuasi lainnya diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.

b. standar leknis Tempat Evakuasi Bencana, terdiri atas:

1. lokasi tempal evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi
bencana;

2. jarak tempuh ke lokasi evakuasi sementara terdeckat dari pusat
permukiman atau aktivitas Masyarakat;

3. RTH dan ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas tempat
evakuasi scmentara;

4. kapasitas bangunan cvakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan;

5. lempat evakuasi sementara terletak pada jaringan jalan yang
mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki;

6. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus berada di luar
wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis
ancaman bencana; dan

8. standar teknis Tempal Evakuasi Bencana lainnya sesua dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Standar teknis ruang sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud
pada aval (1) huruf {, meliputi:

a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan lerdiri dari saluran
induk/primer, saluran selkunder, saluran tersier, saluran lokal,
bangunan peresapan, bangunan tampungan beseria  sarana
pelengkapnya yang terhubung secara sistemis satu dengan lainnya;

b. saluran primer dan/atau saluran sekunder dapat berupa sungai,
dan/atau anak sungai vang berfungsi sebagai drainase perkotaan,
dan/atau kanal buatan vang seluruh dacrah tangkapan airnya
terletak dalam satu wilayah perkotaan;

¢. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan sclaras
dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ramija; dan

d. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan
hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan
material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 4 :
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung
Pasal 74 \

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung 'Hé_:hﬁgaimﬂﬂa dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (5) huruf a, meliputi: :
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Ketentuan Umum Zonasi Badan Air dengan kode BA;

Ketentuan Umum Zonasi Eawasan yang memberikan  perlindungan
terhadap Kawasan bawahannya dengan koede PTB;

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode
PS;

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS;
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Adat dengan kode ADT;
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung geolog dengan kode LGE;
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya; dan

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode
EM,

Pasal 75

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 humf a, meliputi:

.

b.

L

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipcerbolehkan yaitu pengelolaan dan
pelestarian Badan Air;

kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang diperbolehkan dengan syarat, terdir
atas:

1. kegiatan pariwisata vang lidak merusak Badan Air, membuat kajian,
melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapatkan persetujuan
dari instansi yang berwenang;

| )

kogiatan gpiritual, pendidikan dan penelitian tanpa mengubah
bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;

3. objek cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan ataupun akan

ditetapkan;

4. kegiatan menunjang angkulan perairan yang tidak merusak Kawasan
sekitar Badan Air;

konatruksi reservoir pembangkit lisirik tenaga air dilaksanakan
sesual dengan peraturan perundang-undangan;

E..H

6. kegiatan perlambangan vang berada di Badan Air dimungkinkan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. bangunan prasarana pemanfaatan sumber daya air yang bertujuan
untuk preservasi, konservasi, pengatur dan pengelolaan sumber daya
air, dan pengendalian banjir, dengan membuat kajian, perencanaan
teknis, dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan

B. jaringan prasarana dengan syaral lidak merusak Badan Air dan
mendapat persetujuan dari instansi terkail,

kegiatan Pemanfaatan Fuang vang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

1. penebaran jenis spesies asing;

2. kegiatan penangkapan ikan dan biota air yang dapat merusak
ekosistem perikanan;

3. kegiatan pembuangan limbah padat dan 'cair, limbah bahan
berbahava dan beracun:

4, kegiatan budi dava lain yang mengganggu fungs.l dan mt:nuru.nl-.‘.an
kualitas Badan Air; dan G Ba0Ay s
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5.

kegiatan lain yang dapat merusak Badan Air.

d. kelentuan lain yvang dibutuhkan vaitu:

1.

Badan Air yang dilewali sistemn jaringan sarana dan prasarana
wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesual dengan peraturan
perundang-undangan;

rencana Pola Ruang terdapat ketentuan tambahan yaitu pada Badan
Air wang diusulkan perubahan peruntukan danj/atau fungsi
Kawasannya, dan saal penelapan Peraturan Daerah tentang RTREW
Daerah belum disepakati, penggambaran di dalam pela rencana Pola
Ruang menggunakan ketentuan Holding Zone, wvaitu dengan kode
BA/PEK; dan

perubahan peruniukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(2) dan avat (3] dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang:
undangan.

c. Kelentuan Khusus dalam Badan Air yang bertampalan dengan Kawasan
pertambangan mineral dan batubara harus mengikut aturan yvang
berlaku dari scktor lerkail,

f. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan EKhusus
Kawasan pertambangan minecral dan batubara yang tercantum dalam
Lampiran XXVI vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Dacrah ini.

Pasal 76

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yvang memberikan perlindungan terhadap
Kawasan bawahannva dengan kodec PTB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 huruf b, vaitu Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan
Lindung meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolchkan, yaitu kegiatan
konservasi, rehabilitasi dan perlindungan hutan;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan bersyarat, terdiri alas:

1.

kegiatan agroforestry sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-
undangan;

kegiatan wisala alam tanpa mengubah bentang alam dan tidak
merusak kescimbangan ekosistem,

pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan;

kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau
mengeangel Kawasan Hutan Lindung;

kegiatan roligi dan budaya setempat dengan tidak merusak ekosistem
hutan;

. objek/bangunan cagar budaya eksisting wvang telah ditetapkan

ataupun akan diletapkan;

. pemanfaatan hutan dan hasil hutan pada KaWﬂSEB Hulan Lindung

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan & peraturan perundang-
undangan; L G :

&4 DS LUBAL ) KA. BEMS




.

d.

(1)

8. kegiatan pengpunaan Kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme
persclujuan penggunaan Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

9, kegiatan pertambangan vang tidak mengakibatkan furunnya
permukaan tanah, berkurangnya fungsi pokok Kawasan hulan secara
permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah; dan

10. penambangan bawah tanah pada hutan lindung dilakukan scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang vang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

1. seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan,
tutupan vegetlasi dan mengganggu fungsi resapan air; dan

2. berburu, mecmanfaaikan dan mengambil beberapa spesies yang
dilindungi oleh undang-undang.

sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Hutan Lindung yailu

pembangunan sarana dan prasarana  pengelolaan dan penggunaan

Kawasan Hutan Lindung yang scsuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. [asilitas pendukung dan penunjang pariwisata dikembangkan secara
terbatas, bersifat tidak permanen, tidak mengganggu fungsi Kawasan,
dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur
pemanfaatan sesuai  dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan;

2. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan
Lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;

3. Kawasan Hutan Lindung vang dilewali jaringan sarana dan prasarana
wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan

4. Pemanfaslan Ruang vang lokasinya berada pada Kawasan Hutan
yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum
dimuat dalam RTR, maka kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan
zetelah mendapatkan REKPR.

Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang

beriampalan dengan Kawasan Hutan Lindung mengikuti ketentuan

leknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus

rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara

tercantum dalam Lampiran XXVI vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah imi.

Pasal 77
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode
PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 hurufl ¢, lerdiri atas:
a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan scmpadan pantai;
b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan sempadan sungai; dan
c. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan sekitar danau alau waduk.
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(2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan sempadan pantal scbhagaimana
dimaksud pada ayal (1) hurul a, meliputi;

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:

1. kegiatan pelestarian fungsi ekosistem dan sumber daya di wilayah
pesisir;

2. kegialan pengamanan pantail alami;

3. RTH;

4. pengembangan mangrove;

5. kegiatan religi dan budaya setempat;

6. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman
bencana alam, dan pengamaltan cuaca dan iklim;

7. akscs publik melewali pantai; dan

8. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

b, kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolchkan bersyarat, terdiri
alas:

1. Pemanfaalan Ruang unituk pelabuhan/transportasi air vyang
ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

2. kegiatan perikanan atau budi daya laul sesuai dengan Ketentuan
perundang-undangan;

3. kegialan rekreasi, wisata bahari, dan sarana prasarana
pendukungnya dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan
fungsi lindung sempadan pantai,

4, objek/bangunan cagar budaya cksisting yang telah ditetapkan
ataupun akan ditetapkan;

3. pembangkil tenaga listrik vang ditetapkan berdasarkan kelentuan
perundang-undangar;

H. tempat tinggal Masyarakat hukum adat atau anggota Masyarakatl
vang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di Kawasan
sempadan pantai, dan kegiatan pemanfaatannya menyesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

7. pembangunan pengamanan pantal buatan mengikuti ketentuan
teknis sesual dengan ketentuan perundang-undangan;

8. ruang untuk jaringan air dan limbah yang pemanfaaltannya
menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;

9, pendirian bangunan untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan
sumber daya air yang sesual dengan kelenluan peraturan
perundang-undangan;

10. bangunan jembatan, dermaga, terminal untuk kepentingan

11.

12,

sendiri, lerminal umum, jalur pipa migas, jalur pipa air minum,
jalan, infrastruktur ketenagalistrikan, dan jaringan telckomunikas:
sesual dengan ketentuan peraturan p-emndangrundangan;

untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyelarasan
aktivitas sesuai dengan fungsai perlindungan se't_.empat; dan

kegiatan pertahanan dan keamanan, serta Eéﬂé:ﬂp:!.tﬂﬂ logistik
pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana,
sesual dengan ketentuan perundang-undangan.
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¢, kegiatan Pemanfaatan Ruang yang lidak diperbolchkan, terdin atas:

1. scmua kegiatan yang menggangen fungsi sempadan pantai sebagai
Kawasan Perlindungan Setempat;

2. kegiatan yvang menghalangi dan/fataun menutup ruang dan Jalar
Evakuasi Bencana;

3. kematan yang dapal menurunkan luas, nilai ckelogis dan estetika
Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam;

4. kegiatan vang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi
hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian
fungsi lingkungan hidup; dan

3. kegialtan pembuangan limbah,

d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan sempadan pantai
terdiri atas:

1. pembangunan pengamanan pantal buatan scsual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. jalur akses dan lokasi evakuasi bencana;

t

bangunan pengendali banjir,
4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontirol/pengukur debit
air: dan
5, prasarana penunjang kegiatan pariwisata di sempadan pantai,
c. ketentuan lain dalam Kawasan sempadan pantai yang dilewali sistem
jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan
teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara
vang bertampalan dengan Kawasan sempadan pantai mengikuti
ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

g, Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara
tercantum dalam Lampiran XXVl vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

{3} Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan sempadan sungai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, melipuli:

a, kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolechkan, lerdiri atas:

1. kegiatan peningkatan dan pelestarian fungsi sungai;
2. penanaman mangrove, dan RTH;

L

kegiatan penelitian dan pendidikan;

o

kegiatan pertahanan dan keamanan, dan

h

bangunan untuk kepentingan pemantanan ancaman bencana
alam.

b. kegiatan Pemanflaatan Ruang vang diperbolehkan bersyarat, terdin
atas:
1. kegiatan budi dava pertanian dengan jenis tanaman yang tidak
mengurang kekuatan struktur tanah;
2. pendirian bangunan untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan L
sumber dava air yang sesual dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan; : oo e
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3. kegialan pertambangan vyang berada di sempadan  sungai
dimungkinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

4. kegiatan yvang hersifat sosial dan budaya vang tidak menimbulkan
dampak merugikan bagl kelestarian dan keamanan sungai;

5. objek/bangunan cagar budaya eksisting vang telah ditetapkan
ataupun akan ditetapkan;

6. fasilitas jembatan dan dermaga/pelabuban  sesuai  dengan
keteniuan peraturan perundang-undangan;

7. jaringan prasarana dan mfrastruktur, seperti jalan inspeksi, jalur
pipa gas dan air minum, rentang kabel listrik dan telekomunikasi;

8. bangunan ketenagalistrikan wyang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

9. kegiatan  perikanan, hortikuliura, perkebunan, dengan
menyediakan pongaman sungai sccara alami;

10. kegiatan wisata alam dengan sarana  dan prasarana
pendukungnya dengan tidak mengubah benlang alam dan/atau
mengganggu fungsi sungai;

11. untuk bangunan vang sudah ada dilakukan program penyelarasan
aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat; dan

12. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sungai.

¢, kegiatan Pemanfaatan Ruang vang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

1. semua kegiatan vang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai
dan kelestarian keanekaragaman hayati sungai;

2, kegiatan perizinan dan pendirian bangunan baru kecuali
bangunan untuk keperluan pengelolaan dan/atan pemanfaatan
sumber dava air;

3. mendirikan bangunan yvang mengurangi dimensi tanggul untuk
kepentingan pengendalian banjir; dan

4. kegiatan yvang menghalangi dan/atau menutup tempal dan Jalar
Evaluasi Benecana banjir.

d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan sempadan sungai
terdiri atas:

1. bangunan pengendali banjir;

2. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/ pengulcur debit
air; dan

3. bangunan bendung dan/atau bendungan.

€. ketentuan lain dalam Kawasan sempadan sungai yvang dilewali sistern
jaringan sarana dan prasarana wilavah harus mengikuli ketenluan
teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

[. Eetentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara
vang bertampalan dengan Kawasan sempadan sungai mengkuti
ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g, Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam pé_t'a Ketentuan Khusus L
rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran ;
XXIV yang merupaksn bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah imi; dan 3 BAGAN RaW:2n | -
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h.

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan hatubara
tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian lidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Ketentuan Umum Zonasi uniuk Kawasan sckitar danau atau wadul,
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:

1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana waduk/embung;

2, kegialan preservasi dan konservasi;

J. pomasangan papan  pengumuman, pemasangan fondasi dan
rentang  kabel, f[ondasi  jalan/jembatan, bangunan gedung/
bendungan, bangunan pengambil @ dan  pembuangan  air,
pengontrol/pengukur debit air, serta bangunan vang mendukung
kelestarian Kawasan:; dan

4. bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana
alam,

kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan bersyarat, lerdini
atas:

1. bangunan pendukung pengelolaan Badan Air dan atau
pemanfaatan air serta ekowisata;

2. objck/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan
ataupun akan ditctapkan;

3. kegiatan pertanian dan budidaya pernikanan daral;

4. untuk bangunan yvang sudah ada dilakukan program penyelarasan
aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan selempat; dan

3. kegialan lain yang tidak mengganggu fungsi danau/wadulk.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang tidak diperbolehkan, terdir atas:

1. semua kegialan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai
dan kelestarian keanckaragaman hayvati danau/wadulk;

2. kegiatan perizinan dan penditdan bangunan  baru  kecuali
bangunan untuk keperluan pengelolaan dan/atau pemanfaatan
sumber daya air;

3. mendirikan bangunan yvang mengurangl dimensi tanggul untuk
kepentingan pengendalian banjir; dan

4, kegiatan vang mcnghalangi dan/atau menutup tempat dan Jalar
Evakuasi Bencana banjir.

sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan sempadan danau/
waduk terdiri atas:

1. bangunan pengendali banjir;

2. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur delnt
air; dan

3. bangunan bendung dan/atau bendungan. _

lketentuan lain dalam Kawasan sempadan danauhﬁf_a_duk yvang dilewali

sistern jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuati

ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
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f.

Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara
yang bertampalan dengan Kawasan sekitar danau/waduk mengiloati
ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan sempadan lercantum dalam Lampiran
XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini; dan

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara
tercantum  dalam Lampiran XXV vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

Pasal 78

(1) KEetentuan Umum ZFonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS
schagaimana dimaksud dalam Pasal 74 hurul d, meliputi:

a.
b.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan suaka alam dengan kode KSA;

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pelestarian alam dengan kode
KFPA; dan

Kctentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi pesisir dan pulau kecil
dengan kode KEWF.,

{2} Ketentuan Umum Zonasi Kawasan suaka alam dengan kode KSA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kelentuan Umum
Zonasi cagar alam dengan kode CA, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolechkan, terdin alas:

1. kegialan pembinaan habitat dan populasi untuk kepentingan
mempertahankan keberadaan populasi satwa;

2. kegiatan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau
penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersanghkutan;

3. inventarisasi dan monitoring sumber daya hayati dengan
ckosistemnya;

4. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

5. pendidikan dan peningkatan kesadaran hutan konservasi alam,

6., pemanfaatan sumber dava genetik dan plasma nutfah untuk
penunjang budi daya; dan

7. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdir

atas:

1. pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada
pihak lain di luar negeri;

2. menangkap, melukai dan membunuh satwa yang dilindungi

karena suatu sebab satwa vang dlllﬂdungl membahava.lmn

kehidupan manusia;

3. objek/bangunan cagar budava eksisting }'ang telah dlte_tsfp_'l_ca_ﬂ
ataupun akan ditetapkan;

4, memasuklkan tumbuhan dan satwa hiar dar lua]: m:.gEri
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on

penggunaan  Kawasan cagar alam  untuk  kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kchutanan melalui mckanisme
kerjasama  secsual dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan; dan
6. penggunaan Kawasan cagar alam untuk kepentingan umum
dilaksanakan sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-
undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu
kegiatan wyang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas
Kawasan cagar alam yang dilaksanakan tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA
schagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b, berupa Ketentuan Umum
Zonasi taman wisata alam dengan kode TWA, mehputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang diperbolehkan, terdiri atas:

1. kegiatan perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna
khas, beseria sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas
untuk kegiatan penclitian dan pengelolaan;

2. pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata
terbalas  (mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam,
keanckaragaman (umbuhan dan satwa), pembangunan sarana
dan prasarana scpanjang untuk kepentingan peneclitian,
pendidikan dan wisata alam terbatas;

3. kegiatan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan,
pendidikan, penelitian, pembangunan sarana dan  prasarana
untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam
terbatas;

4. kegiatan pcmanfaatan potensi tertentu oleh Masyarakat sctempat
secara lestari;

o

kegiatan pengembalian ckosistemn Kawasan yang rusak menjadi
ckosistem alamiahnya;

6. kegiatan untuk melindungi nilai-nilai budaya, sejarah, arkeologi
maupun keagamaan, pendidikan, penelitian, wisala alam sejarah,
arkeologi dan religius,; dan

7. kegiatan kelompok Masyarakal vang telah ada sebelum penetapan
taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta
kepentingan vyang tidak dapat dihindari  berupa sarana
telekomunikasi, fasilitas transportasi dan energi kelistrikan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan borsyaral, tlerdiri
atas;

. kegiatan pengusahaan pariwisata alam hanya pada pengembangan
kegiatan wisata berbasis ekowisata dan pengembangan [asilitas
pendukung dan fasilitas penunjang wisata alam di Kawasan hutan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pengusahaan  kegiatan pariwisata dan penyediaan sarana
prasarana  penunjangnya  hanyva diperbolehkan pada zona
pemanfaatan taman wisata alam; dan M ARAT KA T
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3. kegiatan wisata tanpa mengubah bentang alam, dan pemanflaatan
blok lain dipunakan sesual kepentingan tertentu.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan taman wisata

alam: dan
2. kegiatan vang merusak Kawasan taman wisala alam.
d. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdini atas:

l. penataan Kawasan taman wisala melalui penclapan  zonasi
pengelolaan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

2. pemanfaatan Kawasan taman wisata alam hanya dapat dilakukan
setelah memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
dan

3. penvelenggaraan Kawasan taman  wisala alam  dapal
dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga internasional, atau
pihak lainnya untuk penguatan fungsi taman wisata alam dan
kepentingan pembangunan strategis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi pesisir dan pulau kecil
dengan kode KWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, berupa
Ketentuan Umum Zonasi suaka pulau kecil dengan kode KP3K, meliputi:
a. kegialan Pemanfaatan Ruang yvang diperbolehkan, terdin atas:

1. kegiatan perlindungan ekosistem pesisir dan laut;

2. kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan;

3. kegiatan perlindungan vegetasi pantai;

4, kegiatan penelitian dan pendidikan, monitoring dan evaluasi; dan

5. kegiatan konservasi sumber daya alam hayali.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersvarat, terdiri

atas:

1. kegiatan budidaya ikan skala kecil dengan metode vang tidak
merusak fungsi ulama suaka pulau kecil sesuai kelentuan
peraturan perundang-undangan,

2. penangkapan ikan dengan armada di atas 10 GT [sepuluh gross
tonnage) dan alat yang diperbolehkan sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan;

3. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang tclah ditetapkan
ataupun akan dilelapkan;

4. pariwisata dan rckreasi yang diperbolehkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

5. kegiatan vang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sesuai
ketentuan peraluran perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaaltan Ruang vang tidak diperbolehkan, terdin atas:

1. penangkapan ikan yang menggunakan bom danjatau bahan
peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat
tangkap vang bersifal merusak ekosistem;

2. kegiatan penambangan;
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3. kegiatan menambang terumbu karang;

4. mengambil terumbu karang di Kawasan Konservasi menggunakan
bahan peledak dan bahan beracun, danj/atau cara lain vang
mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang,

5. kegiatan pembuangan sampah dan limbah; dan

6. kegiatan vang mengeangel  kelangsungan hidup sumber dava
alam havati.

Pasal 79
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Adat dengan kode ADT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, meliputi:
a. kegiatan Pemanfaalan Ruang yvang diperbalehkan, terdiri atas:

1. perlindungan dan rchabilitasi hutan adat;

2. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan
pendukungnya; dan

3. kegiatan pelestarian adat istiadat dan kegiatan lain  yang
mendukungnya,

b. kegiatan Pcmanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:

1. kegiatan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kearifan lokal Masyarakat setempat;

2. kegiatan wisata dengan syarat disclenggarakan sesuai ketentuan
peraluran  perundang-undangan dan kearilan lokal Masyarakat
sctempal;

3. objek/banpunan cagar budaya eksisting yang tclah ditetapkan
ataupun akan ditetapkan;

4, memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan
tumbuhan dan satwa dalam dan dari Kawasan Hutan Adat tanpa izin
dan persetujuan Masyarakat adat setempat; dan

5. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,

c. kegiatan Pemanlaatan Ruang yvang tidak diperbolehkan, lerdiri atas:

1. perburuan terhadap salwa dalam Kawasan Hutan Adat;

2, mengubah bentang alam Kawasan yang mengusik atau menggangg
kehidupan tumbuhan dan satwa;

3. kegiatan pendirian bangunan wang lidak sesuai dengan fungsi
Kawagsan; dan

4. kegiatan vang merusak kekayaan budaya yang berupa benda,
bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah, wilayah dengan
bentukan geologi tertentu, serta keglatan yvang mengganggu upays
pelestarian budaya Masyarakat.

d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Hutan Adal, terdini atas:

1. dilengkapi dengan sarana permukiman :alc].ﬁI Jiﬂ-"%’" 5 fdu:n-u
berdasarkan kearifan lokal dan ketentuan e ol e R A . L T
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¢, ketentuan lain dalam Kawasan Hutan Adal, terdir alas:

i

Kawasan Hutan Adat yang dilewati sistem jaringan sarana dan
prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuail
peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari
pemerintah seria Masvarakat adat setempat;

kegiatan  penataan  Kawasan  dan/atau bangunan  wajib
memperhatikan prinsip pemugaran vang meliputi keaslian bentuk,
bahan, penyajian dan tata letak sesuai kearifan lokal dan ketenluan
peraturan perundang-undangan;

pendirian  bangunan  penunjang  kegiatan  kehutanan tidak
mengganggu kegiatan dan bangunan adat Masyarakat setempat; dan
pengaturan aktivitas dan tata laku wisatawan di Kawasan Hutan
Adat.

[. Ketentuan Khusus dalam hutan adat yaitu Eetentuan Khusus Kawasan
pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan hutan
adat mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan

g. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara
tercantum dalam Lampiran XXVI wyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung geologi dengan kode LGE
schbagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f, yaitu Kawasan keunikan
batuan dan fosil dengan kode LGE-1, melipuli:

a. kegiatan Pemanfaalan Ruang yang diperbolchkan, terdiri atas:

1:
2.

3.

kegiatan penclitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
kegiatan preservasi dan konservasi dalam upaya pelesiarian Kawasan
keunikan batuan dan fosil; dan

kegiatan lain vang mendukung fungsi Kawasan keunikan batuan dan
fosil.

b. kegiatan Pemanlaalan Ruang vang diperbolechkan bersyarat, terdiri atas:

¢, kegiatan Pemanfaatan Buang yvang tidak diperboled
1. kegiatan pertambangan;
2. kegiatan pemantaatan batuan; dan

kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeclogi dan
geologl;
pemanfaatan untuk pariwisala alam tanpa mengubah bentang alam;

. kegiatan cagar budaya, perlanian, perkebunan, kehutanan yang tidak

mengganggu fungsi Kawasan keunikan batuan dan fosil;

. pengembangan sistemn jaringan prasarana dilaksanakan sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
kegiatan permukiman dan budi daya lain hanya bagi penduduk ashi

dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi
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3. kegiatan budi daya lain vang dapat mengganggu Mingsi Kawasan

keunikan baluan dan (osil,

sarand dan prasarana minimal dalam Kawasan keunikan batuan dan
fosil meliputi tanda-tanda mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan Umum  Zonasi Kawasan cagar budava dengan kode CB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g, meliputi:

a.

kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan dalam Kawasan cagar
budava meliputi kegiatan penelitian, Pendidikan, kegiatan pariwisata,
dan kegiatan perlindungan dan pelestarian cagar budaya;

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam
Kawasan cagar budaya meliputi pendirian bangunan untuk menunjang
kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan utama
Kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya dan kegiatan
dengan kepentingan agama, sosial dan budaya yang diawasi dengan
ketat dan dilestarikan;

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang lidak diperbolehkan dalam Kawasan
cagar budaya meliputi kegiatan yang menggangeu/merusak/mengubah /
menghilangkan kelestarian lingkungan dan situs cagar budaya dan
kegiatan yang menggangsn upaya pelestarian budaya Masyarakat
setempat;

sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan cagar budaya meliputi:

1.

;oo o

bangunan pelindung cagar budaya,
lapangan/rang terbuka;

taman,

sirkulasi pejalan kaki; dan

sarana penunjang lainnya.

ketentuan lain dalam Kawasan cagar budaya wyang dilewali sistem
jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan
teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Cagar Budaya
untuk pendirian bangunan, scbagaimana dimaksud pada huruf a, dan
hurul b, terdiri atas:

hi
2, KLB maksimum 0,5 (nol koma lima);

=

U

KDBE maksimum 40% [empat puluh persen);

KDH minimum 40% {cmpal puluh persen);
KWT maksimum 10% (sepuluh persen);

tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 2

(dua) lantai; dan L RS RN
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Pasgal B2

Eelentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistern Mangrove dengan kode EM
schagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan, terdiri atas:

T

2.

kegiatan pelestarian, perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove;
dan

kegiatan penehlian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang diperboelehkan bersyarat, terdin atas:

1.

2.

4,

kegiatan pariwisata vang dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

objek/bangunan cagar budayva eksisting wyang telah ditetapkan
ataupun akan diletapkan;

kegiatan perikanan budidaya, dengan ketenluan memiliki hak
kepemilikan atas tanah; dan

pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

A

kegiatan yvang tidak scsuai dengan fungsi Kawasan Ekosistem
Mangrove; dan

. kegiatan vang dapat mengubah dan/atau bentang alam Kawasan

Ekosistem Mangrove.

d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Ekosistem Mangrove,

terdiri atas:

1. pembangunan jalan patlroli dalam Kawasan dengan memperhatikan
aspek ekologis;

2, pusai informasi, dimaksudkan scbagai sarana pengembangan ilmu
pengetahuan dan penelitian;

3. menara pengintai dan pos penjagaan; dan

4. pembangunan Jalur Evakuasi Bencana.

e. ketentuan lain dalam Kawasan Ekosistem Mangrove yang dilewati sistem
jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan
teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

[. kelentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasen Ekosistem

Mangrove untuk pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf

b, terdir atas:

Li;

ol

KDEBE maksimum 20% (dua puluh persen],

KLB maksimum 0,3 (nol koma Liga);

KDH minimum 40% (empat puluh persen);

KWT maksimum 10% (scpuluh persen);

tinggi bangunan maksimum 10 {sepuluh) meter atau maksimum 2
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E.

Ketentuan Khusus dalam ekosistem mangrove yvang berlampalan dengan
Kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan
teknis sesuai dengan peraluran perundang-undangan;

. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus

rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan balubara

tercantum dalam lampiran XXVI vyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 83

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat [5) huruf b, meliputi:

.

o oo oo

ol

(1)

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan KEakval dengan kode KR;
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian dengan kode P;

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan dengan kode [K;

Ectentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi dengan
kode TE;

EKetentuan Umum Zonasi Kawasan Peruniukan Tndustri dengan kode
EFI;
Kelentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata dengan kode W,
Ketentuan Umum FZonasi Kawasan Permuldman dengan kode PM;
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi dengan kode TR, dan

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan
kode HK.

Pasal 84
Kelentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP
schagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, meliputi:
a. Ketentuan Umum FZonasi Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode
HF; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat
dikonversi dengan kode HPK.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi telap dengan kode

HP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b, meliputa:
a, kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdin atas:
1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan

2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan hutan.

L. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan borsyesatssorsdirines
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Produksi tetap tanpa mengubah bentang alam sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang terkait;

. objek/bangunan cagar budava eksisling vang telah ditetapkan

ataupun akan ditetapkan;

Pemanfaatan Ruang pada Kawasan wvang diduga terdapat
keunikan batuan dan fosil serta keunikan bentang alam
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait;

. penggunasan Kawasan hutlan di luar kegiatan kchulanan vang

mempunyal tujuan strategis dapat dilakukan sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan;

. kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka dan

pola pertambangan bawah tanah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik

pertahanan untuk kebutuhan darural dan mitigasi bencana,
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

kegialan Pemanfaatan Ruang vang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

4
2,

3,

kegialan menebang pohon endemik dan pohon vang dilindungi;

kegiatan yang menggangegu bentang alam, kesuburan dan
keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna,
serta kelestarian lingkungan hidup; dan

kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegelas,

sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Hutan Produksi tetap
yaill pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penggunaan
Kawasan hutan wvang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

ketentuan lain dalam Kawasan Hutan Produksi tetap, terdiri atas:

E

Penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk
kepentingan umum  dilaksanakan sesuai kelentuan peraturan
perundang-undangan;

perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan
hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan
berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kehutanan;

penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di
luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan
penggunaan  Kawasan hutan sesual kelenluan peraturan
perundang-undangan;

Kawasan Hutan Produksi tetap yang dilewati sistem jarngan
sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan tekms

sesual dengan peraturan perundang-undangan; dank-cyes ouees v
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[. ketenluan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hulan

Produksi untuk kegiatan vang dimaksud pada huruf b dan hunaf e,
terdiri atas:

1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
2. KLB maksimum 0,5 [nol koma limal;

3. KDH minimum 40% (empat puluh persen);
4, KWT maksimum 10% (sepuluh persenj;
5

. tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 2
{dua) lantai; dan
6. ketentuan intensitas lainnya mengikutl ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

g. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Hutan Produksi tetap yang
bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara
mengikull kelentuan (eknis sesua dengan peraturan perundang-
undangan; dan

h. Kectentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Kelentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan balubara
tercantum dalam Lampiran XXV] yang merupakan bagian tdak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

{3} Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi
dengan kode HPK, scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf c,
meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan, terdin alas:

1. kegiatan pengembangan hutan sccara berkelanjutan; dan
2. kegiatan reboisasi dan rehabilitazi Kawasan hutan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdin
atas:

1. pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. objek/bangunan cagar budava cksisting yang lelah ditetapkan
alaupun akan ditetapkan; dan

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan sesuai dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaalan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa
Kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan
tanah, fungsi hidrologi, kelestarian [lora dan fauna, serta kelestarian
lingkungan hidup;

d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Hutan Produksi vang
dapat konversi yaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan
dan penggunaan Kawasan hutan yang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. ketentuan lain dalam Kawasan Hutan Prﬂdulﬁﬁuglﬂlﬁﬁﬁgﬂ;ﬂuﬁ:wmm

lkeonversi, terdiri atas: g
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perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan
hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehulanan

berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kehutanan:

penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di
luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan
penggunaan Kawasan hutan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

. Kawasan Hutan Produksi vang dapal dikonversi yang dilewatli
sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikati
ketentuan tcknis scsual dengan peoraturan peruandang-undangan;
dan

sesual

. Pemanfaatan ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan
vang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belam
dimualt dalam RTR, maka kegiatan Pemanfaatan Ruang
dilaksanakan selelah mendapatkan REKPR.

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan
Produksi vang dapat dikonversi, untuk kegiatan yvang dimaksud pada
huruf b dan e, terdiri atas:

X
2.
3.
4.
o

KDB maksimum 40% [empat puluh persen);
KLEB maksimum 0,5 (nol koma lima);

KDH minimum 40% (empalt puluh persen);
KWT maksimum 10% [sepuluh persen);

tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh] meter atau maksimum 2
{dua] lantai; dan

ketentuan  intensitas lainnyva mengikuti  ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlalu.

Pasal 85

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyal dengan kode KR
schagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, meliputi:
a. kegialan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan yaitu kegiatan budi
daya tanaman perkebunan, kegiatan pengelolaan dan pengembangan
perkebunan, kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas:
1. kegiatan peternakan dengan svaral memiliki persetujuan lingkungan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan
syarat memiliki persetujuan lingkungan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang undangan;
3. objek/bangunan cagar budaya eksisting wvang telah ditetapkan
ataupun akan ditetapkan; SULMPEL PARES MOORTINES
i DEMWAZ BAlaRh mamT R PF s AL S TR
4. kegiatan pertambangan yang berada di Kawas +

T Perkeborman- vt
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ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah
fungsi utama Kawasan Perkebunan Rakyal sesuai dengan keilentuan
perdaluran perundang-undangan;

7. kegiatan  lainnya wuntuk menunjang pembangunan di wilayah
Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

8. kegiatan pertahanan dan keamanan, seria penempatan logistik
pertabhanan untuk kebuluhan darural dan miligasi benocana sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:

1. kegiatan membuka dan/ataun mengolah lahan dengan cara
membakar;

2, kegiatan budi daya yang mengurang atau merusak fungsi lahan dan
kualitas tanah untuk perkebunan; dan

3. kegiatan usaha perkebunan rakyat yang tidak secsual dengan
keleniuan peraturan perundang-undangan.

sarana dan prasarana minimal Kawasan Perkebunan Rakyat berupa
jalan, jembatan, jaringan, dan bangunan penunjang kegiatan
perkebunan;

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perkebunan
Rakyatl untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri atas:

KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
KLE maksimum 0,5 [nol koma lima);
KDH minimum 30% (tiga puluh persen);

I =

KWT maksimum 10% (sepuluh persen);

L

linggi bangunan maksimum 10 (scpuluh) meter atau maksimum 2
(dua) lantai; dan

6. ketentuan inlensilas lainnya mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

ketentuan lain vang dibutuhkan, terdiri atas:

1. jaringan s=sarana dan prasarana wilayah yang melalui Kawasan
Perkebunan Rakyat harus mengikuli kelentuan  peraturan
perundang-undangan; dan

2. ketentuan Kawasan Perkebunan Rakyat vang berada pada klasilikasi
kemiringan lereng lebih besar dari 45 (empat puluh lima)] persen
mengikuti kriteria tcknis jenis tanaman tertentu sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Khusus pada Kawasan Perkebunan Rakyal lerdiri atas:

1. Ketentuan Khusus KKOF wyang berlampalan dengan Kawasan
Perkebunan Rakyat memperhatikan ketentuan teknis  sesuai

. FTTREO S e m e UM
ketentuan perundang-undangan; A B A+ 441 FOMIAE L T
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3. Kawasan Perkebunan Rakyat yang berada dalam rawan bencana
bamjir bandang tingkal lingg dengan moemperhatikan penyoediaan
SATANA prasarana pengendali banjir sesuai kondisi lokasi;

4. Kawasan Perkebunan Rakyat yang berada dalam rawan bencana

tanah longsor tingkat tinggi dengan memperhatikan:

a) pelarangan alih fungsi kecuali untuk kepentingan mitigasi;

b) kegiatan budi daya dilakukan dengan melode lerasering dan
tanaman pengual tebing dan

¢] pendirian bangunan penunjang kegiatan perkebunan
memperhatikan standar teknis bangunan sesuai kondisi lokasi;
dan

d} pemasangan papan informasi beahaya, rambu bahaya, dan jalur
evakuasi.

Kawasan Perkebunan Rakyvat yang berada dalam Kawasan rawan

bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:

i

a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana; dan

by jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

6. Kawasan Perkebunan Rakyat vang berada dalam Kawasan rawan
bencana sesar aktil tingkat tinggi, dengan memperhatikan:

a) penyvediaan sistemn deteksi peringatan dini bencana;

b jalar dan Tempat Evakuasi Bencana; dan

c] pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahava, dan rambu
jalur evakuasi.

7. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan dengan
Kawasan Perkebunan Rakyat memperhatikan ketentuan teknis sesuai
peraturan perundang-undangan;

8. Ketentuan Khusus Kawasan karst yang bertampalan dengan Kawasan
Perkebunan Rakyat memperhatikan:

a} perlindungan Kawasan karst dari kemungkinan pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup;

b) pengendalian jenis tanaman perkebunan yang tidak mendukung
atau merusak pelestarian ckosislern karst sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan di sektor terkait; dan

¢] pembatasan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan.

9, Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara
vang  bertampalan dengan  Kawasan  Perkebunan  Rakyal
memperhatikan  ketentuan teknis sesuai  peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus

rencana Pola Ruang KKOP tlercantum dalam Lampiran XX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta J{Eieﬂﬂﬁ.n “f‘-:hﬂsﬂ‘a"“*
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(1)

Eetentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran
XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini;

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Kelenluan EKhusus
rencana Pola Ruang Kawasan karal lercanium dalam Lampiran XXV vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini; dan
Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara
tercantum dalam Lampiran XXV wang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian dengan kode P
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf ¢, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
¢, Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perkebunan dengan kode P-3.

{2} Kctentuan Umum Zonasi Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan;

konstruksi jaringan dan bangunan irigasi;

kegiatan jasa penunjang pertanian;

kegiatan mina-padi;

konstruksi jalan subak dan jalan produksi;

pengembangan teknik konscrvasi lahan pertanian yang bersifat
ramah lingkungan dan berkelanjutan;

eI | T - N

=

kegiatan pengembangan /pembangunan RTH; dan
8. kegialan adai, budaya dan keagamaan beserta bangunan
pendukungnya.
b. kegialan Pemanfaalan Ruang vang diperbolehkan bersyarat, terdir
atas:

1. kegiatan hortikultura, peternakan, perikanan budi  daya/
minapadi, dan perkebunan, dengan tidak mengubah fungsi
tanaman pangan;

2. kegiatan agrowisata serta sarana dan prasarana pendukungnya
dengan lelap mengutamakan fungsi Kawasan sebagai tanaman
PAngan;

3. kegiatan permukiman pedesaan, perkantoran, perdagangan dan
jasa, perkanmrs_ﬂ vang tidak mengubgh fungsi utama, hzma.san
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5. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan
lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
tidak mengubah [ungsi ulama Kawasan Portanian tanaman
pangan;

6. kegiatan industri skala kecil dan atau industri yang menunjang
kegiatan pertanian, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

7. kegialan perlambangan diperbolehkan dengan syaral mengikoati
ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa
mengganggu fungsi Kawasan tanaman pangan;

9. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas
untuk kepenlingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

10. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan tanaman yang tdak
produktifl dan tidak beririgasi teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

11. kegiatan pendukung agrowisata, ekowisata, dan desa wisata tanpa
mengganggu sarana dan prasarana Kawasan tanaman pangan;

12, ohjek/bangunan cagar budaya cksisting yang telah ditetapkan
ataupun akan ditetapkan;

13. alih fungsi Kawasan tanaman pangan menjadi lahan budi daya
non pertanian uniuk kepentingan umum serta penanganan
bencana vang dilaksanakan sesuai  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

14. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis
serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang
tidak mengganggn fungsi Kawasan tanaman pangan;

15. kegialan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik
pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana,
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

16, kegiatan strategis untuk kepentlingan umum dengan tidak
mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai
kelentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolchkan dalam
Kawasan tanaman pangan yaitu kegiatan vang dapat merusak
jaringan irigasi dan infrastrukiur pertanian lainnya serta mengurangi
kesuburan tanah;

d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan lanamat pangan
yailu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang
kegiatan pertanian tanaman pangan;

e. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdin atas:

By %
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2, kegialan perumahan yang diperbolechkan dengan syarat pada
Kawasan tanaman pangan berupa perumahan penduduk vang
telah ada dan bukan merupakan pengembangan/pembangunan
baru;

3. kegiatan agrowisala, ekowisala, dan desa wisata diarahkan
melalul pengembangan sccara terbatas dan terkendali yang wajib
berbasis ckowisata bersifat ramah lingkungan, serta wajib
melestarikan lahan sawah eksisting dan jaringan irigasi vang
terdapat di dalam dan/atau sekitar persil dan lidak menurunkan
kualitas dan Mungsi ulama Kawasan lanaman pangan;

4, pengembangan  jalan produksi dan jalan usaha tani dapat
difungsikan sebagal lintasan jogging (jogging (rack); dan

5. pertanian tanaman pangan di Kawasan perkotaan diintegrasikan
sebagai RTH pertanian atau pertanian ekowisata sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pertanian
tanaman pangan untuk kegiatan bersyaral sebagaimana dimaksud
pada huruf b dan huruf e, terdiri atas:

1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
2. KLB maksimum 0,7 [nol koma tujuh);

]

KDH minimum 30% [tiga puluh persen);

EWT maksimum 10% (sepuluhb persen);

tinggl bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 2
(dua) lantai; dan

ketentuan intensitas lainnva mengikuli keleniuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

@ A

o

Ketentuan Khusus pada Kawasan tanaman pangan terdiri atas:

1. Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan
tanaman pangan memperhatikan ketentuan teknis sesuai
ketentuan perundang-undangan;

2. Ketentuan Khusus KP2B yang bertampalan dengan Kawasan
tanaman pangan dengan memperhatikan:

a} perlindungan Kawasan Pertanian dari alih fungsi lahan;

bl lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan
dilarang dialih-fungsikan kecuali untuk pengadaan tanah
untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategs Nasional,
atau terjadi bencana, vang dilaksanakan scsuai ketontuan
peraturan perundang-undangan;

c] pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi
tanah dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d] pengembangan KP2B dilakukan melalui mtcnslﬁkasl-s laha::l

L

A

pertanian; dan o T R, : BT
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e] pengembangan infrastruktur pendukung ip-m'tamﬂﬂ—-eim
kelistrikan, transportasi, dan penempata 1Lpertgﬂ_an_an_
untuk mitigasi.
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3.

on

10.

Kawasan tanaman pangan vang berada dalam Kawasan rawan

bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:

al penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana; dan

b} jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

Kawasan tanaman pangan vang berada dalam Kawasan rawan

bencana banjir tingkat tingg dengan memperhatikan:

a) keglatan penanaman tanaman pangan pada saat intensitas
curah hujan tinggi;

bl penyediaan sarana prasarana pengendalian banjir;

¢} penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa
seTta pintu air; dan

d] bangunan penunjang keglatan pertanian harus  dilengkam
dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai ketentuan teknis.

Kawasan tanaman pangan vang berada dalam Kawasan rawan

bencana lanah longsor tingkat tinggi dengan memperhatikan:

a) pelarangan alih fungsi kecuali untuk kepentingan mitigasi;

b) kegiatan budi daya dilakukan dengan metode tera-sering dan
tanaman penguat tebing;

¢] pendirian  bangunan  penunjang  kegiatan  perkebunan
memperhatikan standar teknis bangunan sesuai kondisi lokasi;

d} pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur
evakuasi; dan

e} penyediaan RTH sebagai dacrah penyvangga.

Kelentuan Khusus Kawasan tanaman pangan yang berada dalam

Kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tnggl dengan
memperhatikan:

aj penvediaan sistemn deteksi peringatan dini bencana;

b} jalar dan Tempat Evakuasi Bencana; dan

¢] pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur
evakuasi;

Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan dengan

Kawasan tanaman pangan memperhatikan:

a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;

b} perlindungan Kawasan resapan air dari  kemungkinan
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan

¢} pembatasan pengembangan sarana dan prasarana perlanian,

Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan dengan
Kawasan tanaman pangan memperhatikan ketentuan teknis
sesual peraturan perundang-undangan;

Ketentuan Khusus Kawasan karst yang bertampalan dengan

Kawasan tanaman pangan memperhatiknrrunakqﬁqﬁiﬁaii"‘.ﬁélﬂﬁgf’_.j,', o
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h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencanda Pola Huang KKOP tercanium dalam Lampiran XX vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ing;

i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang KP2B tercantum dalam Lampiran XXI vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

j. EKetentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana lercanium  dalam
Lampiran XXIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan darn
Peraturan Daerah ini;

k. Kelentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran
¥XIl yang merupakan bagian lidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini;

1. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketenluan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan sempadan lercanium dalam Lampiran
HXIV vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini;

m. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan EKhusus
rencana Pola Ruang Kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah inj;
dan

n. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara
tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian lidak
lerpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan tanaman hertikultura dengan kede P-
2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b, meliputi:
a, kegiatan Pemanlaatan Ruang yang diperbolchkan, terdiri atas:
1. kegiatan tanaman pangan, perkebunan, pelernakan, dan
perikanan budi daya;
kegiatan permukiman perdesaan;
3. kepiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan
pendukungnya; dan
4. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnva yvang dapat meningkatkan
fungsi Kawasan hortikultura.
b. kegiatan Pemanfaalan Ruang vang diperbolehkan bersyarat, terdiri
atas:
|, alih fungsi Kawasan Pertanian lanaman pangan yang memiliki
nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan pendukung agribisnis dan agroindustri hortikultura yame o

ITEMPE . PR2AT
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3. kegiatan perkebunan rakyat dengan syarat tidald mengubalefangsi = qprar
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5. kepiatan wisata alam, agrowisata, desa wisata, dan dava tarik
wisata buatan dengan syarat dikembangkan sccara terbatas dan
terkendali serta wajib berbasis ckowisata yang ramah lingkungan;

6. objek/bangunan cagar budayva eksisting yang telah ditetapkan
ataupun akan ditetapkan;

7. kegiatan penyvediaan [lasilitas  pendukung dan penunjang
pariwisata sccara terbatas, Udak menggangeu lungsi Kawasan,
dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalul prosedur
pemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. pengembangan dan perluasan RTH, ruang terbuka non hijau, dan
permukiman secara lerbatas untuk kepadatan rendah, kepadatan
sedang dan kepadatan tingg;

9. kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa secara terbatas,
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

10. pengembangan jaringan sarana dan prasarana scrta fasilitas
uniuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

11. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis
serta kegiatan selain scbagaimana dimaksud pada huruf a, yang
lidak mengganggu fungsi Kawasan hortikultura;

12. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik
pertahanan untuk kebutuhan darurat dan miligasi bencana,
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

13. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan udak
mengubah fungsi utama pertanian hortikultura sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi
kegiatan selain scbagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
vang mengganggu fungsi Kawasan hortilultura;

gsarana dan prasarana minimal dalam Kawasan hortikultura yaitu
pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan
pertanian horlikultura;

ketentuan lain dalam Kawasan hortikultura yvang dilewati sistem
jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan
teknis sesuai peraturan perundang-undangan;

ketentuan intcnsitas Pemanfaatan Ruang dalam  Kawasan
hortikultura untuk kegiatan bersyaral sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, terdiri atas:

1. EDB maksimum 60% (enam puluh persen);

2. KLBE maksimum 0,7 (nol koma tujuhl;

3. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);

4, KWT maksimum 15% (lima belas); T —

5. tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) mlnté:"r_a‘iﬂﬁﬂlékmmumﬁﬁ LR IR
{dua) lantai; dan TR R D PER S - TPRRAF

6, ketentuan intensitas lainnya mengkut _Eﬁﬁﬂw_;ﬂ] r:f-mmran

perundang-undangan yang berlaku. ASISEEN
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g. Ketentuan Khusus dalam Kawasan hortikultura terdiri alas;

Keteniuan Khusus Kawasan horlikuliura sebagaimana dimaksuad
pada avat 3 hurul b, vang berada pada Kawasan perkotaan diatur
lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;

Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan
hortikultura memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan
perundang-undangan;

Ectentuan Khusus Kawasan hortikultura vang berada dalam
Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tingg dengan
memperhatikan:

a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan

b} jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

Ketentuan Khusus Kawasan horiikultura vang berada dalam
Kawasan rawan bencana banjir Ungkat unggi dengan
memperhatikan:

a} pemilihan jenis tanaman perkebunan yang tahan banjir, dan
memiliki kemampuan mengikat air;

bl penvediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir;
dan

¢] pembuatan sumur resaparn.,

Ketentuan Khusus Kawasan hortikullura vang berada dalam

Eawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi dengan

memperhatikan:

a) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir;

b} pembuatan sumur resapan; dan

¢} bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi
dengan sistem kesiapsiagasn bencana sesual  dengan
ketentuan teknis.

Kawasan hortikultura yang berada dalam Kawasan rawan bencana

tanah longsor tingkal linggi dengan memperhatikan:

aj pelarangan alih fungsi kecuali untuk kepentingan mitigasi;

b} kegiatan budi daya dilakukan dengan metode tera-sering dan
tanaman penguat tebing;

¢] pendirian  bangunan penunjang kegiatan  perkebunan
memperhatikan standar teknis bangunan sesuai kondisi lokasi;

d) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur
cvalkuasi; dan

e} penyediaan RTH scbagai daerah penvangga.

Ketentuan Khusus Kawasan hortikuliura yang berada dalam

Kawasan rawan bcncana sesar aklif tingkat tinggi dengan

memperhatikan:

a) penyediaan sistem deteks: peringatan ding Wﬁ:_::'-u i t‘:\ljchhf:h e
b) jalur dan Tempat Evakuasi Bencans; :‘lun' i AL, ST R e ﬂ-: mAF|
c] pemasangan papan informasi bahava, ratﬂﬂ..{' Tahava, dan _|r='11'|.1r .
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8. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air vang bertampalan pada
Kawasan hortikultura memperhatikan:

al pengendalian penggunaan air bawah tanah;

b} perlindungan Kawasan resapan air  dari  kemungkinan
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan

c} pembatasan pengembangan sarana dan prasarana pertanian.

9. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan dengan
Kawasan hortikultura memperhatikan ketentuan teknis sesuai
peraturan perundang-undangan;

10. Ketentuan Khusus Kawasan karst vang bertampalan dengan
Kawasan hortikultura memperhatikan ketentuan leknis sesuai
peraturan perundang-undangan;

11. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara
vang bertampalan pada Kawasan hortikultura memperhatikan
ketentuan teknis scsuai peraturan  peraturan perundang-
undangan.

h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Kelentuan Khusus
rencana Pela Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang
merupakan bagian lidak lerpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

i, Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam
Lampiran XXIT vang merupakan bagian lidak terpisahkan dari
Peraturan Dacrah ini;

j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran
XXIT wvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini;

k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran
XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini;

1. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXV
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
dan

m. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara
tercantum dalam Lampiran XXVI yvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Dacrah im.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perkebunan dengan kode P-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan, terdiri atas:

1. kegiatan budi daya tanaman perkebunan; s e S
2. kegiatan produksi, pengolahan dan penangafian pasca paaen. hasil PR RAL

perkebunan; | -

SERKDA

3. jasa perkebunan;
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7.

kegiatan permukiman perdesaan;

. kegiatan adat, budaya dan keagamaan bheserta bangunan

pendukungnya; dan

kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan
fungsi Kawasan perkebunan.

b, kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan bersyarat, terdiri
atas:

1.
2

.

10k
11,
12,
13,
14.

15.

16.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang tidak diper

kegiatan pendukung agribisnis dan agroindustri perkebunan;

kegiatan budi daya ternak sccara lerbatas dengan mengutamakan
tanaman perkebunan sebagai usaha pokok;

kegiatan wisata alam, agrowisata, desa wisata, dan daya larik
wisata buatan dengan svarat dikembangkan secara terbatas dan
terkendali serta wajib herbasis ekowisata yang ramah lingkungan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
objek/bangunan cagar budaya cksisting yang telah ditetapkan
ataupun akan ditetapkan;

kegiatan  penvediaan fasilitas pendukung dan penunjang
pariwisala sccara terbatas, tidak menggangpu fungsi Kawasan,
dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur
pemanfaatan scsuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengembangan dan perluasan permukiman secara terbatas
uniuk kepadatan rendah, kepadalan sedang dan kepadatan
tingg;

kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa secara terbatas,
sesuail dengan ketentuan perundang-undangan,

pengembangan jaringan sarana dan prasarana scrta fasililas
untuk kepentingan umum;

kegiatan lain yang bersifat stralegis dengan tidak mengubah
fungsi utama Kawasan perkebunan sesuai ketentuan perundang-
undangan;

pembangunan dan pengembangan Kawasan Transportasi secara
terbatas scsuai dengan ketentuan perundang-undangan;

kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

kegiatan  industri sesuai  ketentuan peraturan  perundang-
undangan;

kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan
tidak mengubah fungsi utama sebagai Kawasan perkebunan;
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum  sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan;

kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik

pertahanan untuk kebutuhan darurat dan I_;P1hga$1 penrﬁﬂﬁ_"“

sesual dengan ketentuan perundang- undan,garr-da'n"—"m--- —
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1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara
membalar:

2. kegiatan budi daya yvang mengurangi atan merusak fungsi lahan
dan kualitas tanah untuk perkebunan; dan

3. kegiatan perkebunan yang tdak scsual dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

d. sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan perkebunan, terdin
atas,

1. jalan dan jembatan; dan

2. bangunan penunjang kegiatan pertanian lainnya.

e, kegiatan lain dalam Kawasan perkebunan yvang dilewati sistem
jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengkuli ketentuan
teknis sesuai peraturan perundang-undangan;

f. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. wilayah geografis yang menghasilkan produk perkcbunan yang
bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi
peografis, dan wilayah geografis yvang sudah ditetapkan untuk
dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialih
fungsikan,; dan

2. Pemanfaatan Ruang sebagai daerah resapan air untuk Kawasan
sekitarnya dan penyediaan lapangan kerja bagi Masvarakat
selempart.

g. ketentuan  intensitas  Pemanfaalan Ruang  dalam  Kawasan
perkebunan untuk kegiatan bersyaral sebagaimana dimaksud pada
huruf a, hurul b dan huruf d, terdiri atas:

a] KDB maksimum 60% {enam puluh persen);

b} KLB maksimum 0,7 (nol koma tujuh);

¢} KDH minimum 30% (tiga puluh persen);

d] KWT maksimum 10% (sepuluh persen);

€] Tinggi bangunan maksimum 10 (scpuluh) meter atau maksimum 3
(tiga) lantai; dan

) Ketentuan intensilas lainnya mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

h. Ketentuan Khusus dalam Kawasan perkebunan, terdiri alas:

1. Ketentuan Khusus Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud ‘““-x\
pada ayat (3) huruf b, yang berada pada Kawasan perkolaan
diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;

2, Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan
perkebunan memperhatikan ketentuan teknis sesuai ketentuan
perundang-undangan;

3. Kawasan perkebunan vang berada dalam Kawasan ramfan henca.na

gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikaq: 00000 LT
a) penyedizan sistem deteksi peringatan 1:1111_1_ mp%ﬁq:ﬁﬁ;}]’an s
b} jalur dan Tempat Evakuasi Bencana. SEROA SR .:‘_i

4. Kawasan perkebunan yvang berada dalam mmwan bencana
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10,

a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir; dan

bl bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus dilengkapi
dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kawasan perkebunan vang berada dalam Kawasan rawan bencana

banjir bandang tingkat tinggi dengan memperhatikan:

a) terdapat sarana prasarana pengendali banjir sesuai kondisi
lokasi; dan

b) bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus dilengkam
dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai ketentuan teknis
terkait.

Kawasan perkebunan vang berada dalam Kawasan rawan bencana
tanah longsor tingkat tinggi dengan memperhatikan:

a) pelarangan alih fungsi kecuali untuk kepentingan mitigasi;

b) kegiatan budi dayva dilakukan dengan metode lera-sering dan
tanaman penguat tebing;

¢] pendirian bangunan penunjang  kegiatan  perkebunan
memperhatikan standar teknis bangunan sesuai kondisi lokasi;

d} pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalar
evalknasi; dan

e] penyediaan RTH sebagai dacrah penvangga.

Ketentuan Khusus Kawasan perkebunan vang berada dalam

Kawasan rawan bencana sesar aktf tingkat tinggi dengan
memperhatikan:

al penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
b) jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan

¢} pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur
evalmasi;

Kelentuan Khusus Kawasan perkebunan yang berada dalam
Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tnggi dengan
memperhatikan:

a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
b} jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan

¢] pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur
evakuasi;

. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada

Kawasan perkebunan memperhatikan:

al pengendalian penggunaan air bawah tanah untuk kegiatan
perkebunan dan lasilitas penunjangnya;

b} perlindungan Kawasan resapan air dari kemungkinan

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dap, oo 000

7 SR Bt ”:I-'Pl.'\._._
¢} pembatasan pengembangan sarana da mﬁhﬂhﬁbﬁﬂﬁg}ﬁt&gﬁ_:iﬂum
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11. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara
vang bertampalan pada EKawasan perkebunan memperhatikan
ketenluan leknis sesual peraturan perundang-undangan; dan

12. Ketentuan EKhusus Kawasan karst yang bertampalan pada
Kawasan perkebunan memperhatikan:

a) perlindungan Kawasan karst dari kemungkinan pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup,

b] pengendalian jemis  tanaman  perkebunan  yang  tidak
mendukung atau merusak pelestarian ekosistem karst sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan i sekior {erkait:
dan

¢)] pembalasan pengembangan sHrAana dan prasarana
perkebunan.
Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus

rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Eelentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum  dalam
Lampiran XXIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini;

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran
XXIII yang merupakan bagian tidak tlerpisahkan dari Peraturan
Daerah ini;

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Kelentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXV
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
dan

. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus

rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara
tercantum dalam Lampiran XXV] yang merupakan bagian lidak
lerpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 huruf d, berupa Eetentuan Umum Zonasi
Kawasan Perikanan budi daya dengan kode [K-2, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang diperbolehkan, terdiri atas:

1. kegiatan budi daya dan penangkapan perikanan;
2. kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata;
3. kegiatan pengembangan KTH: dan
4. kegiatan operasional, penunjang, dan pengemhal:lgzz‘.n Kawasan
Perikanan budi dava. DWAT B 5k KANTOR 2 MARE _UWL TIMLR
b. kegiatan Pemanfastan Ruang yang diperbolehkan’ dengan syaret, terdiri | <47
altas: Ltk A
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1. kegialan industri skala kecil dan atau indusiri pengolahan hasil
perikanan vang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
yvang berlalku;

2, sarana dan prasarana penunjang perikanan (tambatan perahu/
dermaga, TPI, PPL, balai benih/pembenihan, cold siorage, pabrik es);

3. pengembangan  sarana prasarana pendukung  pengembangan
perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. penggunaan air irigasi untuk perikanan dengan tidak menurunkan
kualitas dan tidak mengurangi pasokan air untuk pertanian;

2. kegialan permukiman dan fasilitas penunjangnya secara lerbalas;

6. industri kecilfrumah tangga dengan syarat (idak mencemari
lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. kegiatan mina-wisata, bangunan tanggul/penahan ombak/abrasi
pantai, kegiatan industri skala kecil dan atau industri yang
menunjang perikanan, vang tidak menggangsu fungsi Kawasan
Perikanan budi daya sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan;

8. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditctapkan
ataupun akan ditetapkan;

9. kegialan pertambangan sesual ketentuan peraturan  perundang-
undangan;

10. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik
pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana, sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan; dan

11. kegiatan lainnyva vang bersifat sirategs dengan Udak mengubah
fungsi utama Kawasan Budi Daya perikanan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

1. kegiatan vang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan
dan mengganggu lungsi Kawasan Perikanan budi daya;

2. kegialan pemanfaatan budi dava perikanan yvang merusak kualitas air
dan tanah, scrta ckosistem lingkungan; dan

3. kegiatan perikanan budi daya yang merusak ekosistem mangrove.

sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Perikanan budi daya

yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan budi daya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

ketentuan lain dalam Kawasan Perikanan budi daya vang dilewati sistem

jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan

teknis sesual peraluran perundang-undangan;

ketentuan inltensitas Pemanfaalan Ruang dalam Kawasan Perikanan

budidava, untuk kegialan bersyaral sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan hurul b, terdin alas ; IT ey
[‘-_:..\, A B LTI AN R

RE R LAY
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5. tinggi bangunan maksimum 12 |{dua belas) meter atau maksimum 3
(tiga) lantai; dan

6. kelenluan  inlensitas laimnya mengikuli ketentuan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

g. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Perikanan budi daya terdiri atas:

1. Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan dengan Kawasan
Perikanan budidayva memperhatikan ketentuan teknis sesuai
ketentuan perundang-undangan;

2. Kawasan Perikanan budi daya yang berada dalam Kawasan rawan
gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:

a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
b} jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

3. Kawasan Perikanan budi daya yang berada dalam Kawasan rawan
banjir tingkat tingg dengan memperhatikan:

a) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian  informasi
intensitas curah hujan tinggi;

b} penyvediaan .Jalur Evakuasi Bencana;

c) sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoncksi
serta dapat menampung debit air maksimal;

d] pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam
pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;

e] elevasi lantai bangunan dan/atau sarana prasarana kegiatan
perikanan budi daya harus lebih tinggi dari elevasi banjir; dan

f) bangunan berupa penunjang kegiatan perikanan budi daya di
Kawasan rawan bencana banjir memperhatikan ketentuan tcknis
sesual peraturan perundang-undangan.

4, Kawasan Perikanan budi dava vang berada dalam Kawasan rawan
banjir bandang tingkat tinggi dengan memperhatikan:

a] penyediaan sarana dan  prasarana pengendali  banjir yang
terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;

b) pemasangan revetment di sungai yang berfungsi sebagai tanggul;

c) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak
aman dari tebing yang tidak bolech ada pembangunan di area
lersebut;

d) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;

c] penycdiaan RTH sebagai daerah penyangga; dan

f) bangunan berupa penunjang kegiatan perikanan budi daya di
Kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan
ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Khusus Kawasan Perikanan budi daya yang berada dalam
Kawasan rawan bencana sesar aktif  tingkat tiIlEg,l d::nga.n

fhay
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(1)

6. Ketentuan Khusus Kawasan Perikanan budi dava vang berada dalam
Kawasan rawan bencana likuefaksi  tingkat tinggi dengan
memperhatikan:

a}] penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana,
by jalar dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
¢} pemasangan papan informasi bahava, rambu bahaya, dan jalur
cvakuasi,
7. Ketentuan EKhusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada
Kawasan Perikanan budi daya memperhatikan:

a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;

b) perlindungan Kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup;

c) pecmbatasan pengembangan sarana dan prasarana  kegiatlan
perikanan budi daya; dan

d) perluasan RTH.

8, Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan dengan
Kawasan Perikanan budidaya memperhatikan ketentuan teknis
sesuai peraturan perundang-undangan;

9, Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara
yvang bertampalan pada Kawasan Perikanan budi daya
memperhatikan  ketentuan (eknis sesuai  peraturan perundang-
undangarn.

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran
XXII vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini;

Ketentuan Khusus ini dipambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran
KXIM yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini;

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan sempadan lercantum dalam Lampiran
XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini; dan

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara
tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pembangkilan tenaga listrik
dengan kode PTL.

(2} Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan mineral dengan kode
MN schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. HKetentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan mineral logam
dengan kode ML(; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perlambangan mineral bukan
logam dengan kode MNL,

(3} Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan mineral logam dengan
kode MLG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:

1. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi
tambang dengan menerapkan  pelaksanaan kaidah  teknik
pertambangan yang baik (good mining practice) sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan reklamasi dan penanaman kembali pasca proses
eksploitasi tambang;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri
atas:

1. kegiatan industri pengolahan dan pemurnian hasil perlambangan
(smelter) dilengkapi dengan Terminal Khusus sesual kelentuan
peraiuran perundang-undangan;

2. kegiatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri
pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan perkebunan, permukiman, RTH, perdagangan dan jasa,
dengan syaral kepadatan rendah dan pembatasan luasan pada
lokasi yang tidak ditambang;

4. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan
ataupun akan ditetapkan,

5. kegiatan Sistem Jaringan Transporlasi, jaringan telekomunikasi,
jaringan energi, Jaringan Sumber Daya Air, dan jaringan
prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

6. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat untuk
Masyarakat di sckitar Kawasan pertambangan  sebagai
pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan
tahunan:

7. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik
pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana,
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

8, alih fungsi Kawasan Pertambangan dan Energi untuk pcrtlaha.nan
dan keamanan, kepentingan umum, provek.: s.i;.rategss Ha%aﬁ%’lliu e
dan/atau karena bencana sesuai I-:etentua'n WraTHran_ perandang- ,;.;",Hd,.-

undangan. L
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c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, Lterdin atas:

2

kegiatan selain usaha tambang dan penunjang kegiatan
pertambangan; dan

kegialan pertambangan di badan sungai dan pada jarak 0-100 (nhaol
sampai dengan seratus] meter dari garis tepi sungai/danau atau
sesuai dengan ketentuan garis sempadan yvang diletapkan.

d. sarana dan prasarana minimal Kawasan pertambangan mineral
logamm, terdiri atas:

pr L <L L T

[asilitas transportasi antara lain jalan khusus Kawasan tambang;
fasilitas telckomunikasi;

fasilitas perkantoran;

fasilitas tenaga listrik;

fasilitas air bersih dan sanitasi;

fasilitas keselamatan kerja: dan

lempal evakuasi dan Jalur Evakuasi Bencana.

¢, ketentuan lain vang dibutuhkan, meliputi:

1.

. ketentuan mtensitas

jaringan sarana dan prasarana wilayah vang melalui Kawasan
pertambangan mineral logam harmas mengikut ketentuan teknis
sesuai peraturan perundang-undangan;

terhadap perizinan dan/atau tanda bukti penguasaan kepemilikan
tanah yang sudah diterbitkan dan/atau dalam proses pada saat
Peraturan Daerah ini ditetapkan dapat diproses lebih lanjut;
kegiatan wyang sudah ada yang lidak menunjang kegiatan
penambangan dan membahayakan kegialan lersebul secara
bertahap dipindahkan dengan penggantian yang layak;

. kegiatan penambangan yang sudah selesai diselenggarakan wajib

dilakukan pengelolaan pasca tambang dengan melakukan
konservasi dan rehabilitasi lahan sehingga lahan bekas tambang
tidak berbahaya dan dapal dimanfaatkan uantuk kegiatan
produlstif lainnva;

wajib melakukan pemulihan lingkungan baik masa penambangan
maupun pasca tambang, sesuai ketentuan perundang-undangan
pada lokasi penambangan dan Kawasan sekitarnya yvang terkcna
dampak dari kegiatan penambangan;

perla dilakukan  peninjauan  secara  periodik  mengenai
kelangsungan kegialan penambangan; dan

wajib melaksanakan pengelolaan leknis pertambangan  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila lidak
melaksanakan kegiatan penambangan  dihentikan dan
dikembalikan fungsinva menjadi Kawasan sesual peruntukan budi
dava lainnya.

pertambangan mineral logam, mengacu pada— keterrtuan pemturm't

perundang-undangan; e ——

Pemanfaatan  Ruang = padd = Kawagan'®

e Rlie

e i l— 2

SR ICRE ]

KADIS BATLN KANTDE

LR T

! Ka BID LA AG TL

99 :i_ ".__;_ P

DU A R ST RS




g- Ketentuan Khusus dalam Kawasan pertambangan mineral logam
lerdin atas.
1. EKetentuan Ehusus KKOP vang boertampalan pada pertambangan
mineral logam memperhatikan:

a) Kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP;

b} pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap
bagian dalam KKOP vang lerbagi dalam Kawasan ancangan
pendaratan dan lepas landas, Kawasan di bawah permukiman
horizontal dalam, Kawasan di bawah permukaan kerucut dan
Kawasan di bawah permukaan horizontal Iuar scsuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢} pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak
tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan
vang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan
dan benda tumbuh yang tidak membahavakan keselamatan
operasi penerbangan;

d] pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak
diperkenankan mendirikan bangunan vang dapat menambah
tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat; dan

e] penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap Kawasan
yvang ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan
sesuai ketentuan teknis sesual dengan ketenluan peraturan
perundang-undangan;

f) kegiaian mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan
scrta menanam atau memelihara pepohonan di dalam EKOP
tidak boleh melebihi balas ketinggian KKOP; dan

g) Ketentuan Khusus KKOFP lainnya memperhatikan ketentuan
teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.

2, Kawasan pertambangan mineral logam yang berada dalam
Kawasan rawan bencana gempa bumi bngkal lingg dengan
memperhatikan:

a) pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa bumi
mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa scsuai
dengan analisis risiko bencana;

b} pengendalian pembangunan pada dacrah pernah terdampak
gempa  wajib melakukan  penguatan  bangunan  menjadi
bangunan tahan gempa,;

c] pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur
evakuasi;

d] penetapan tempat evakuasi yvang aman dan mudah diakses;
dan

'lr\.:.

e] ketentuan pembangunan sarana dan pmsﬂ,rana I-L-:rgmtan ——
pertambangan mineral logam dalam Kdwasan rawan benicana “-‘_‘."“;;:;'1

gempa bumi lainnya dilakukan sesuai ketenfuan perafuran = 2
perundang-undangan. IL-" i —— s

i KE QD RASAG T
100 .r:__'il,'_-i.l._l|i..l:_',.'|-\:.p. SEKSI




3. Kawasan pertambangan mineral logam vang berada dalam

Kawasan rawan  bencana  bamgir tingkat  tinggl  dengan

memperhatikan:

a| elevasi lantai bangunan harus lebih tinggi dari elevasi banjir;

b} sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi
serta dapat menampung debit air maksimal;

¢} kelersediaan kolom retensi dan detensi di setiap Kawasan
rawan bencana banjir;

d} penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi
intensitas curah hujan tinggi;

e} menyvediakan Jalar Evakuasi Bencana; dan

[] konstruksi bangunan sarana dan prasarana pertambangan
mineral logam lainnya di Kawasan rawan bencana banjie
bandang memperhatikan ketentuan teknis sesuan peraturan
perundang undangan.

Kawasan pertambangan mineral logam yang berada dalam

Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggl dengan

memperhatikan:

a) penvediaan sarana dan prasarana drainase yang terintegrasi
dengan sistem drainase sckitarnya,

b} tidak melakukan kegiatan pembangunan yang memicu
terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada keminngan
di atas 40 [empal puluh) persen;

o] pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak
aman dari tebing yvang tidak boleh dilakukan pembangunan
sarana dan prasarana kegiatan penambangan;

d) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;

e} penyvediaan RTH sebagai dacrah penyangga; dan

I konstruksi bangunan sarana dan prasarana perlambangan
mineral logam lainnya di Kawasan rawan bencana banjir
bandang memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan
perundang-undangan.

Kawasan pertambangan mincral logam yang berada dalam

Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkal linggi dengan
memperhatikan:

a) unil bangunan dilengkapi dengan retaining wall konstruksi
beton bertulang dengan kekuatan sesuai menahan longsoran
dan posisi legak lurus terhadap kemungkinan arah aliran
sedimen untuk mengurang kekuatan aliran,

b} bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah
berlawanan dari aliran sedimen;

c} tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah, r.lre-nga,n ahrﬂ:}“
sedimen; DM snoan :

AR

d] pemotongan atau pengurukan tanah :LH.U.'L&_].E:lJih_‘LEndHh :iﬂ.n_
diperlkuat dengan dinding beton bertulgrg--+

MHAar

e] pembangunan dan rekayasa teknis h::hgh:h-&ﬂi penahan tebing
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fj pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak
aman dan lebing yang tidak boleh ada pembangunan di area
terschut;

gl tidak melakukan kegiatan pembangunan yang memicua
terjadinya bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan
di atas 40 (empat puluh) persen;

h) menyediakan jalur evakuasi; dan
i} penyediaan RTH sebagai daerah penyvangea.
Kawasan pertambangan mineral logam yang berada dalam

Kawasan rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan
memperhatikan:

a) unil bangunan dilengkapi dengan retaining wall konstruksi
beton bertulang dengan kekuatan sesual menahan longsoran
dan posisi tegak lurus lerhadap kemungkinan arah aliran
sedimen untuk mengurang kekuatan aliran,

bl bangunan dilengkapi pintu evakuasi darural dengan arah
berlawanan dari aliran sedimen;

c) pcmasangan rambu zona sesar aktif dan fl:eneta]:ran jarak
aman dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area
tersebut;

d] penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;

c] penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan

fi pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur
evakuasi.

Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada
pertambangan mineral logam memperhatikan:

al pengendalian pengsunaan air bawah Lanah;

b} perlindungan Kawasan resapan air darn  kemungkinan
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

c) pembatasan pengembangan permukiman kepadatan tingg,
kepadatan sangat tinggl dan sarana prasarana kegiatan
pertambangan mineral logam;

d] pengembangan sumur resapan dan biopori terutama Kawasan
terbangun; dan/atan

g] perluasan RTH.

Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yang bertampalan dengan

Kawasan pertambangan mineral logam memperhatikan ketentuan

teknis sesuai peraturan perundang-undangan,

Ketentuan Khusus Kawasan karst yang beriampalan pada
pertambangan mineral logam memperhalikan:

a} perlindungan Kawasan karst dar kKemungkinan pencemaran

dan  perusakan lingkungan hidup alubﬂ,{. .liﬂgi.ﬂ mm e
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. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang KKOP fercantum dalam Lampiran XX vang
merupakan bagian tidak lerpisahkan dan Peraturan Daerah ina;
Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Ehusus
rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam
Lampiran XXII wvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini;

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencanad Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran
XXMl wang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan
Daerah it

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Peola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran
XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini; dan

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXV
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

{4} Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pembangkitan tenaga lisirik dengan
kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:

1.
2.
3.

kegiatan pembangkit tenaga listrik;
kegiatan pengembangan RTH; dan

kegialan pengembangan
pembangkit tenaga listrik.

sarana dan prasarana  penunjang

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri

atas:

1. pembangunan  perkanloran vang mendukung  Kawasan
pembangkitan tenaga histnk;

2, kegiatan transportasi pendukung Kawasan; dan

3. semua kegiatan vang tidak berbahaya, berisiko kebakaran dan

ledakan atau eksplosif.

c. kegiatan Pemanlaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi

kegiatan yvang mengganggu dan menghambat aktivitas operasional
pembangkitan tenaga listrik;

sarana dan prasarana minimal Kawasan pembangkitan tenaga listrik,
lerdiri atas:

1. menvediakan sistem mitigasi kcbakaran aktlil sesual dengan

persyaratan dan ketentuan,

2. Tlasilitas perkantoran;

3. jaringan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

4. penyediaan air minum dan sistem sanitasi;
5. fasilitas keselamatan kerja; dan
f. Jalur Evakuasi Bencana.
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ketentuan lain yang dibuluhkan sarana dan prasarana kegialan

operasional pembangkit tenaga listrik sesual ketentuan peraturan

perundang-undangan;

ketentuan  intensitas  Pemanfaatan Ruang pada  Kawasan

pembangkilan lenaga listrik, mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan;

Ketentuan Khusus dalam Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang

berada dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi

dengan memperhatikan:

. penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;

2. penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi dan/atau
memiliki sistem informasi peringatan dini melalui instansi terkait;
dan

3. jalur dan Tempat Evakuasi Beneana.

. Ketentuan Khusus Kawasan scmpadan vang bertampalan dengan

Kawasan pembangkitan tenaga listnk memperhatlikan ketentuan
teknis sesuai peraturan perundang undangan;

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam
Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan darn
Peraturan Daerah ini; dan

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran
XMIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 89

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf [, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan, terdiri atas:

Mook W N

bangunan industri;

infrastrukiur yang menunjang kegiatan industri;
pergudangan dan terminal barang;

permukiman untuk pekerja industri;
perkantoran indusiri;

jasa penunjang kegiatan industri; dan
pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolchkan bersyarat, lerdin atas:

1.

kegiatan penunjang yang mendukung kegiatan indusiri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengubah

fungsi utama Kawasan Peruntukan Industri; _ o S
objelk/bangunan cagar budaya eksisting jaﬁgﬁ ﬁg‘jﬂh dirftepka.n_""l e
ataupun akan ditetapkan; dan Tt At B i
kegiatan pertahanan dan keamanan, serts : __I_;:Elju:mps.lan h:ngl'-’-t,ﬂla:__lT =
pertahanan untuk kebutuhan darurat dan rq'|1t,1_gfi_.ml_:r:..EEana, sesual _I ,

dengan ketentuan perundang-undangan.
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c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan
vang dapat menggangsu kegiatan industri dan penunjang kegiatan
indusatr;

d. kelentuan sarand dan prasarang minimum dalam Kawasan Peruntukan
Industri, terdiri atas:

1. jaringan jalan khusus dalam Kawasan Peruntukan Industri;

2. pengolahan dan pengelolaan limbah industri, limbah berbahaya dan
beracun, prasarana sanitasi, penyaluran tenaga listrilc,
telekomunikasi, air bersih, baik secara mandiri maupun dari
pemernintah Kabupaten;

3. ruang cvakuasi, jalur evakuasi dan prasarana mitigasi bencana
lainnya; dan

4. sarana lainnyva yang dibutuhkan untuk kegiatan dan pengembangan
Kawasan Peruntukan Industri, dengan mengacu pada ketentuan
peraluran perundang-undangan.

e. ketentuan intensilas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Peruntukan
Industri, mengacu pada keteniuan peraturan perundang-undangan
dan/atau diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

f. ketentuan lain yang dibutuhkan, terdiri atas:

1. selama Kawasan belum digunakan untuk kegiatan industri, pemilik
tanah masih dapat meneruskan usaha yang telah diselenggarakan;

2. wajib memenuhi  penyediaan RTH sesuai ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

3. pemerintah wajib menyediakan prasarana di luar dan menuju
Kawasan Peruntukan Indusiri serta mempromosikan Kawasan
kepada investor baik dalam maupun luar negeri;

4, perusahaan Kawasan wajib memiliki persetujuan  prinsip dan
dolkumen  kelengkapan  lainnya sesual  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

5. jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui Kawasan
Peruntukan Industri harus mengikuti  ketentuan  peraluran
perundang undangan.

6. pembangunan Kawasan Peruntukan Industri perlu memperhatikan
Kawasan budidaya lainnya wvang memiliki potensi pengembangan
ckonomi schagai bahan baku komeditas yang dapal dikembangkan;
dan

7. Kawasan Peruntukan Indusiri vang pada kondisi eksisting berupa
lahan pertanian dipcrsyaratkan dengan ketentuan kegiatan industri
manufaktur dan industri lainnya, secara lerbatas hanya sebesar 40%
[empat puluh persen) dari luas KPI, dengan syarat perolehan bahan
balku pada Kawasan sekitar.

g. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Peruntukan Industri terdiri HER: e

1. Ketentuan HKhusus KEKOP yang bertampalalt* pﬁp@g: Hawagsan I
Peruntukan Industri, memperhatikan: L _ TouAd D BERSA I-|ﬂr‘mr|
| &=

a) Kawasan di selkatar alat bantu navigasi pehﬁt‘uﬁﬂgﬂn merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dan KKOP; E TR IRl T

— T L .
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b} pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap bagian
dalam KKOP yang terbag dalam Kawasan ancangan pendaratan
dan lepas landas, Kawasan di bawah permukiman horizontal
dalam, Kawasan di bawah permukaan kerucut dan Kawasan di
bawah permukaan horizontal luar sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak
tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan yang
diperuntukkan bagi kesclamatan operasi penerbangan dan benda
tambuh  vang tidak membahayakan kesclamatan operasi
penerbangan;

d} pada Kawasan kemungkinan bahaya  kecclakaan  lidak
diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah
tingkat fatalitas apabila lerjadi kecelakaan pesawat;

e} penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap Kawasan yang
ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangarn,

f)} kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan
serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak
boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan

gl Ketentuan Khusus KKOP lainnya memperhatikan  ketentuan
teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kawasan Perunlukan Industri vang berada dalam Kawasan rawan

bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:

a) pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa bumi
mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai
dengan analisis risiko beneana;

b} pengendalian pembangunan pada daerah pernah terdampak
gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan
tahan gempsa;

c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi,

d] penetapan tempat evakuasi yvang aman dan mudah diakses; dan

e] ketentuan pembangunan sarana dan prasarana kegiatan industri
dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi lainnya dilakukan
sesuai kelentuan peraturan perundang-undangan,

Kawasan Peruntukan Industri yvang berada dalam Kawasan rawan

bencana banjir tingkat tinggi dengan memperhatikan:

a)] penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi
intensitas curah hujan tingg;

b) sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi
serta dapat menampung debit air maksimal;

¢} ketersediaan kolom retensi dan detensi; SR NP AL SR R

e L

d) elevasi lantai bangunan harus lebih tinggi dl;tﬂ el.eva.m I;:*an_]m, _i--__! -E'-HA-* I

e] menvediakan Jalur Evakuasi Bencana; dﬂn| SEnCA

-

f) konstruksi bangunan sarana dan pmﬁm'anja_l-ﬁxrééan Peruntukan

L'

Industri lainnya di Kawasan rawan hf'f!p_fﬁnﬁ_q Thapjir bandang

e o o T
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memperhatikan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-

undangan,

4, Kawasan Peruntukan Indusiri yang berada dalam Kawasan rawan
bencana banjir bandang tingkat tngegl dengan memperhatikan:

a)

b)

c)

d]

penyediaan sarana dan prasarana drainase yang terintegrasi
dengan sistem drainase sekitarnya;

ketersediaan kolam retensi dan detensi:

pemasangan revetment di sungal vang berfungsi sebagai tanggul di
dalam dan/atan sekitar Kawasan Peruntukan Industri;

tidak melakukan kegiatan pembangunan yang memicu lerjadinya
bencana gerakan tanah, teralama pada kemirnngan di atas 40
[empatl puluh) persen;

pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak

aman dari tebing vang tidak boleh ada pembangunan Jdi area
terscbut;

menyediakan Jalur Evakuaasi Bencana;

penyediaan RTH sebagai daerah penyangga; dan

konstruksi bangunan sarana dan prasarana Kawasan Peruntukan
Industri lainnya di Kawasan rawan bencana banjir bandang
memperhatikan ketentuan teknis sesual peraturan perundang
undangan.

5. Kawasan Perunlukan Industiri yang berada dalam Kawasan rawan
bencana lanah longsor tingkat tinggl dengan memperhatikan:

)

b)
c)
d)

)

h)
i

unit bangunan dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton
bertulang dengan kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi
tegale lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk
mengurangi kekuatan aliran;

bangunan dilengkapi pintu cvakuasi darurat dengan arah
kerlawanan dar aliran sedimen;

tidak ada bagian lerbuka bangunan yang searah dengan aliran
aedirmen:

pemolongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dan
diperkuat dengan dinding beton bertulang;

pembangunan dan rekayasa feknis bangunan penahan tehing
sesuai kondisi tanah dan kemiringan lereng;

pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak
aman dar lebing vang tidak boleh ada pembangunan di arca
tersetnt;

tidak melakukan kegiatan pembangunan yang memicu terjadinya
bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40
([empat puluh] persen;

menyediakan jalur evakuasi; dan EIE MR PR

penyediaan RTH scbagai daerah penyangga; - oot

LRCE BN T = I

6. Kawasan Peruntukan Industi vang berada ﬂ_lr:}_m I{Hw:a:aan—rmvﬂﬂ

bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan mem

a)

l'iﬂhl-;aﬂ.-_

L Tk e
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-

unit bangunan dilengkapi dengan retaini
bertulang dengan kekuatan sesuai menah
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tegak Turus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk
mengurangi keluatan aliran;

b} bangunan dilengkapi pintu cvakuasi darurat dengan arah
berlawanan dari aliran sedimen;

¢} pemasangan rambu zona sesar aktif dan penelapan jarak aman
dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di area lersebut;

d) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
€] menyediakan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan

) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur
evalouasi;

7. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada
Kawasan Peruntukan Industri memperhatikan:

a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;

b} perlindungan Kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup;

c}] pembatasan pengembangan sarana dan prasarana  kegiatan
industri;

d] pengembangan sumur resapan dan biopori terutama terbangun;
dan /fatau

] perluasan RTH.

8. Ketentuan EKEhusus Kawasan sempadan vang bertampalan dengan
Kawasan periambangan mineral non logam memperhatikan
ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan; dan

9. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara
yvang bertampalan pada Kawasan Peruntukan Industri
memperhatikan ketentuan teknis sesuai  peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daecrah ini;

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran
XXIT yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah
ini;

Ketentuan Khusus ini dipambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran
XXIII yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini;

Ketentuan EKhusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran
XXIV vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
nl:

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam PE,LQ'J'_"@EW ‘Khusus “

rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan lni@ml{d‘an ~“batubara

tercantum dalam Lampiran XXVI yang mefupakan bagian tidak

g TRO A B R R,

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. | iEisiEwN
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Pasal 90

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata dengan kode W scbagaimana
dimaksud dalam Pasal #3 huruf g, melipuli:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:

1. pengembangan kegiatan atraksi dan daya tarik wisata meliputi wisata
alam, wisata buatan, wisata budaya dan scjarah, dan wisala lainnya
yvang tidak mengubah bentang alam;

2. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan
alaupun akan ditetapkan;

3. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan
Pariwisata;

4, penvediaan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Pariwisata;

5. kegiatan wisata alam, ekowisata, agrowisata, scjarah dan budaya, dan
desa wisata;

6. kegiatan ekonomi kreatil sebapgai pendukung kegiatan pariwisata,
sentra industri kecil;

7. kegiatan pertanian, perkebunan, dan hortikultura; dan

8. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapal meningkatkan
fungsi Kawasan Pariwisata.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan bersyarat, terdin atas.

1. kegiatan lainnya baik budi daya dan lindung vang telah berkembang
secara harmonis dengan kegiatan kepariwisalaan,

2. alih fungsi Kawasan Pertanian tanaman pangan vang memiliki nilai
produktivitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

3. pengembangan kegiatan industri kecil sebagal penunjang pariwisata
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pengembangan fasilitas kegialan perdagangan dan jasa yang saling
menunjang dengan Kawasan wisata seperti fasilitas rapat [meetings,
incentives conferences and exhibitions);

5, pengembangan RTH;

6, pengembangan ruang terbuka non hijau (pleza), tempat olahraga
findoor dan ouldoor),

7. kegiatan pengembangan permukiman yang tidak mengubah dan atan
mengganggu fungsi Kawasan Pariwisala dengan persyaratan teknis
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. kegiatan pengembangan jaringan prasarana transportasi, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jarnngan
persampahan, jaringan evaluasi bencana dan  drainase dengan
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. pemanfaatan Badan Air, sempadan, perkcbunan, pertamian, dan
permukiman yvang dapat dimanfaatkan untuk ]:rp;pgqu;tﬂnﬁan obiek'™”, .. .
wisata dengan memperhatikan daya dulangg dan days tampung 07
lingkungan hidup, mitigasi bencana, dafi _}qclercfngan dcﬂgan_"i'“'t"_“'
persyaratan teknis sesuai ketentuan peratura.d-pemndmg—tmda&agmz;—— *
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11.

kegiatan pertahanan dan keamanan, serta poenempatan logistik
pertahanan untuk kebutuhan darural dan mitigasi bencana, sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan; dan

kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serla
kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak
mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata.

kegiatan Pemanfaalan Ruang yang tidak diperbolchkan, meliputi
kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hurul b, yang
dapat menggangsu atau menurunkan kualitas Kawasan Pariwisata.

ketentuan sarana dan prasarana minimal Kawasan Pariwisata, terdiri
atas:

1.

sarana pendukung kegiatan pariwisala sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

penunjuk arah/papan informasi daya tarik wisata dan penanda
informasi lainnva;

tempat evakuasi dan Jalur Evakuasi Bencana, dan

sarana dan prasarana lainnya sesuai kelentuan peraturan
perundang-undangan.

ketentuan lain yang dibutuhkan, terdir atas:

p

ol

£,

Kawasan Pariwisata di Kawasan perkotaan diintegrasikan dengan
RTH;

2

terintegrasi harmonis dengan Kawasan Permukiman yang telah ada;

pengembangan scria pemanfaatan potensi alam dan budaya setempatl
sesuai daya dukung, dava tampung lingkungan, perlindungan situs
warisan budayva setempat;

terintegrasi harmonis dengan Kawasan Permukiman yang telah ada;
pengembangan kegiatan industri yang tidak mengganggu [ungsi
utama Kawasan Pariwisata wajib memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait; dan

penerapan ciri khas arsitckiur lokal pada setiap bangunan akomodasi
dan fasilitas pendukung maupun penunjang pariwisata.

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisala,
terdiri atas :

6,

KDB maksimum 50% (lima puluh perscny;
KLB maksimum 0,7 (nol koma tujuh);

2
3. KEDH minimum 30% (tiga puluh persen)|;
4.
o5

KWT maksimum 50% (lima puluh persen,

tinggi bangunan maksimum 12 [dua belas] meter atau maksimum 3
{tiga) lantai; dan

B T A TR himn

ketentuan intensitas lainnya mengikuati _icé’tﬁntuﬁh _‘pﬁra‘mrm“ thL

perundang- undangan yvang berlaku. Te. A dal e

Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pariwisata terdiri at:a_s

1.

e
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Ketentuan Khusus KKOP vang bertampalan padﬁ'i{ﬁhfasan Pa.mmaa{a
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a) Kawasan di sckilar alat bantu navigasi penerbangan merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dari KKOP;

b} pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap bagian
dalam KKOP vang terbagi dalam Kawasan ancangan pendaratan
dan lepas landas, Kawasan dibawah permukiman horizontal
dalam, Kawasan di bawah permukaan kerucut dan Kawasan di
bawah permukaan horizontal luar sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak
tertentu scsual ketentuan hanya digunakan untuk bangunan yang
diperuntukkan bagi keselamatan operasi pencrbangan dan benda
tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi
penerbangan;

d) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak
diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah
tingkat fatalitas apabila terjadi kecclakaan pesawat; dan

e] penggunaan lanah, perairan atau udara di seliap Kawasan yang
ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan teknis secsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

[ kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan
serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak
boleh melehihi batas ketinggian KKOP; dan

g] Ketentuan Khusus KKOP lainnya memperhatikan ketentuan leknis
sesuai ketentuan perundang-undangan,

. Kawasan Pariwisata yang berada dalam Kawasan rawan bencana

pempa bumi lingkat tinggi dengan memperhatikan:

a) sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata pada daerah
pernah terdampak gempa wajib melalkukan penguatan bangunan
menjadi bangunan tahan gempa;

b penvediaan sistemn deteksi peringatan dini gempa bumi;

¢) penetapan tempat dan jalur cvakuasi vang aman dan mudah
diakses oleh wisatawan;

d] pengendalian pengembangan sarana dan prasarana penunjang
kegiatan wisata mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan
gempa scsuai dengan analisis risiko bencana; dan

e) ketentuan pembangunan sarana dan prasarana kegiatan wisata
dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi lainnya dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Kawasan Pariwisata wvang berada dalam Kawasan rawan bencana

banjir tingkat tinggi dengan memperhatikan:

a) elevasi lantai bangunan sarana dan prasarana wisata harus lebih
tinggi dari elevasi banjir; S A

PSS,

b] penyediaan sarana peringatan dini dan pcmbtqﬂn informasi
intensitas curah hujan tinggi; v

¢] sistem jaringan drainase harus dapat hfrﬁ.mgm. dan t{ erkoneksi

serta dapat menampung debit air makslma]l,j FE i e
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d] pemasangan revetment di sungai vang berfungsi sebagai tanggul
didalam dan/atau disekitar Kawasan wisata;

¢} menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; dan

fi konstruksi bangunan sarana dan prasarana wisata lainnyva di
Kawasan rawan bencana banjir memperhatikan ketentuan teknis
gesuai peraturan perundang-undangan.

Kawasan Pariwisata vang berada dalam Kawasan rawan bencana

gerakan banjir bandang tinggl dengan memperhatikan:

a) unit bangunan wisata dilengkapi dengan retaining wall konstruksi
beton bertulang dengan kekuatan sesuai menahan longsoran dan
posisi tegak lurus lerhadap kemungkinan arah aliran sedimen
untuk mengurangi kekuatan aliran;

b} bangunan dilengkapi pintu cvakuasi darurat dengan arah
berlawanan dari aliran sedimen;

] pemolongan atau penpgurukan tanah harus lebih rendah dan
diperkuat dengan dinding beton bertulang;

d} pembangunan prasarana dan sarana drainase yang scsuai
kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan
Kawasan terbangun;

e] pembangunan dan rekayvasa tcknis bangunan penahan (ebing
sesuai kondisi tanah dan kemiringan lereng;

f) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak
aman kegiatan wisata dari lebing vang tidak boleh ada
pembangunan di arca tersebul;

g} tidak melakukan kegialan pembangunan sarana dan prasarana
wisata yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah, terutama
pada kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen;

h) menyediakan jalur evakuasi; dan

i) penvediaan RTH sebagai daerah penyangga,

Kawasan Pariwisala yang berada dalam Kawasan rawan bencana

sesar aktif tingkat tinggl dengan memperhatikan:

a) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah
berlawanan dari aliran scdimen;

h] pemasangan rambu zona sesar aktif dan penetapan jarak aman
dari lebing vang tidak boleh ada pembangunan di area tersebut;

] penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;

d) menyediakan jalur dan Tempal Evakuasi Bencana; dan

£} pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalar
cvaliuasi;

Hetentuan Khusus Kawasan Pariwisata yang berada dalam Kawasan
rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi dengan memperhankan

]

a) penyvediaan sistem deleksi peringatan dind bﬁnesma

b} jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan | o 0o

c] pocmasangan papan informasi bahaya, Tﬂb‘nﬁu hahaya dan Jalur
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(1)

7. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan wyang bertampalan pada
Kawasan Pariwisala memperhalikan ketentuan teknis  scsuai
peraluran perundang-undangan; dan

8. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yvang bertampalan pada
Kawasan Peruntukan Industri memperhatikan:

a] pengendalian penggunaan air bawah tanah;

b} perlindungan Kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup;

¢] pembatasan pengembangan sarana dan  prasarana  kegiatan
industri;

d) pengembangan sumur resapan dan biopori terulama lerbangun;
dan/atau

e} perluasan RTH.

9. Ketenluan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara
yang bertampalan pada Kawasan Pariwisata memperhatikan
ketentuan teknis sesual peraturan perandang-undangan.

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran
XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
1mi;

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam pela Ketentuan Ehusus
rencana Pola Ruang Kawasan resapan air lercantum dalam Lampiran
MXIT yang merupakan bagilan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
11}

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran
XXIV vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini;

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXV vang
merupakan bagian lidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan

- Kelentuan Khusus ini digambarkan dalam pela Ketentuan Khusus

rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan minceral dan batubara
tercantum  dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman dengan kode PM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf h, mehputL

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman’’ pe‘ﬂmmaﬂ dtngﬂn
kode PK: dan ' Ex

| L

b. Ketentuan Umurm Fonasi Kawasan l’emlul-:uhsm Lrﬂ:;um;m cl::ngg,u____’_

kode PID. L.-l: IATEMN

s ket o U1 ]
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(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode
PK scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan
ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan terdiri atas:

.

pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman;
dan

pembangunan dan pengembangan sarana  pelayanan  uamuam,
bangunan prasarana penuanjang permukiman perkotaan,
perdagangan dan jasa, perkantoran, RTH, dan ruang terbuka non
hijau.

kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan bersyarat terdiri
Aatas:

kegiatan industri kecil dengan syaral lidak mencemari lingkungan,
dan dilengkapi dengan kajian pendukung lainnya  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan
pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat
tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non
tempal tinggal;

pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah serta daur
ulang dengan syarat tidak menggangsu kegiatan tempal tinggal
dan kegiatan non tempat tinggal;

. bangunan ketenagalisirikan dan instalasi listrik sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

. sarana transportasi untuk menunjang pertumbuhan  wilayah

sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

. cagar budaya, dan kegiatan wisata beserta bangunan sarana

kepariwisalaan;

kegiatan pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan,
perikanan  budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi
utama permukiman perkotaan; dan

kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempalan logistik
pertahanan untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana,
sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

kegiatan Pemanlaatan Ruang vang tidak diperbolehkan terdiri atas:

1.
2.

kegiatan industr skala besar,

kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak
pada lingkungan permukiman perkotaan; dan

. kegiatan yvang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur

Ewvalmasi Bencana,

ketentuan sarana dan prasarana  minimal untuk  Kawasan
Permukiman perkotaan terdin atas;

| 3
2.

dilengkapi dengan sarana permukiman v ar;g_c?::pan:lu
prasarana dan utilitas permulaman n‘u:hp'l.th _-]-H.IJII{;HII—FI.LH.IL-

jaringan energi, jaringan air minum, jdarEgan telekomunikasi, |

sistem pengolahan air limbah, janngan d.I:EIIIE.EL. clan Ja.n.ngan | f.
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£

3.

ETH:

4. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana dan prasarana penunjang

mitigasi bencana; dan

. penyediaan sarana dan  prasarana  minimal sebagaimana

dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat)
mengacu pada standar pelayanan minimum dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

intensitas  Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman
perkotaan, terdiri atas :

1.

2.

?1

ketentuan KDB, KLB, KDH diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati;

ketentuan tinggi bangunan dan GSB/GSJ diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupali;

KWT dalam Kawasan Permukiman perkotaan maksimum 70%

{tujuh puluh persen) dari luas Kewasan perkotaan dan diatur

lekih lanjut dalam Peraturan Bupati;

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 ([satu)

sampai dengan angka 3 (tiga), menyesuaikan kondisi eksisting

lingkungan permukiman dan sesuai  ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

pada Kawasan Permukiman perkolaan yang tidak tercakup dalam

Peraturan Bupati tentang RDTR, intensitas Pemanfaatan Ruang,

terdiri atas:

4) KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);

b} KLB maksimum 1,5 (satu koma lima);

¢} KDH minimum 10% (sepuluh persen);

d) KWT maksimum 60% [enam puluh persen);

e] tinggi bangunan maksimum 10 (sepuluh) meter atau
maksimum 3 (tiga) lantai; dan

f ketentuan intensitas lainnya mengikuti kelentuan peraturan
perundang-undangan yvang berlaku.

ketentuan lain dalam Kawasan Permukiman perkotaan yang dilewati
sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti
ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Ketentuan Khusus untuk Kawasan Permukiman perkotaan terdiri
alas:

14

Ketentuan Khusus KKOP yang bertampalan pada Kawasan
Permukiman perkolaan dengan memperhatikan:

a) Kawasan di sckitar alat bantu navigasi penerbangan
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari KKOF;

bl pendirdan bangunan harus memenuhi ketentuan tap-tiap

bagian dalam KKOP yang terbagi dalam Kawagan. ancangan
pendaratan dan lepas landas, Kawasmﬂlhawah permukiman
horizomtal dalam, Kawasan di bawah permulman kerucut dan -

Kawasan di bhawah permukaan ﬁg[j.mntai luar sesuai

ketentuan peraturan pﬂrUﬂdHng-undﬂi‘lgﬁﬁ.}: S
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c} pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak
tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan
yvang diperuntukkan bagi kesclamatan operasi penerbangan
dan henda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan
oporasi penerbangan;

d) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tHdak
diperkenankan mendirikan bangunan yvang dapat menambah
tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat; dan

e] penggunaan tanah, perairan atau udara di sefiap Kawasan
vang diletapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyvaratan
sesual kelentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f] kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan
serta menanam atau memelihara pepohonan 41 dalam KKOP
tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan

g] Ketentuan Khusus KKOP lainnya memperhatikan ketentuan
teknis sesuai kelentuan perundang-undangan.

Kawasan Permukiman perkotaan vang berada dalam Kawasan

rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, memperhatikan:

al penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;

b} permukiman dan sarana dan prasarana penunjang pada
daerah pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan
bangunan menjadi bangunan tahan gempa;

¢} penvediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi;

d] penetapan tempat dan jalur evakuasi yvang aman dan mudah
diakszes: dan

e] ketentuan pengembangan Kawasan Permukiman perkotaan
lainnya dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Permukiman perkotaan vang berada dalam Kawasan

rawan bencana banjir tingkat tinggi, dengan memperhatikan:

a] penvediaan sarana peringatan dini dan pemberian inlormasi
intensitas curah hujan tinggi

bl penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang
terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;

c) sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi
serta dapat menampung debit air maksimal,

d] elevasi lantai bangunan harus lebih tinggi dari clevasi banjir;

e] pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam
pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan
biopori;

fj menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; dan %

g konstruksi bangunan di Kawasan rawan bencana Eﬁﬁji.r_.-"'_'.'i‘.‘_'.".‘f_.“
lainnya memperhatikan ketentuan 'I:ﬂkms_ 3&51.1:11 pefaturdn  }' 720
perundang-undangan. A Bt
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4, Kawasan Permukiman perkotaan vang berada dalam Kawasan

rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, dengan

memperhatikan:

a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang
terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;

b) ketersediaan kolarmn retensi dan detensi di setiap Kawasan
rawan bencana banjir bandang;

c) tidak melakukan kegiatan pembangunan yang memicu
terjadinya bencana gerakan tanah, lerutama pada kemiringan
di atas 40 [empat puluh) persen;

d) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penctapan jarak
aman dari tebing vang tidak boleh ada pembangunan di area
tersebut;

¢) pemasangan revetment di sungai yang berfungsi sebagai
Langgul;

f} menyediakan Jalar Evakuasi Bencana;

gl penyediaan RTH sebagai daerah penyangga: dan

h) konstruksi bangunan di Kawasan rawan bencana banjir

bandang lainnya memperhatikan ketentuan teknis sesuai
peraturan perundang-undangan.

. Kawasan Permukiman perkotaan vang berada dalam Kawasan
rawan bencana tanah longsor tingkat tinggl, dengan
memperhatikan:

a) pengendalian perluasan atau penambahan banpunan hunian
beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial
ekonomi;

bl unil bangunan dilengkapi dengan retaining wall konstruksi
beton bertulang dengan kekuatan sesuai menahan longsoran
dan posisi legak lurus terhadap kemungkinan arah aliran
sedimen untuk mengurang kekuatan aliran;

c] pemotongan atau pengurukan tanah harus lelnh rendah dan
diperkuat dengan dinding beton bertulang;

d} pembangunan prasarana dan sarana drainasc yang scsuai
kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan
Kawasan terbangun;

¢} pengembangan rekayasa teknis berupa konstruksi bangunan
pcnahan dinding lereng;

f] pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak

aman dari tebing vang tidak boleh ada pembangunan di area
tersebut;

g] tidak melakukan kegiatan yang memicu terjadinya bencana

gerakan tanah, terutama pada kemiringan di atas 40 [empal
..: -|||. )

puluh) persen; DRNAD BATAN Kak

h) menyediakan jalur evakuasi; dan T e AR

i} penyediaan RTH sebagai daerah pE.'ﬂj"ELI:‘...@-}.;;.:k.
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6. Kawasan Permukiman perkotaan yang berada dalam Kawasan
rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi dengan memperhatikan:

a)

b}
c)
d)

pemasangan rambu zona sesar aktil dan penetapan jarak aman
dari tebing vang tidak boleh ada pembangunan di oarea
tersebut;

penyediaan sistem detcksi peringatan dini bencana;
menyediakan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur
evakuasi;

7. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada
Kawasan Permukiman perkotaan memperhatikan:

a)
b

c)
dj

e

pengendalian penggunaan air bawah tanah;

perlindungan Kawasan resapan air  dari  kemungkinan
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

pembatasan pengembangan permukiman kepadatan tinggl dan
kepadatan sangat tinggi;

pengembangan sumur resapan dan bilopori lerulama Kawasan
Permukiman lerbangun; dan/atau

perluasan RTH.

#. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan vang bertampalan pada
Kawasan Permukiman perkotaan, terdiri alas :

4
b)

c)

d)

gl
h]

il

K]

lidak diperbolehkan mendirikan bangunan baru;

diperbolehkan secara terbatas dan bersyaral uniuk kegiatan
perdagangan secara terbatas, seperti SPBU nelayan, pedagang
kaki lima (PKS5S), didahului dengan perencanaan teknis dan
kajian lingkungan;

diperbolehkan sccara terbatas untuk kegiatan ruang terbuka
non hijau seperti plaza, tempat/taman bermain dan sejenisnya,
vang tidak merusak Badan Air dan lingkungan sekitar, sesuai
keteniuan peraturan perundang-undangan;

memperhatikan fungsi Kawasan sempadan;

tidak menutup bagian Badan Air dan tidak menutup akscs
Badan Air dan aliran air;

permukiman cksisting diizinkan bersyarat dengan tidak
menambah lunasan terbangun;

tidak diizinkan pendirian permukiman bary;
menyediakan prasarana pengendali banjir dan proteksi
Kawasan Permukiman ;

menyediakan sistem tanggap bencana dan Jalur Evakuasi
Bencana;

mengikuti ketentuan teknis perumahan dan  permukiman
perkotaan, sesuai ketentuan peraturan persndang- amd.la_ng&n

e L SRS o

Khu:-‘.u:-‘. Kawasan sempa.cla.n sebagmr:auﬂ'mtercantum cla.la.m
lampiran XXIV vang merupakan bagi w4erplsaﬁkan &a_n
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I] EADMS |_'|;‘. At ek

KA BT wASATG Ty

118 KASUBAG ! KA SEKSi -




9. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan energi dan mineral
vang bertampalan pada Kawasan Permukiman perkotaan
memperhatikan ketentuan tcknis sesuai peraturan perundang-
undangan.

h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Kelentuan Khusus
rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah inj;

i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam
Lampiran XXII vyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Dacrah ini;

j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran
XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini;

k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran
XXIV wang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini: dan

1. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara
tercantum  dalam Lampiran XXV] vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

{3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode
PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdin atas:

. pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman
dengan intensitas rendah sampai sedang; dan

2. pembangunan dan pengembangan sarana pelayanan umum,
bangunan prasarana  penunjang poermukiman  perdesaan,
perdagangan dan jasa, perkantoran dan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan bersyarat terdiri
atas:

1. kegiatan industri kecil dengan svarat tidak mencemari lingkungan,
dan dilengkapi kajian pendukung lainnyva sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2, pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan
pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat
tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non
tempat tinggal;

3. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah serta dauar
ulang dengan svaral tidak mengganggn kegiatan tempa_t tinggal
dan kegiatan non tlempat tinggal; R T :

4. bangunan ketenagalistrikan dan instalasg- l‘:sﬂ'ﬂ-& ‘sesuai dengan

syarat pengaturan jarak aman dengan ﬁ.'ltlg'&l huruaﬂ -dan tempat
kegiatan;

llg :._..- .\..";
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5. kegiatan pertanian, hortikultura, perkebunan, pelernakan,
perikanan budidaya dengan syarat tidak mengganggun fungsi
utama permukiman perkotaan;

6. objck/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan
ataupun akan ditetapkan;

7. kegiatan  pariwisata yang bersinergis dengan  Kawasan
Permukiman dengan svarat lidak mengganggu Masyarakat, tidak
mencemarn lingkungan; dan

8, kegatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik
pertahanan untuk kebutuhan dararat dan mitigasi bencana,
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang vang tidak diperbolehkan terdind atas;

1. kegiatan industri skala besar;

2, kegiatan perigahanan dan keamanan tertentu yvang berdampak
pada lingkungan; dan

3. Kegiatan vang menghalang) dan/atau menutup lokasi dan Jalur
Evakuasi Bencana, serta kegiatan yang mengganggu  fungsi
Kawasan Permukiman perdesaan.

. ketentuan sarana dan prasarana minimal uniuk  Kawasan

Permukiman perdesaan terdiri atas:

1. dilengkapi dengan sarana permukiman vang terpadu berdasarkan
standar pelavanan minimal sesual ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan,
jaringan energi, jaringan air minum, jaringan lelckomunikasi,
sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan
persampahan; dan

3. jalur dan Tempal Evakuasi Boencana,

ketentuan  inlensitas  Pemanfaatan Ruang dalam  Kawasan

Permukiman pedesaan, sebagaimana dimaksud pada bhurafl a, dan

huruf b, terdiri atas:

1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);

KLE maksimum 1,5 (satu koma lima);

£

KDH minimum 10% [sepuluh puluh persen);

2

KWT maksimum 60% [enam puluh persen);

[(#]1

tinggi bangunan maksimum 12 {dua bclas) meter atau maksimum
3 (tiga) lantai; dan

6. ketentuan  intensitas lainnya mengikuti ketentuan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

ketentuan lain dalam Kawasan Permukiman perdesaan vang dilewali
sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti
ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Ketentuan Khusus untuk Kawasan Permukiman  perdessan terdiri

atasa: L : e

1. Ketentuan Khusus KKOP wyang bertampalan —pade - Kawsasan

e
L
-

Permukiman perdesaan memperhatikan:

| sabis Bansx wakTos
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a) Kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan
merupakan bagian yang lidak terpisahkan dari KKOP;

b) pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap
bagian dalam KKOP yang lerbagi dalam Kawasan ancangan
pendaratan dan lepas landas, Kawasan dibawah permulaman
horizontal dalam, Kawasan di bawah permukaan kerucut dan
Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sesuai
kelentuan peraturan perundang-undangan;

¢)] pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak
terteniu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan
yang diperuntukkan bagi kesclamatan operasi penerbangan
dan benda tumbuh vang tidak membahayakan keselamatan
operasi pencrbangat,

d) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak
diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah
tingkal latalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat;

€] penggunaan lanah, perairan atau udara di setiap Kawasan
vang ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan
sesual ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

] kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan
gserta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP
tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan

g] Ketentuan Khusus KKOP lainnya memperhatikan ketentuan
teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.

. Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tingg yang
bertampalan  dengan Kawasan Permukiman perdesaan
memperhatikan:

a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;

b) permukiman dan sarana dan prasarana penunjang pada
daerah pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan
bangunan menjadi bangunan tahan gempa;

¢] penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi;

d) penetapan tempat dan jalur evakuasi yang aman dan mudah
diakses; dan

g} ketentuan pengembangan Kawasan Permukiman  perdesaan
lainnya dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang bertampalan

dengan Kawasan Permukiman perdesaan memperhatikan:

a) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi
intensitas curah hujan tinggi,;

b) penyediaan drainase dan dengan prasarana, pengendali banjir ,
vang terintegrasi dengan sistem drainase sekifarnya; | ' ':'._ i

c) sistem jaringan drainase harus dapat heFﬁmgsl dan tﬂrkﬂﬂﬂk“-“ t,m
serta dapat menampung debit air mﬂkslm-ﬂ.},. s S T "'"J_.

- 1'

EAalMs glilasy paaThE

=l A AL e

- i

K Bl WA Al Ty

121

SASUHAS WA SERS




d) clevasi lantai bangunan harus lebih tinggi dari elevasi banjir;
dan

€] konstruksi bangunan di Kawasan rawan bencana banjir
lainnya memperhatikan ketentuan teknis scsual peraturan
perundang-undangan.,

. Kawasan Permukiman perdesaan yang berada dalam Kawasan

rawan bencana banjir bandang tingkal tinggi, dengan

memperhatikan:

a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir yang
terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;

b} tidak melakukan kegiatan pembangunan yang memicu
terjadinya bencana gerakan lanah, terutama pada kemiringan
di atas 40 (empat puluh) persen;

c) pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak
aman dari tebing yvang tidak boleh ada pembangunan di area
tersebut;

d} pemasangan revetment di sungai vang berfungsi sebagai
Langaal;

e} menyediakan Jalhar Evakuasi Bencana;

Il penvediaan RTH sebagai daerah penyangga; dan

g) konstruksi bangunan di Kawasan rawan bencana banjir

bandang lainnyva memperhatikan ketentuan teknis scsuai
peraturan perundang-undangan.

. Kawasan Permukiman perdesaan yang berada dalam Kawasan
rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, dengan
memperhatikan:

a) pengendalian perluasan atau penambahan bangunan hunian
beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial
ekonomi;

b} unit bangunan dilengkapi dengan retaining wall konstruksi
beton bertulang dengan kckuatan sesuai menahan longsoran
dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran
sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;

c] pemotongan atau pengurukan tanah haras lebih rendah dan
diperkuat dengan dinding beton bertulang;

d) pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai
kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan
Kawasan terbangun;

¢} pengembangan rekayasa teknis berupa konstruksi bangunan
penahan dinding lereng;

f] pemasangan rambu zona gerakan tanah dan penetapan jarak

aman dari tebing yvang tidak bolch ada permnba s meeds oS s
tersebut: DEMAS Ba ah EamTOR PEMR AL e TR

: g A F
g] tidak melakukan kegiatan vang mcmi:.uuhﬁ&amm@la—m-{—d

gerakan tanah, terutama pada kemiringati“df atas 40 (empat

i

puluh) persen; ASISTEN

EANS BADAN RAMNTIE

Pk R mac-al T

1222 < aEURAG ' KA, SERS

il




h} menyediakan jalur evakuasi; dan

i} penyediaan RTH sebagai daerah penyangga,

Kawasan Permukiman perdesaan vang berada dalam Kawasan
rawan bencana sesar aktil lingkal Unggl dengan memperhatikan :

a) pemasangan rambu zona sesar aktif dan penetapan jarak aman
dan tcbing wvang tidak boleh ada pembangunan di area
terscbut;

b) penyvediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
c) menyediakan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan

d] pemasangan papan intormasi bahaya, rambu bahava, dan jalur
evalouasi:

Kawasan Permukiman perdesaan vang berada dalam Kawasan
rawan bencana likuefaksi tingkat tinggl dengan memperhatikan:

a) penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
b) jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan

c) pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur
evakuagi;

Ketentuan Khusus Kawasan resapan air vang bertampalan pada

Kawasan Permulaman perdesaan moemperhatikan:

a) pengendalian pengegunaan air bawah tanah;

b] perhndungan Kawasan resapan air dari kemungkinan
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup:;

c)] pembatasan pengembangan permukiman kepadatan linggi dan
kepadatan sangat tinggi;

d] pengembangan sumur resapan dan biopori terutama Kawasan
Permukiman terbangun; dan/atau

) porluasan ETH.

. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yvang bertampalan pada

Kawasan Permukiman  perdesaan memperhatikan ketentuan

teknis sesuai peraturan perundang-undangan;

a) memperhatikan fungsi Kawasan sempadan;

b} tidak menutup bagian Badan Air dan tidak menutup akses
Badan Mar dan aliran air;

¢ permukiman  cksisting diizinkan bersyarat dengan tidak
menambah luasan terbanguan;

d] tidak diizinkan pendirian permukiman bar;

e] menvediakan prasarana pengendali banjir dan proteksi
Kawasan Permmukiman ;

f} menyediakan sistem tanggap bencana dan Jalur Evakuasi
Bencana;

. . ; §TEREE. AL
g mengikuti ketentuan teknis perumahan ’mgﬁﬁwmrﬂ

perkotaan, sesuai ketentuan peraturan ]WA
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h} Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan
Khusus Kawasan sempadan sebagaimana tercanium dalam
lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan daerah ini.

10, Ketentuan Khusus Kawasan karst yang bertampalan pada

Kawasan Permuliman perdesaan memperhatikan:

a) perhindungan EKawasan karst dar kemungkinan pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup;

b] pengendalian perluasan  atau  pengembangan Kawasan
Permukiman beserta sarana dan prasarana pendukung
kegiatan sosial ekonomi;

c) pengendalian kegialan yang mengubah bentuk geologi tertentu
yang mempunyal manfaat untuk pengembangan  ilmu
pengetahuan;

d] pengembangan kegiatan pariwisata tanpa mengubah bentang
alarm,

¢] pengendalian kegiatan industri skala kecil dengan bahan baku

harus dari luar Kawasan dan tidak mengubah bentang alam;
dan

f} pengendalian kegiatan peternakan tradisional (bukan industiri)
yang mengelola limbah kotoran ternak.

11. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara
yvang bertampalan pada Kawasan Permukiman perdesaan
memperhatikan ketentuan teknis sesual peraluran perundang-
undangan.

. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam pela Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang KEKOFP lercantum dalam Lampiran XX yang
merupakan bagian tidak lerpisahkan dari Peraturan Daerah ini:

Ketentuan Khusus i digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
renicana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam
Lampiran XXl yang merupakan bagian tidak lerpisahkan dari
Peraturan Daerah ini:

Eetentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Kuang Kawasan resapan air lercantum dalam Lampiran
XXl wang merupakan bagian Udak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini;

- Ketentuan Khusus mi digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran
XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Dacrah ini;

Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang karst tercantum dalam Lampiran XXV vang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daensd Padpchirpismes
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Pasal 92

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Transportasi dengan kode TR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf i, meliputi:

a.

b,

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, yaitu kegiatan yvang
berkaitan dengan transportasi seperti Bandar Udara, dermaga,
pelabuhan  penyeberangan, pelabuhan laul, terminal penumpang,
terminal barang, dan sarana transportasi lainnya.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersvaral dan terbatas
dalam Kawasan Transportasi terdiri atas:

1. Terminal Ehusus, perdagangan dan jasa, sarana pelayvanan umum,
perkantoran dan fasilitas pendukung dan aktivitas utama operasional
transportasi seperti ruang bongkar mual, penyimpanan/pergudangan
serta  fasilitas pendukung lainnya, sesua ketenluan  peraturan
perundang-undangan;

2, objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditelapkan
ataupun akan diletapkan; dan

3. kegiatan pertahanan dan keamanan, serta penempatan logistik
pertahanan untuk kebutuhan darural dan mitigasi bencana, sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan,

kegiatan Pemanfaatan Ruang vang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan
yang mengganggy operasional transportasi;

intensitas Pemanfaatan Ruang ditentukan sesual dengan ketenluan
teknis torkait;

sarana dan prasarana minimal Kewasan Transportasi sesuai ketentuan
peraturan-perundang-undangan;

Ketentuan lain dalam Kawasan Transportasi  yang dilewati sistem
jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti kelentuan
teknis scsuail peraturan perundang-undangan;

Ketentuan Khusus untuk Kawasan Transportasi terdiri atas:

1. Ketentuan Khusus KKOP vang bertampalan pada Kawasan
Transportasi memperhatikan:
a) Kawasan di sekitar alat baniu navigasi penerbangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP;
by pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-lLap bagian
dalam KKOP yvang terbagi dalam Kawasan ancangan pendaratan
dan lepas landas, Kawasan dibawah permukiman horizontal
dalam, Kawasan di bawah permukaan kerucut dan Kawasan di
bawah permukaan honzonlal luar sesuail ketentuan peraturan

perundang-undangan;

c) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak
tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan yang
diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda
tumbuh vang tidak membahavakan Keselantaiin

AN
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d} pada Kawasan kemungkinan  bahaya
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el

penggunaan lanah, perairan atau udara di scliap Kawasan yvang
ditetapkan scbagai KKOP harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan
serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak
baleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan

Ketentuan Khusus KKOP lainnya memperhatikan ketentuan teknis
gesuai ketentuan perundang-undangan.

Kawasan Transportasi yang berada dalam Kawasan rawan bencana
gempa bumi tingkat tinggi, dengan memperhatikan:

al

b)
c)
d)

€)

sarana dan prasarana penunjang kegiatan lransportasi pada
daerah pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan
bangunan menjadi bangunan tahan gempa;

penyediaan sistem detcksi peringatan dini gempa bumi;

penetapan jalur evakuasi yvang aman dan mudah diakses;

pengendalian pengembangan sarana dan prasarana penunjang
kegiatan transportasi mengikuti ketentuan aturan bangunan
tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana; dan
ketentuan pembangunan sarana  dan  prasarana  kegiatan
transportasi lainnya dalam Kawasan rawan bencana gempa bumi
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Transporiasi yang berada dalam Kawasan rawan bencana
banjir tingkat tinggi, dengan memperhatikan:

a)
b)
o)

dj

g)

penvediaan sarana peringatan dini dan pemberian  informasi
intensitas curah hujan tinggi;

penvedinan sarana dan  prasarana  pengendali  banjir vang
terintegrasi dengan sistem drainase sckilarnya;

sistem jaringan drainase harus dapal berfungsi dan terkoneksi
serta dapat menampung debit air maksimal;

elevasi lantal bangunan haras lebih tinggi dari elevasi banjir,
bangunan dilengkapi dengan sumur resapan;

menvediakan Jalur Evakuasi Bencana; dan

konstruksi bangunan sarana dan prasarana transportasi lainnya
di Kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan
ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

Kawasan Tranaportasi vang berada dalam Kawasan rawan bencana
banjir bandang tingkat tinggi, dengan memperhatikan:

a)

by

d

sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi
serta dapat menampung debit air maksimal,

tidak melakukan kegiatan pembangunan yang mcmir.;u terjadinya
bencana gerakan tanah, terutama pada kemiringan“et "ﬁ;ﬁﬁ
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¢} penyvediaan RTH sebagai daerah penyangga; dan
fi konstruksi bangunan sarana dan prasarana transportasi lainnya
di Kawasan rawan bencana banjir bandang memperhatikan
ketentuan teknis scsuai peraturan perundang-undangan.
5. Kawasan Transportasi perdesaan yang berada dalam Kawasan rawan
bencana sesar aktif tingkat tinggl dengan memperhatikan:
a) pemasangan rambu zona sesar aktif dan penectapan jarak aman
dari tebing yang tidak boleh ada pembangunan di arca tersebut;
b} penyediaan sistem deteksi peringatan dini bencana;
c) menyvediakan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
d] pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur
evakluasi;
6. Ketentuan Khusus Kawasan Transportasi  yang bertampalan pada
Kawasan resapan air memperhatikan:
a) pengendalian penggunaan air bawah tanah;
b} perlindungan Kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup;

¢} pengembangan sumur resapan dan biopor; dan/atau
d) perluasan RTH.

7. Ketentuan Khusus Kawasan Transportasi yang bertampalan pada
Kawasan scmpadan. meliputi:

a) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
b} pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana; dan

¢} Ketentuan Khusus lainnya scsuai dengan peraturan perundang-
undangan.
h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Kelentuan Khusus
rencana FPola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah in;

i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan EKhusus
rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran
XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini;

j. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta EKetentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran
XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah
ini: dan

k. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran

XXIV yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Pasal 93 LTomPE, PRRAR BN
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2. kegialan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan
Pertahanan dan Keamanan seperti perkantoran, gudang, workshop
{bengkel dan reparasi peralatan militer) dan sejenisnya yang terkait
kepentingan pertahanan dan keamanan;

3. penyvediaan rumah dinas, barak dilengkapi sarana, prasarana
penunjang, dan utilitas; dan

4. kegiatan scbagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 dan
kegiatan lainnya, scsual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

kegialan Pemanfaatan Ruang vang diperbolechkan bersyaral, lerdiri atas:

1. sarana pelayanan umum berupa sarana pendidikan, peribadatan, dan
keschatan;

2. objek/bangunan cagar budaya eksisting yang telah ditetapkan
ataupun akan ditetapkan;

3, sarana perdagangan dan jasa untuk kepentingan sendiri seperti
koperasi, mess, SPBU, dan lainnysa;

4, asrama diperbolehkan dengan syarat menunjang fungsi pertahanan
dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. tempat evakuasi hanya diizinkan pada Kawasan Pertahanan dan
Keamanan  secsual ketenluan standar nasional Indonesia yang
berlalk.

6. lempat latihan, penyimpanan mesiu dan logistik pertahanan, dengan
syaral jauh dari lingkungan permukiman dan aklivitas perkotaan;
dan

7. tanaman pangan, hortikuliura, perkebunan, peternakan, perikanan
budidaya, pariwisata.

kegiatan Pemanfaatan Ruang wyang tidak diperbolehkan selain

pertahanan dan keamanan dan kegiatan penunjangnya, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

. ketentuan sarana dan prasarana minimal berdasarkan kelenluan

peraturan perundang-undangan;

:. ketentuan lain dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang dilewati

sistermn  jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengilkuti
ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;

ketentuan Iniensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perlahanan dan
Keamanan , mengacu pada peraturan perundang- undangan;

Ketentuan Khusus untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan , terdin
atas:

1. Ketentuan Khusus KEKOP vang bertampalan pada Kawasan
Transportasi memperhatikan:

a) Kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dan KKOP;

b} pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan ﬁmia?‘hﬂ%ia!?

i Eiﬁ:iﬂ : f E : ey
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c] pada Kawasan kemungkinan bahava kecelakaan sampai jarak
lertentiu sesual ketenluan hanya digunakan untuk bangunan yvang
dipcruntukkan bag kesclamatan operasi penerbangan dan benda
tumbuh vyang tidak membahayakan keselamatan operasi
penerbangan;

d) pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak
diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah
tingkat fatalitas apabila tegadi kecelakaan pesawat;

g} penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap Kawasan yang
ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

[} kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestankan bangunan
serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak
boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan

g Ketentuan Khusus KKOP lainnyva memperhatikan ketentuan teknis
sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Kawasan khusus pertahanan dan keamanan yang berada dalam
Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, dengan
memperhatikan:

a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa bumi;

b} penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan

c] penyediaan jalur dan Tempal Evakuasi Bencana,

3. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air yang bertampalan pada
Kawasan Pertahanan dan Keamanan memperhatikan ketentuan
teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan yvang bertampalan pada
Kawasan Pertahanan dan Keamanan momperhatikan kelentuan
teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

h. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang KKOP tercantum dalam Lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

i. Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rencana Pola Ruang Kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran
XK vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah
ini: dan

j- Ketentuan Khusus ini digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus
rerncana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran
XXIV yvang merupakan bagian lidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.
Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemantfaatan Ruang
Paragraf 1 L T e
Umum ,_.:hl} :TI.A._.AH RAmTOEE “EwedE _ Wy " iiFae
! T A W DF 47 w5 4 ] 'H‘A'Fi
Paszal 94 = !':T_
ERliz | .
Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimapa. dimaksud dalam | ~
Pasal 60 ayat (2] huruf b, terdiri atas: zeTen e T
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a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
b. penilaian perwujudan rencana Tata Ruang.

Paragrafl 2
Penilaian Pelaksanaan KEKPR

Pasal 95

(1} Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94
hurul a, terdiri atas:

a. penilaian kepatuhan pelaksanaan KEPR; dan

b. penilaian pemenuhan proscdur perolehan KKPR.

(2} Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR schagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dilakukan dengan periede penilaian:

a. selama pembangunan, dilalkukan untuk memastikan kepatuhan
pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR dilakukan paling
lambat 2 [dua) tahun scjak diterbitkannya KEKPR apabila ditemukan
inkonsisten /tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuman;
dan

b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil
pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR apabila ditemukan
inkonsislen, dilakukan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan
keotentuan peraluran perundang-undangan.

(3} Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan olch Pemerintah dan dapal
didelegasikan kepada Pemerintah Daerah;

{4) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud
pada ayal (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

(5) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelalku
pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan EKKPR,
dengan ketentuan:

a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalai prosedur yang benar, maka
KKPE batal demi hukum: dan

b. apabila KKPR (idak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR
dibatalkan dan dapat dimintakan ganli kerugan yang layak sesiai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paszsal 96

(1) Penilaian pelaksanaan KKPR termasuk juga penilaian pernyataan
mandiri pelaku usaha mikro kecil,

(2) Penilanan pernyataan mandiri pelala usaha mikro kectl sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan uniuk memasiikan kebenaran
pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikre; K#6L ipabises
ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan i
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Paragraf 3
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 97
(1) Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 94 huruf b, terdiri atas:
a. penilaian tingkat perwvujudan rencana Struktur Ruang; dan
b. penilaian tingkal perwujudan rencana Pola Ruang.
(2} Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf a, dilakukan lerhadap:
a, kesesuaian program;
b. kesesuaian lokasi; dan
c. kesesuaian wakiu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan

penyvandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman
dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

(3} Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:

A. kesesuaian program;
b. kesesuaian lokasi; dan

c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan
penvandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan,
pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah
terhadap rencana Pola Ruang.

(4) Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang menghasilkan kajian berupa:
a. muatan terwugud;
b. belum terwujud; dan
¢, pelaksanaan program pembangunan tidalk sesuai,

{5} Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan
lerus menerus vaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan
1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali rencana Tala Ruang.

(6) Tata cara penilaian perwujudan rencana Tata Ruang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan,

Bagian Keempat
Ketentuan Insentf dan Disinsentifl

Pasal 98
(1) Ketentuan Insentil dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 ayat (2) huraf c, diseclenggarakan untuk:

g. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Fuang dalam rangka
mewljudkan Tata Ruang sesuai dengan RTREW Kabupaten,

2T FRE AP &R HM G S

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agssn: sejalans dengass e fwus

ETEW Kabupaten; dan [ Fe. Ak [ PEN - SA

¢. meningkatkan kemitraan semua pemaﬂglﬂa_iﬂpent.fﬁgan dalam

rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan [ZTRW Kabupaten.
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(2] Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk:

a. menindaklanjuli pengendalian implikasi kewilayahan pada =zona
kendali atau zona yang didorong,

b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategia nasional,

c. menindaklanjuti hasil kesepakatan sengketa Penataan Ruang,; dan

d. mendukung penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran
Pemanfaatan Ruang.

(3) Insentif diberikan untuk memotlivasi, mendorong, memberikan daya
tarik, dan/atau memberikan percepatan lerhadap kegiatan Pemanfaatan
Ruang vang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong
pengembangannya.

(4} Disinsentil dikenakan untuk mencegah dan/atau memberikan batasan
terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang vang sejalan dengan rencana Tala
Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung
lingkungan.

(5) Insentif dan Disinsentif diberikan dengan letap menghormati hak yang
telah  ada  terlebih dahulu  sesuai dengan  kelentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 99

(1) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang
wilayah Kabupaten dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan
kepada Masyvarakat.

(2] Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilakukan oleh instansi
berwenang sesuai dengan kewenanganmnys.,

Pasal 100
{1) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
99 ayat (1) dapat dalam bentuk:
a. pemberian kompensasi;
b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
c. penghargaan,; dan/atau
d. publikasi atau promosi Daerah.

i2) Insentif kepada Masvarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayvat
(1) dapat dalam bentuk:

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;

b. subsidi;

c. pemberian kompensasi;

d. imbalan;

e, SEWA ruang; SLwen, BAEA B Wl

f. urun saham; l,._.:'_'"“f SaANIRARIDE e iR U
g. fasilitasi Persetujuan KKPR; — ot S of ool S "t””
h. penyediaan sarana dan prasarana; s ,

i. penghargaan; dan/atau Mol T - e}
j. publikasi atau promosi. WADHS BADAN KanTOR ! EE
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(3] Insentil yang diberikan kepada Masyarakal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2], terdiri atas:
a. Insentif wvang diberikamn untuk kegiatan perlindungan Kawasan
Pertanian pangan berkelanjutan, yaitu dalam bentuk:
1} pengembangan infrastrukiur pertanian;
2) pembiayaan penelitian dan pengebangan benih dan varietas
unggul;
3! kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
4) penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
5) jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian
pangan berkelanjutan; dan/atau
6] penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
. Imsentif vang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Euang yang

mendukung pengembangan Kawasan Pariwisata alam untuk publik

yaitu dalam bentuk:

1] keringanan pajak;

2] pemberian kompensasi;

3] subsidi silang;

4] pembangunan serta pengadaan infrastrukiur;

5} kemudahan prosedur perizinan; dan/atau

6] pemberian penghargaan kepada Masyarakat, swasta dan/atan
Pemerintah Daerah.

{4} Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara pemberian Insentif diatur
dalam Peraturan Bupati.

Pasal 101

{1} Disinsentif kepada Pemerintah Dacrah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 99 ayat (1}, dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penycdiaan
prasarana dan sarana,

{2} Disinsentil kepada Masyvarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99
ayat (2}, dapat dibernikan dalam bentulk:

a. pengenaan pajak dan retribusi yang lingg,
b. kewajiban memberikan kompensasi atau imbalan; dan
c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(3) Disinsentif yvang dikenakan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, terdiri atas:

a. Disinsentif yang diberikan untuk yang berada pada Kawasan
sempadan pantai, yaitu dalam bentulk:

1. pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan jasa komersial yvang

berada pada Kawasan sempadan pantai,  sungai dan

danau/waduk; DAMAZ 2a7 4m RAMTCH % WK AE

Tk oggdd o BRLRE B e wk g
- T

2. penyediaan jalur pedestrian sepanjang pﬂnlﬂ?i umﬂtguhﬁ-}?}- S . A
3. penyediaan RTH publik; ' R 1 E X

4. penyediaan akses publik menuju pantai; d I iRy | .
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Diisinsentifl vang diberikan untuk kegiatan pertambangan, yaitu dalam
bentuk:

1. pengenaan pajak linggi terhadap kegiatan pertambangan pada
Kawasan Permukiman dan Kawasan Pariwisata; dan

2. persyaratan khusus dalam perizinan.

Disinsentif yang diberikan terhadap kegiatan vang melcbihi KDB dan
ELB vailu dalam bentuk:

1. pengenaan pajak tambahan terhadap kelebihan KDB dan KLB;
2. Penyediaan fasilitas umum; dan
3. Persyaratan khusus dalam perizinan.

pengenaan pajak vang tinggi vang disesuaikan dengan besarnya biaya
vang dibutuhkan untuk mengatasi dampak akibat Pemanfaatan
Ruang; dan

pembatasan penvediaan sarana  dan  prasarana infrastruktur,
pengenaan kompensasi dan penalti,

i4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara pengenaan Disinsentif diatur
dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi
Pasal 102

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2] huruf
d, merupakan acuan bagi Pemerinlah Daerah dalam pengenaan sanksi
administratif kepada pelanggar Pemanfaalan Ruang.

(2]

(3]

Pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a.
b.

Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupalen;
Pemanfaatan Ruang vang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan
Ruang vang diberikan olch pejabal yang berwenang;

Pemanfaatan Ruang vang tidak scsual dengan persyaralan izin yang
diberikan aleh pejabat yang berwenang; dan/fatau

Pemanfaatan Ruang yvang menghalangi akses terhadap Kawasan yang
dinyatakan olch peraturan perundang-undangan sebagai milik
UM,

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

- R R 1N = P - =

i
.

penghentian sementara kegiatan;
penghentian sementara pelayanan umum;
penutupan lokasi;

pembatalan KKPR;

TR MR DRk W ey

pencabutan KKPR; DAL S aiam AARTOR “Swmab v e
pembongkaran bangunan; Te. Asf O 8 2 Ga | g eas
. pemulihan fungsi ruang; dan [ LY
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(4] Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayval [(3) dikenakan
kepada setiap Orang yang tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah
ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

{5} Pemeriksaan perubahan Mungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4] dilakukan melalui audit Tala Ruang.

{6) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayal (5] dilakukan oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

{7} Hasil audit Tala Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6] ditctapkan
dengan Keputusan Bupati.

(8) Dalam hal pelaksanaan audil Tala Ruang, tim audit Tata Ruang dapat
dibantu oleh penvidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang dan ahli
lainnya sesuai kebutuhan

(@) Kelentuan lebih lanjutr mengenai audit Tata Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayal [6) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 103

{1} Perbuatan tidak menaati rencana Tata Ruang yvang telah diletapkan yang
mengakibaikan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 ayvat (4] dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang
dalam rencana Tala Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayal
(2) meliputi:

a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/fatau
b, Pemanfaatan Ruang vang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan
KEFPR.

{2) Selain perbuatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi
administrasi dapat dikcnakan kepada setiap Orang yang menghalangi
akses terhadap Kawasan vang olch ketentuan peraturan perundang-
undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pas=sal 104

Bentuk, besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administratil mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 105

(1) Dalam rangka penvelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif i
Daerah, Bupati membentuk FPRD.

(2) FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rﬂ;}ﬁtﬁﬁﬁhﬁﬁtﬁﬁ{l“_;L i
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(4]

Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPRD
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masvarakat

Pasal 106

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang wilayah, Masyarakat berhalk:

.

b.

C.

berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanlaatan Ruang,
dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

mengetahui secara terbuka rencana Tata Ruang;

menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai
akibat Penataan Ruang;

memperoleh penggantian yang lavak atas kerugian vang timbul akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesual dengan rencana Tata
Ruang;

mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yvang merugikan; dan
mengawasi pihak-pihak vang melakukan penyelenggaraan Tata Ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 107

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang wajib:

.

b
C.
d
(1)

(2]

menaati rencana Tata Ruang vang telah ditetapkan;

. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang;

mematuhi ketentuan vang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan

. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan dinyvatakan sebagai milik umum.

Paszal 108

Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 dilaksanakan dengan mematuhi dan
menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan Penataan Ruang
vang ditetapkan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat
sccara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhadilaiae, - oma,

CANAY SAlan AANTOR dMRAE Wy " ek

a. daya dukung lingkungan; ———
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Pasal 109
(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dacrah dilakukan melalua:

a. partisipasi dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
¢, partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

{2} Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, pelaksanaannya dapat
dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal.

Pasal 110

Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan rencana Tata Ruang scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a, dapat berupa:

a. memberikan masukan mengenai:
1) persiapan penyusunan rencana Tala Ruang;
2] penetapan arah pengembangan wilayah atau Kawasan,
3] pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau Kawasan;
4] perumusan konsepsi rencana Tata Ruang; dan/atau
2] penelapan rencana Tata Ruang.

b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, danfatau
scsama unsur Masyarakal dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 111
Parlisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 109 ayat {1) huruf b, dapat berupa:
a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama
unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang sesuai dengan kearifan lokal dan
rencana Tata Ruang yang telah ditelapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kesecrasian dalam Pemanlaalan
Ruang daral, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan
memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta
memelihara dan meningkatkan kelestarian lungsi lingkungan hidup dan
sumber daya alam; dan

. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang scsual dengan kelentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Partisipasi Masvarakat dalam  Pengendalian Pemanfaaign. .o JB0amgmas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 avat (1) huruf o dsped Bebtbg; 80 -

N TR

a. masukan terkait arahan dan/atau peratu:m#__ﬁ.ﬁ:mﬂﬂ_ﬂbﬁﬁi’iﬁaﬁﬁ_;.y

pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaarn simksi;

b keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi |peliSainaan rencana
Tata Ruang yvang telah ditetapkan; HATDIE BATGH =aMTOF
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L =5

d.

(1)
(2]

(3]

pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan dugaan penyimpangan atau  pelanggaran  kegiatan
Pemanfaatan Ruang vang melanggar rencana Tata Ruang yang telah
ditetapkan; dan

pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yvang berwenang
terhadap pembangunan vang dianggap tidak sesuai dengan rencana Tala
Ruang.

Pasal 113
Peran Masvarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara
langsung dan/atau tertulis.

Peran Masyarakat secbagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
disampaikan kepada Bupati.

Peran Masyarakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat
disampaikan melalui unit terkait yvang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 114

Dalam rangka meningkatkan peran Masyvarakat, Pemerintah Daerah
membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat
diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

Pasal 115

Pelaksanaan tata cara peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1]

(2]

(1]

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 116

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingllungan Pemerintah Daerah yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi
wewenang khusus sebagai penyvidik untuk membantu Pejabat Penyidik
Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam kital Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pengaturan dan lingkup tugas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XII
ITIWMEL, CAaRAF S0l
KETENTUAN PIDANA  TBRAEA AL CANRDR LM L
Pasal 117 | T A (W PE e 5 a e mar
] i : L
Sctiap Orang vang dalam melakukan usaha datifatan kegiatannya | L

memanfaatkan ruang vang telah ditetapkan tanpa rrietriibikc PerEEtuJum

KKPR schagaimana dimaksud dalam Pasal 102 i&pyﬂi_,.[:?]gkﬂ.}.ﬂlﬁ a,-yang | A

—_—-
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mengakibalkan perubabhan fungsi ruang, dipidana penjara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2] Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian Orang, pelakua  dipidana  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

(1} Setiap Orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana
Tala Ruang dari pegjabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102 ayat (2) huruf b, yang mengakibatkan perubahan [ungsi ruang,
dipidana penjara scsual dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

(2] Apabila tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada avat (1)
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang,
atau mengakibatkan kematian Orang, pelaku dipidana sesuai dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan.

Pasal 119

Setiap Orang vang lidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam
persyaratan KKPR schagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayai (2) hurul ¢,
yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana
penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAR XTI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 120
ETEW Daerah menjadi pedoman untuk:
a. penyusunan rencansa pembangunan jangka panjang Daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
¢c. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaalan Ruang di wilayah

Dacrah;

d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan kescimbangan antarsektor;
dan

e. penetapan lokasi dan fungs ruang untuk investasi.

Pasal 121

{1} Jangka wakiu RTRW Dacrah adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat
ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

(2] Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali
RTRW Daerah dapat ditinjau lebih dari 1 {satu) kali dalam seliap periode
5 (lima} tahunan,

1..-‘- Sl A B I-lrjliq.a.;.

(3] Perubahan lingkungan strategis sebagaimana yarig_mmaigmdﬂﬂ.{{ﬁa g ST TR

[2), berupa: , Te: AM W B4 I8 SA 'qu-e-.q.bE
i ;

a. bencana alam wvang ditetapkan dengan pmm-ua-an _pemu:la.ng
undangan; ASISTEN . v

Wals BADak b o70E
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b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-
undang;

c. perubahan batas wilayvah daerah vang ditctapkan dengan undang:
undang; dan

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB XIV
KETENTLUAN PERALIHAN

Pasal 122

(1} Pada saal Peraturan Daerah ini diundangkan, semua Pemanfaatan
Ruang yang lidak sesuai dengan rencana Tata Ruang harus disesuaikan
dengan rencana Tata Ruang melalui kegiatan penyesuaian Pemanlaatan
Ruang,.

{2) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka:

a. izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKFR yang telah dikeluarkan dan
lelah sesuai dengan ketentuan Peraturan Dacrah imi lelap berlaku
sesual dengan masa berlakunya;

b. izin Pemanfaatan Ruang dan/atan KKPR yang tclah dikeluarkan
tetapi tidak scsuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku
ketentuan:

1. untuk wvang belum dilaksanakan pembangunannya, izin
Pemanfaatan Ruang atau KKPR discsuaikan dengan fungsi
Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk vang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan
penvesuaian dengan masa transisi  berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk dilakukan penyvesuaian dengan fungsi
Kawasan berdasarkan Peraturan Dacrah ini, izin Pemanfaatan
Ruang ataun KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan
terhadap kerugian vang timbul sebagai akibat pembatalan izin
Pemanfaatan Ruang atau KKPR diberikan penggantian vang layak;
dan

4. penggantian vang layak scbagaimana dimaksud pada angka 3,
dengan memperhatikan harga pasaran setempal, nilai jual objek
pajak, dan/atau menyvesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

c. Pemanlaalan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan
Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan
Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan
Dacrah ind; dan

d. Pemanfaatan Ruang vang sesuai dengan ketentuan Peraturan Dacrah
ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.
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BAB XV
KETENTUAN PENUTLUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah imi mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 [Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomaor 7, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupalen Luwu Timur Nomor 38), dinyvatakan masih tetap berlakua
secpanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah
ini.

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlakuy, Peraluran Dacrah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 {(Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 38}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannyva dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Laawy Timur.
5L A PR & i (ENA Y
DAY D i SAETI ™ gl ks W TN

S [,r"_“‘ Ditetapkan di Malili
SR | o pada tanggal 11 Februari 2025
; . BUPATT LUWL TIMUR,
ASISTER | I:t\
KADIS WAPAR =amT0e 'i fw__
HA B HAsai TL =T
EASURAG | ML SRR BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 11 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

/7—#*&?

BAHRI SULI

LEMEBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH EKABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HE.01.003.25
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025-2044

1.  UMUM

Penvusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur
memperhatikan perkembangan penataan ruang pemerintah pusat dan
Pemerintah Provinsi, serta hasil pengkajian implikasi penataan roang
kabupaten, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ckonomi
kabupaten, keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten, daya tampung
lingkungan hidup, rencana pembanpgunan jangka panjang, dan rencana tata
ruang wilayah kabupaten vang berbatasan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur bersifat umum
dan disusun berdasarkan pendekatan administrasi kabupaten dengan
muatan substansi meliputi wilayah perencanaan RTEW kabupaten, tujuan,
kebijakan dan  strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten, rencana
Struktur Ruang wilayah kabupaten, rencana Pola Ruang wilayah kabupaten,
Kawasan strategis, arahan Pemanfaatan Ruang Wilavah kabupaten,
pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten, kelembagaan, hak,
kewajiban dan peran masyarakat dalam Penataan Ruang.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur digunakan
untuk mendukung pengembangan perekonomian yang produktif dan
kompetitif, pengaturan pemanfaatan Kawasan budidaya agar tidak
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, persujudan sistem
jaringan prasarana yang terpadu dan merata diseluruh wilayah kabupaten,
dan pemantapan [ungsi Kawasan lindung untuk mevwujudkan pembangunan
yvang berkelanjutan,

Berdasarkan Pasal 17 angka 16 Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7] Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang Cipta Kerja,
diamanahkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau
kembali 1 {satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. Oleh karena itu telah dilaksanakan evaluasi Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031, sehingga perlu disusun
Peraturan Daecrah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Tata Ruang
Wilayvah Kabupaten Luwua Timur Tahun 2024-2043,
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Pasal 2

Cukup Jelas.
Pasal 3

Cukup Jelas.
Pasal 4

Cukup Jelas.
Pasal 5

Cukup Jelas.
Pasal 6

Cukup .Jelas.
Pasal 7

Cukup Jelas,
Pasal 8

Cukup Jelas.
Pasal 9

Cukup Jelas.
Pasal 10

Cukup Jelas.
Pasal 11

Cukup Jelas.
Pasal 12

Cukup Jelas.
Pasal 13

Cukup Jelas.
Pasal 14

Cukup Jelas.
Pasal 15

Cukup Jelas.
Pasal 16

Avat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2]

Yang dimaksud dengan “Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota”
antar kota yang mehntasi
kabupaten/kota untuk melayani perpindahan Orang dan/atau

adalah jalur kereta api

barang.
Ayat (3]

Cukup Jelas.
Avat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Avat (1)

Cukup Jelas.
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Avat (2)

Culup Jelas,

Avat {3)

Yang dimaksud dengan

Pasal 18
Cukup Jelas,
Pasal 19

Cukup .Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas,

Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23

Cukup .Jelas.

Pasgal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas,

Pa=al 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup .Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas,

Pasal 30

Cukup .Jelas.

Pas=al 31

C LlH'l.lp Jelas.

Pasal 32

Culup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

“Pelabuhan Sungai dan  Danau
Pengumpan® adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani
angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danan
yang bersifat pengumpan.
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Pasal 36

Cukup Jelas.

Pa=sal 37

Cukup Jelas.

Pasal 35

Culoup Jelas,

Pasal 39

Cukup Jelas,

Pasal 40

Cukup Jelas,

Pasal 41

Culcup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Culup .Jelas,

Fasal 44

Culkup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Paszal 48

Culkup Jelas,

Pasal 49

Cukup Jclas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.
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Pasal 37

Cukup Jelas.

Paazal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Culup Jelas.

Pasal 61

Cukup .Jelas.

Pasal 62

fe: leup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas,

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pa=sal &8

Culkuap Jelas.

Pasal 69

CURup Jelas.,

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Culup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas,

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas,

Pasal 77

Cukup Jelas,
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Pasal 73

Cukup .Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Culkup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

C L.l.kllp Jelas.

Pasal 84

Culup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Eulﬂ..] p 3 IE'].-E.S-.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Paszal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Culoup Jelas.

Pasal 90

CH lfllp hIE].El.S--

Pasal 91

Cukup Jelas,

Pasal 92

Cukup Jelas,

Pasal 93

Culkup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas,

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.
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Pasal 99

Culkup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas,

Pasal 102

Cukup Jelas,

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas,

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas,

Pasal 110

Cukup Jelas,

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pazal 113

Cukup Jelas,

Fasal 114

Cukup Jelas,

Pasal 115

Culkup Jelas.

Pasal 116

Culkup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup .Jelas.
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Pasal 120

Culkup Jelas.,

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasgal 123

Culup .Jelas.

Pasal 124

Cukup Jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUERE NOMOR 166
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